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PENGANTAR 
KETUA MUI NTB 


Cslla WM gal (ale Urertani Ag nada ah Ad 
4123 Alileg Unkunj9 lari VI Ala AE Pad SL, 


Jay Ul cina 
Wahai Tuhan kami, Hanya bagi-Mu segala puji, sepenuh 


langit dan bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang Kau 
kehendaki sesudahnya. 


Shalawat dan salam semoga tercurah pada orang- 
orang yang EngKau utus untuk menjadi rahmat bagi alam 
semesta, dan hujjah bagi semua manusia, Engkau utus dia 
untuk menyempurnakan akhlak. Engkau akhiri dengan 
risalah para Rasul, dan Kau turunkan padanya al-Our'an. 
Dan Engkau perintahkan kepada manusia untuk saling 
berbagai dan tolong-menolong. 


Perintah tersebut berganedengan dengan 
perintahmelaksanakan sholat, seperti akiimishholat 
waatuzaakaat, dengan malaksanakan perinta ini dapat 
menyeimbangkan antara keshalehan individu dan 
keshalehan sosial yang tertuang dalam ayat-ayat zakat, 
infak dan shodakah. 
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Buku berjudul Anatomi Hukum zakat yang terdiri 
dari tiga bagian, yang pertama tentang anatomi hukum 
zakat, bagian kedua zakat menurut hukum positip dan 
hukum Islam dan bagian ketiga upaya pemerataann dan 
kesejahteraan yang disusun oleh saudara Dr. H. Ahmad 
Muhasim, M.HI patut mendapatkan apresisasi dari 
masyarakat terutama parapengurus dan praktisi yang 
bergelut di BAZNAS untuk semua tingkatan. 


Buku ini juga bisa menjadi referensi dikalangan 
perguruan Tinggi negeri dan swasta, agama maupun 
umum untuk menambah hazanah dan mindset berfikir, 
agar masyarakat secara umum khususnya Nusa Tenggara 
Barat, di Era industri 4.0 bagaimana merubah status 
mustahik menjadi muzakki, bagaimana mengubah mindset 
para pengelola dan pengurus agar memiliki data balid 
jumlah muzakki sehingga dalam pendistribusian zakat 
tepat sasaran. 


Sebagai seorang akademisi yang berkewajiban 
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, pendidikan, 
pengajaran, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat. 
Maka tugas utamanya adalah pendidikan dan Pengajaran, 
dosen dituntut untuk membuat tulisan di jurnal, membuat 
buku dan karya tulis-lainya baik sekala Nasional maupun 
reputasi Internasional. 


Harapan saya selaku ketua MUI NTB, dengan 
terbitnya buku yang berjudul “ Anatomi Hukum zakat 
untuk kesejahteraan masyarakatini tentu banyak terdapat 
kekuranganya. Namun saran dan kritik yang bersipat 
membangun tetap penulis harapkan guna perbaikan dan 
penyempurnaan pada masa yang akan datang. 


iv Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


Buku ini disusun dengan memperhatikan banyaknya 
lembaga pengurus BAZ dan LAZ dari tingkat pusat sampai 
daerah maupun yang dibentuk oleh oramas Islam seperti 
LAZ NU dan LAZ Muhammadiah. 


Sehingga kehadiran buku ini dapat menjadi 
pegangan masyarakat terutama para pengurus BAZ 
disemua tingkatan baik yang resmi dari baznas maupun 
yang dibentuk oleh lembaga organisasi Islam. 

Semoga para akademisi dan praktisi bisa membuat 
tulisan-tulisan yang dapat menggugah parappembaca untuk 
merubah mindsetnya menjadi muzakki bukan mustahik 
yang pada saatnya nanti tujuan akhir dari tulisan ini bisa 
menciptakan kesejahteraan masyarakat NTB khususnya 
dan Indonesia pada umumnya. Amiin Ya Robbal Alamiin. 


6 Juli 2020 


Ketua MUI NTB 


Prof. H. Saiful Muslim, MM 
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PENGANTAR 
KETUA BAZNAS 
PROVINSI NTB 


Casa LiaUI ogah ds Gsntad dag Uralall — d aad 
Slley sinlahg slai VI Ane de Olla IIA, 


Ju Lai ea A29 
wahai Tuhan kami, Hanya bagi-Mu segala puji, sepenuh langit 
dan bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang Kau kehendaki 
sesudahnya. 

Shalawat dan salam semoga tercurah pada orang- 
orang yang EngKau utus untuk menjadi rahmat bagi alam 
semesta, dan hujjah bagi semua manusia, Engkau utus dia 
untuk menyempurnakan akhlak. Engkau akhiri dengan 
risalah para Rasul, dan Kau turunkan padanya al-Our'an. 
Dan Engkau perintahkan kepada manusia untuk saling 
berbagai dan tolong-menolong. 


Perintah tersebut berganedengan dengan 
perintahmelaksanakan sholat, seperti akiimishholat 
waatuzaakaat, dengan malaksanakan perinta ini dapat 
menyeimbangkan antara keshalehan individu dan 
keshalehan sosial yang tertuang dalam ayat-ayat zakat, 
infak dan shodakah. 


Anatomi Hukum zakat di Indonesia e vii 


Buku berjudul Anatomi Hukum zakat yang terdiri 
dari tiga bagian, yang pertama tentang anatomi hukum 
zakat, bagian kedua zakat menurut hukum positip dan 
hukum Islam dan bagian ketiga upaya pemerataann dan 
kesejahteraan yang disusun oleh saudara Dr. H. Ahmad 
Muhasim, M.HI patut mendapatkan apresisasi dari 
masyarakat terutama para pengurus dan praktisi yang 
bergelut di BAZNAS untuk semua tingkatan. 

Buku ini juga bisa menjadi referensi 
dikalanganperguruan Tinggi negeri dan swasta, agama 
maupun umum untuk menambah hazanah dan mindset 
berfikir, agar masyarakat secara umum khususnya Nusa 
Tenggara Barat, di Era industri 4.0 bagaimana merubah 
status mustahik menjadi muzakki, bagaimana mengubah 
mindset para pengelola dan pengurus agar memiliki data 
balid jumlah muzakki sehingga dalam pendistribusian 
zakat tepat sasaran. 


Sebagai seorang akademisi yang berkewajiban 
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, pendidikan, 
pengajaran, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat. 
Maka tugas utamanya adalah pendidikan dan Pengajaran, 
dosen dituntut untuk membuat tulisan di jurnal, membuat 
buku dan karya tulis-lainya baik sekala Nasional maupun 
reputasi Internasional. 

Harapan saya selaku ketua BAZNAS NTB, dengan 
terbitnya buku yang berjudul “ Anatomi Hukum zakat 
untuk kesejahteraan masyarakatini tentu banyak terdapat 
kekuranganya. Namun saran dan kritik yang bersipat 
membangun tetap penulis harapkan guna perbaikan dan 
penyempurnaan pada masa yang akan datang. 


viii Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


Buku ini disusun dengan memperhatikan banyaknya 
lembaga pengurus BAZ dan LAZ dari tingkat pusat sampai 
daerah maupun yang dibentuk oleh oramas Islam seperti 
LAZ. NU, LAZ NW, dan LAZ Muhammadiah. 


Sehingga kehadiran buku ini dapat menjadi 
pegangan masyarakat terutama para pengurus BAZNAS 
disemua tingkatan baik yang resmi dari baznas maupun 
yang dibentuk oleh lembaga organisasi Islam. 

Semoga para akademisi dan praktisi bisa membuat 
tulisan-tulisan yang dapat menggugah parappembaca untuk 
merubah mindsetnya menjadi muzakki bukan mustahik 
yang pada saatnya nanti tujuan akhir dari tulisan ini bisa 
menciptakan kesejahteraan masyarakat NTB khususnya 
dan Indonesia pada umumnya. Amiin Ya Robbal Alamiin. 


Mataram, 9 Juli 2020 
Ketua BAZNAS NTB 


Dr. TGH. Muhammad Said Ghazali, Lc, MA 
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PENGANTAR 
PENULIS 


Casla Lil ogah (ds Gsnta dag Urakall , d aad 
Ileg Lenkarg skil aga de Audy INA 


BEI Lai Gejaa A29 


Wahai Tuhan kami, Hanya bagi-Mu segala puji, sepenuh langit 
dan bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang Kau kehendaki 
sesudahnya. 


Shalawat dan salam semoga tercurah pada orang-orang 
yang Engkau utus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, 
dan hujjah bagi semua manusia, Engkau utus dia untuk 
menyempurnakan akhlak, berbuat adil, meningkatkan dan 
meningkatkan kesejahteraan umat. Engkau akhiri dengan 
risalah para Rasul, dan Kau turunkan padanya Alguran. 

Buku ini diambil dari sebagian disertasi sewaktu S3 
di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang diselesaikan 
pada tahun 2019, selain itu ada beberapa tambahan dalam 
penulian ini seperti teori dan konsep negarasejahtera, upaya 
mensejahterakan masyarakat dan pola pendistribusian 
secara adil dan merata. 

Naskah tulisan ini diterbitkan dengan maksud 
memberikan informasi dan pengeahuan kepada para 
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pembaca tentang Anatomi Hukum zakat di Indonesia 
terutama para pengurus Badan Amil zakat dan lembaga 
amil zakat seluruh tingkatan di Indonesia. 


Buku ini merupakan jilid satu yang terdiri dari tiga bab 
antara lain : bab pertama pendahuluan, landasan filosofis, 
landasan normative dan landasan sosiologis hukum 
zakat, teori yang berkaitan dengan hukum seperti Terori 
kepastian Hukum menurut Hans kelson, Teori Keadilan 
Menurut John Rawls, Teori Negara Kesejahteraan dan 
Teori Hukum Islam serta jenis dan pendekaan penelitian. 
Bab II membahas tentang Anatomi Hukum zakat dalam 
sistem hukum nasional, pengaturan zakat dalam hukum 
positif dan hukum Islam, problem sosiologis pengaturan 
zakat dan arah kebijakan hukum nasional. Bab III upaya 
mensejahterakan masyarakat, pola pengembangan zakat 
di Indonesia dan pendistribusian zakat secara adil dan 
merata. 


Buku jilid satu ini rampung disusun pada pertengahan 
Juli 2020, disaat bangsa di dunia pandemi terkena wabah 
corona covid 19, termasuk juga di Indonesia. Ketika 
himbauan Presiden, para menteri, ketua MUI dan tokoh 
masyarakat serta pimpinan dan kepala Daerah diseluruh 
porvinsi dan kabupaten/kota agar masyarakat lockdown 
tidak boleh keluarrumahsaatitulah penulis merampungkan 
materi jilid satu ini 

Ditengah pandemic yang melanda negara Eropa, 
TimurTengah, dan Asia, sistem pembelajaran 
dan perkuliahan dilakukan secara online/daring / 
goggle classroom dan via watshaap antara dosen dan 
mahasiswa, guru dan murid pimpinan dan karyawan tidak 


xii —“ Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


diperkenankan melakukan pembelajaran dan pertemuan 
tatap muka, maka kehadiran buku ini dapat membantu 
pelajar-mahasiswa, praktisi Baznas dan LAZ, dan para 
pembaca untuk memahami dan mempelajari isi buku 
ini. Tentunya kritikan dan saran dari semua pihak sangat 
diharapkan untuk perbaikan/ revisi pada edisi berikutnya. 


Buku ini terwujud ditangan pembaca atas berkat dan 
karunia Allah SWT. Serta bantuan, bimbingan dandukungan 
dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ' menyampaikan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi 
dalam penulisan buku ini. 


1. Kepada Rektor UIN Mataram (Prof. Dr.H. Mutawali, 
M.Ag) dan Rektor Universitas Mataram (Prof. 
Dr.H.L.Husni, MH) yang telah mendukung dan 
memotivasi penulis. 

2. Kepada L.M.Hayanul Hag, LLM, Ph.D, Dr. H. 
Hirsanudin, MH, Dr. H. Muhaimin, MH selaku 
promotor dan ko-promotor saat penulisan disertasi 


3. Kepada Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag, selaku Wakil 
Rektor I bidang akademik UIN Mataram, Ketua 
Tanfiziah PWNU NTB yang telah memotivasi 
penyelesaian penulisan buku ini. 

4.  Kepadadekan FakultasSyariah (DR.H. Musawar, M.Ag) 
dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram 
(Dr. H. Hirsanudin, M.H) yang telah memotivasi 
penyelesaian buku ini. 

5. Akhirnya, secarakhusussayaucapkanterima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada istri tercinta, Hj. Paizah, 
S.Ag, M.Sy yang telah memberikan kesempatan seluas- 
luasnya untuk menyelesaikan buku ini. Ucapan terima 
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kasih yang sedalam-dalamnya juga saya sampaikan 
kepada putra-putri tersayang. M.Ikhwan Fiddaraini 
Hasipa, M. Syaichul Huda al-Mubarok, Annida Chairo 
Sabila dan M. Hanif Yahya Al-Ghifari yang sewaktu 
menyusun sering memindahkan alat tulis, buku dan 
laptof, karena merasa kurang diperhatikan. 


Semoga mereka mendapatkan limpahan Rahmat dan 
karunia yangsetimpaldariAllah SWT atassegalajasa-jasanya 
doa dan dukungan dalam mewujudkan buku Anatomi 
Hukum Zakat di Indonesia, sehingga dapat membantu 
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Semoga buku 
yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi kemajuan dunia pendidikan, praktisi 
BAZNAS dan LAZ serta pemerhati yang terkait dengan 
peraturan zakat di Indonesia. Pengaturan, pengelolaan 
dan pendistribusian zakat lebih baik dari sebelumnya, 
Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih 
baik dari hari ini. Kalau bukan kita siapa lagi yang harus 
merubah, kalau tidak sekarang kapan lagi melakukan 
perubahan. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penyusun 
memohon, semoga hasil jerih payah selama ini diterima 
sebaga amal ibadah dan diridloi oleh Allah Swt. Amiin ya 
Rabbal Alamin. 


Mataram, 6Juli 2020 


Penyusun 


Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


xiv @ Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 
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Bab 1 


PENDAHULUAN 


donesia merupakan Negara hukum yang 
Jeon keberlangsungan hidup seluruh 
rakyat Indonesia dan hak warga Negara demi 
terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Azas-azas 
hukum dan kesejahteraan merupakan amanah konstitusi 
yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
landasan ideologi Negara. Amanah tersebut tertuang pada 
alinea ke empat UUD 1945 menyatakan “'pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum. 


Upayanegarauntukmemajukankesejahteraantertuang 
dalam konstitusi negara Pasal 33 ayat (3) menyatakan Bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 
besar kemakmuran rakyat, ayat (4) Perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 


1 UUD 1945 Alinea ke 4 
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berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.? Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan 
anak yang terlantar dipelihara oleh negara, (2) negara 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 


Dalam melakukan rekonstruksi hukum maupun 
terhadap beberapa pasal dalam undang-undang hukum 
zakat harus memperhatikan tata urutan peraturan 
perundang-undangan, sumber hukum yang menjadi bahan 
bahan dalam peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak 
tertulis dan sumber hukum dasar nasional Indonesia yang 
meliputi Pancasila dan UUD 1945. 


Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia 
yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan 
sumber hukum materiil yang tidak saja menjiwai bahkan 
dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum, karena Pancasila 
merupakan alat penguji untuk setiap peraturanhukum yang 
berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan pancasila, 
sehingga kalau bertentangan dengan Pancasila tidak boleh 
berlaku. Disampang itu sumber hukum materiil dapat 
ditinjau dari berbagai sudut, seperti ekonomi, sejarah, 
sosiologi, filsafat dan sebagainya. Misalnya ahli ekonomi 
mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat 
itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Selanjutnya 
kewajiban seseorang dapat menimbulkan hak terhadap 
orang lain. 


2 UUD 1945, Bab XIV Pasal 33 ayat 3, 4 Perubahan Keempat. 
3 UUD 1945, Bab XIV Pasal 34 ayat 1, dan 2 
4 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi 
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Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya 
untuk mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan 
kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu 
sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa 
sehingga tubrukan-tuburkan itu bisa ditekan sekecil- 
kecilnya. Hukum melindungi kepentingan seseorang 
dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya 
untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 
Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur 
dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, 
dan kekuasaan inilah yang disebut dengan hak“ Dengan 
demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa 
disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu 
saja yaitu yang diberikan hukum kepada seseorang. 


Pemerintah Indonesia memiliki pengalaman dalam 
pengaturan, pengumpulan, pengelolaan danpendistribusian 
zakat. Hal ini terbukti dari berbagai pranata hukum yang 
mengatur tentang zakat antara lain Undang-Undang No 
38 tahun 1999, kemudian UU No 23 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat. 

AllahSwtperintahkankepadaumatlIslammengeluarkan 
zakat apabila sudah memenuhi standar (nishab dan Khaul), 
karena zakat sebagai perintah yang hukumnya wajib bagi 
umat Islam, maka proses sebelum berzakat seperti bekerja 
mencari nafkah, mencari rizki menjadi wajib. 

Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dua 
prinsip yang agung, dari prinsip-prinsip dasar Islam lainnya, 
prinsip pertama bekerja itu merupakan asas dari berusaha, 
wajiblah bagi setiap muslim berjalan di muka bumi mencari 


5 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 53 
6 Ibid hlm. 53 
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keutamaan dari Allah karena bekerja itu lebih mulia dari 
pada meminta-minta kepada orang lain, prinsip dasar yang 
kedua adalah hukum asal dalam meminta-minta kepada 
orang lain adalah haram, karena meminta-minta kepada 
orang lain sama dengan menjatuhkan dirinya dalam 
kehinaan” 


Zakat merupakan kegiatan ibadah ubudiah dan 
sosial yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu 
pemenuhan kebutuhan ekonomi (ma'isyah igtishadiyyah) 
dan kesejahteraan. Sasaran zakat tetap dalam rangka 
meletakkan ajaran zakat sebagai jalan kesalehan atau 
kesucian personal dari kotoran dosa yang berdimensi 
personal. Mengenai pendistribusian zakat disebutkan 
dalam firman Allah Surat Al Hasyr ayat 7 yang artinya: Apa 
saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 
kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang- 
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. 
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, 
dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 
Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
amat keras hukumannya inilah yang menjadi dasar bahwa 
semuajenis penghasilan harus dikenakan zakatnya. Perintah 
tentang kewajiban berzakat itu juga dapat ditemukan pada 
OS Al-Bagarah 43 yang artinya: Dirikanlah shalat dan 
berikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang 


7 Yusuf Gardawi, Hukum Zakat Jakarta : Metro Kerjaya Indonesia, 2012, 
hlm. 890 
8 Al-Gur'an dan Terjemahan Os. Al-Hasyr, 59: 7 
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ruku”. Selanjutnya dalam ayat lain dijelaskan pada surat 
At-Taubah 103, Artinya “Ambillah zakat dari sebagian 
harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” " 


Orang yang berzakat (berinfak) seperti memberi 
pinjaman kebaikan maka Allah akan melipatgandakan 
kebaikannya dengan lipat ganda yang tidak bisa diukur 
oleh manusia. Hal ini dikatakan dalam firman Allah pada 
Surat Al-bagarah yang Artinya : Siapakah yang mau 
memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan 
lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan 
dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan'" 


Allah Swt berjanji akan memberikan tambahan 
rizki bagi orang-orang yang berinfag dan bersedekah 
dengan kelipatan rumus 1 : 7 : 100. Hal ini ditunjukan 
dalam Firman Allah Surat al-Bagarah 261, yang artinya: 
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang- 
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui? 

9 Al-Gur'an dan Terjemahan OS. Al Bagarah, 2 : 43 
10 Al-Our'an dan Terjemahan OS At-Taubah (9) : 103 


11 Al-OGur'an dan Terjemahan Os Al-Bagarah, 2 : 245 
12 Al-Gur'an dan Terjemahan OS Al Bagarah, 2 : 261 
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Begitu pula dalam al-guran terdapat 32 ayat yang 
menjelaskan tentang perintah berzakat, Peraturan 
Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang- 
undang Nomor 23 tahun 2011. Selain itu juga Peraturan 
Daerah tentang Zakat yang sudah mulai bermunculan di 
setiap provinsi maupun Kabupaten/ Kota seperti Perda 
Zakat Provinsi NTB, Riau, Perda Zakat di Kabupaten 
Musisi Banyuasin, Kaupaten Kuningan, kabupaten Parigi 
Montong, Perda Zakat Kabupaten Lombok Barat, dan 
Kabupaten Lombok Timur. 


Memperhatikan kondisi masyakat di Indonesia jumlah 
penduduk miskin tidak berkurang bahkan bertambah. 
Penduduk miskin dengan pengeluaran perbulan dibawah 
garis kemiskinan diIndonesia mencapai 28,59 juta orangatau 
11,22 Yo bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan 
dengan kondisi September 2014 sebesar 27,73 juta orang 
(10,96 Yo) perkapita Berdasarkan data statistik bulan 
September 2015 jumlah penduduk miskin sebagai berikut 
: Bali dan Nusa Tenggara jumlah 15, 16 Yo, jawa 12, 19 Yon, 
sumatera 12,56 Yo, Kalimantan 6, 92Yo, Papua dan Maluku 
25, 95 sulawesi, 12,2". Sedangkan data jumlah penduduk 
miskin tahun 2014 sebesar 28, 60 juta jiwa “ 

Pada bulan April 2020 penduduk dan miskin danjumlah 
pengangguran di Indonesia sudah dipastikan meningkat, 
disebabkan adanya himbauan dari Presiden, para menteri 
tokoh agama (MUI), Ormas Islam (NU-Muhammadiah) 
Pemerintah daerah (gubernur/bupati untuk Lockdown 
(tidak boleh keluar rumah) disebabkan adanya wabah 
Corona-covid 19. 


13 Data BPS tahun 2014 
14 Data BPS Maret 2014 
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Himbauan lockdown menyebabkan Meningkatnya 
jumlah pengangguran hampir seluruh daerah di Indonesia. 
Misalnya semua hotel dan restoran untuk sementara 
ditutup, jumlah hotel dan restoran 600.000,- dan rata- 
memiliki karyawan sebanyak 30 orang, berarti sekitar 
18.000.000 karyawan yang kehilangan pekerjaan. Tentunya 
akan berdampak pada pemilik hotel dan restoran tersebut, 
terkait dengan keberlangsungan biaya operasional hotel 
dan hubungan dengan pihak perbankan, seperti petugas 
kebersihan tetap dibayar, lampu dan telpon harus dibayar, 
termasuk juga setoran di bank harus dilunasi setiap bulan. 
Ini sebagai contoh permasalahan ekonomi dan sosial yang 
tentunya bisa dibantu penyelesaiannya dari dana zakat. 


Sebagai contoh jumlah pengangguran terbuka 
diseluruh Indonesia sepeti: semua TKI dari Luar negeri 
yang berdampak wabah corona dipulangkan, semua 
narapidana dipulangkan, para UMKM dan pedagang kecil 
tidak bisa melaksanakan usahanya seperti biasa, pemilik 
perusahaan jasa dan transportasi, pemilik rumah makan 
dan warung makan serta pemilik minuman tidak bisa 
melaksanakan usahanya secara normal. Ini juga harus 
dibantu penyelesaian masalahnya dari dana zakat. 


Bila memperhatikan potensi penerimaan zakat di 
Indonessia berdasarkan research Baznas dengan IPB pada 
tahun 2010, potensi penerimaan mencapai 217 Triliun, 
sedangkan potensi penerimaan untuk tahun 2016 mencapai 
274 triliun . Dana tersebut bersumber dari penerimaan 
fitrah, zakat Maal, zakat profesi dari para guru/ dosen dan 
pejabat 


15 http.khazanah , Republika. co.id 
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Bila dana zakat tersebut dikelola dengan baik serta 
umat Islam menyadari kewajibanya, maka dana zakat 
sangat dahsat dan bisa mengatasi semua persoalan ekonomi 
yang dihadapi bangsa Indonesia. 


Pada Pasal 4 ayat (2) zakat maal meliputi : a. Emas, 
Perak, Logal mulia. b. uang dan surat berharga lainnya, c. 
Perniagaan d. Pertanian perkebunan dam kehutanan e. 
peternakan dan perikanan f. pertambangan g. perindustrian 
h. pendapatan danjasa i. Rikaz'” Berdasarkan Pasal 4 ayat 
(2) undang-undang zakat masih banyak yang belum diatur 
seperti zakat hasil Nelayan, zakat profesi (Guru, Dosen, 
Advokat, Dokter, consultan, sutradara, pemain-pemain 
sinetron, artis dan lainnya) 


Pasal 25 menyebutkan Zakat wajib didistribusikan 
kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian 
Pasal 26 menyebutkan Pendistribusian zakat, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25. Selanjutnya mengenai sanksi 
administratif dalam pasal 36 hanya diperuntukkan 
kepada LAZ, bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 
yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala, begitu 
pula pada Pasal 23 Baznas wajib memberikan bukti setoran 
kepada para muzakki. 

Kedua pasal tersebut diperuntukkan kepada LAZ 
namun belum ada satu pasalpun yang memberikan sanksi 
administratif kepada muzakki yang tidak menyalurkan 
atau menyerahkan zakatnya kepada LAZ maupun BAZ 
yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Begitu pula 
dalam undang-undang ini belum dicantumkan tentang 


16 UU RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
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kriteria penerima dan langkah-langkah untuk mendapatkan 
haknya secara administratif. 


Untuk mendapatkan hak dana zakat oleh mustahik 
dari muzakki, dipandang perlu ada penekanan bahkan 
Sanks bagi yang tidak mengeluarkan zakat, dimana 
sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud 
menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap 
dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum 
memiliki karakter sebagai tindakan paksa. Pada mulanya 
ada satu jenis sanksi yakni pidana kemudian dilakukan 
pembagian selain sanksi pidana muncul sanksi perdata 
yang khsusus, suatu eksekusi perdata berupa pencabutan 
hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan 
maksud memberikan ganti rugi yakni kompensasi atas 
kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan 
hukum". 


Perintah berzakat telah diwajibkan bagi umat Islam 
ketika Nabi Muhammad saw masih di Mekah. Banyak ayat 
yang turun di Mekah berkenaan dengan perintah zakat, 
hanya saja zakat pada priode Mekah berbeda dengan 
priode Madinah. 


Ciri khas zakat pada priode Mekah adalah tidak 
ditentukan jenis harta yang harus dizakati, dan yang 
menerimanyapun hanya dua golongan saja yakni kaum fakir 
dan miskin. Keadaan berzakat semacam ini berlangsung 
hingga tahun kedua hijriah atau tahun 623 Masehi. 
Sedangkan zakat di Madinah sudah mengambil bentuk 
baru akibat umat Islam punya daerah, masyarakat, dan 
pemerintahan sendiri. Hal itu mengakibatkan penerapan 


17 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media Bandung, 
2009, hlm. 72 
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zakat maal memerlukan kekuasaan disamping perasaan 
iman. Di priode Madinah syara” telah merinci jenis 
harta yang menjadi obyek zakat, telah ditetapkan syarat- 
syaratnya, sasaran pengeluaran dan pengelolaanya. 


Berdasarkan ciri zakat pada priode Mekah maupun 
Madinah tersebut bila dibandingkan dengan kondisi 
sekarang sangat berbeda misalnya ketentuan zakat 
pertanian yang kalau diperhatikan jumlah dan luas lahan 
pertanian semakin berkurang karena sudah berubah 
menjadi perumahan, perkantoran, perdagangan dan 
industri. Begitupula zakat peternakan, ada perbedaan 
peternak dulu dengan yang sekarang dilihat dari jeins 
binatang ternaknya, sekarang jenis ternak yang sudah mulai 
berubah seperti peternak burung walet, peternak ikan, 
ayam potong, burung puyuh, dan jenis ternak lainya yang 
pada priode Mekah dan Madinah belum dikembangkan. 
Perkembangan zakat profesi pada zaman dulu sekarang 
maupun akan datang, penulis akan menguraikan secara 
runut mulai dari perkembangan zakat pada zaman Rasul, 
Sahabat, tabi'iin, dan masa hukum positif di Indonesia. 


Peradaban — Islam pada masa Rasulullah SAW 
merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun 
melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial 
yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama 
delapan masa pertempuran Nabi Muhammad berusaha 
untuk meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka 
menundukkan kota Mekkah dan data dikirim keseluruh 
penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri 
untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat 
dan pajak kepada Nabi sebagai simbul keanggotaan 
dalam komunitas Muslim dan simbul penerimaan mereka 
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terhadap diri seorang Nabi". Dalam Pengelolaan zakat, 
Nabi memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya, 
hal ini dapat dilihat dari adanya konsep pembagian tugas 
amil yang dibagi menjadi beberapa bagian (1) Katabah, 
yaitu petugas mencatat para wajib zakat, (2) Hasabah, 
petugas menaksir dan menghitung zakat, (3) Jubah, petugas 
untuk mencari, mengambil zakat dari para muzakki. (4) 
Khazanah, petugas untuk menghimpun dan memelihara 
harta, (5) Oasamah, petugas untuk menyalurkan zakat 
kepada mustahik"” 


Zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat 
priode, priode Abu Bakr, “Umar, “Uthman dan Ali bin 
Abi Talib. Pertama Pada masa Abu Bakar al Sidig sahabat 
pertama yang melanjutkan tugas pemerintahan khususnya 
dalam mengembangkan ajaran Islam. Beberapa orang pada 
zaman Abu Bakar cendrung tidak mau membayar zakat, 
dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan personal 
Nabi saw, menurut pemahaman mereka setelah Nabi 
wafat zakat tidak lagi wajib. Namun demikian kesalahan 
pemahaman — itu terbatas pada suku Arab Badui yang 
masih tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak 
memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas masyarakat 
yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak 
bisa dipisahkan dari sholat. Namun sejauh berkaitan 
dengan pembayaran zakat ada suku-suku dikalangan Badui 
yang menganggap zakat bagi mereka sebagai hukuman 
atau beban. Kedua pada zaman Umar bin al Khattab 


18 Ira M Lavidun yang dikutipoleh Muhammad Hadi, Problematika Zakat 
Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010, 
hlm. 70 

19 Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Ekonomi Islam, Jakarta Kencana 
2006,hlm. 214 
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menetapkan suatu hukum dengan pertimbangan dan 
realitas sosial diantara ketetapannya adalah menghapus 
zakat bagi mu 'allaf, enggan memungut bagi zakat tanaman 
karena merupakan ibadah pasti, mengenakan zakat kuda 
yang tidak pernah didlakukan pada masa Nabi. Ketiga , 
zakat pada masa Uthman bin Affan dibagi menjadi dua 
(1) zakat al-amwal al-zahirah (harta benda yang tampak) 
seperti binatang ternak dan hasil bumi, (2) zakat al-Amwaal 
al batiniah (harta benda yang tak tampak atau tersembunyi 
seperti uang dan barang perniagaan”. Harta benda yang 
nampak diurus langsung oleh pemerintah, sedangkan harta 
yang tidak nampak diserahkan kepada yang berkewajiban 
zakat untuk menunaikannya sendiri. Keempat, zakat pada 
masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, zakat merupakan urat 
nadi kehidupan pemerintah dan agama, ketika Ali bertemu 
dengan orang Nasrani fakir miskin, ia menyatakan agar 
biaya hidup mereka ditanggung oleh bayt al-maal dan ikut 
secara langsung mendistribusikan kepada orang-orang 
yang berhak menerimanya” 


Sejarah dan perkembangan hukum Zakat di Indonesia 
telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
pengembangan penguatan sumber dana dan pembiayaan 
khususnya untuk membantu pengentasan kemiskinan 
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melihat 
perkembangan zakat sebagai salah satu instrumen telah 
menjadi sumber dana perjuangan terutama jatah sabil Allah. 
Ketika satu persatu tanah air dikuasai Belanda, pemerintah 


20 Muhammad Hadi, Problema Zakat Profesi dan Solusinya, Pustaka Pelajar, 
Jogjakarta, 2010, hlm. 74 

21 Abdurrahman Gadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, PT Raja 
Grapindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.94 
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kolonial mengeluarkan Bijblad No 1892 tanggal 14 Agustus 
1893 yang berisi kebijaksanaan kolonial mengenai zakat” 


1. Bijblad Nomor 2 Tahun 1893 4 Agustus 1893 
2. Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1951 


3. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia 
Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1968 


4. RUU Zakat Tahun 1967 (tidak sampai diundangkan) 


Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 1968 jo 
Instruksi Menteri Agama RI No. 16 tahun 1968 


6. Instruksi Menteri Agama RI No 16 Tahun 1989 tanggal 
12 Desember 1968 


Dengan berlakunya UU RI No 38 Tahun 1999, 
kedudukan perundang-undangan sebelumnya masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum 
diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang- 
undang ini (Pasal 24)” 


Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas 
kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka 
para penerima zakat (mustahig) menjadi pemberi zakat 
(muzakki), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat 
menjadi lebih bermakna. 


Pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan 
dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian 
akad secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun 
tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya 
dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan 


22 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf, JakartaUI 
Press, 1988, hlm. 32-33 

23 Suparman Usman, Hukum Islam Azas-Azas dan Pengantar Studi Hukum 
Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta , 2001, hlm. 164 
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didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal 
kepada para mustahik, dan selanjutnya dengan investasi 
tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat 
laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang 
memadai. 


Ibadah zakat meskipun sebagai kewajiban agama 
berdasarkan nash-nash normatif akan tetapi dapat juga 
dipahami secara logika dan filosofis, untuk memahami 
hakikat zakat dan esensi zakat secara rasional dan logis 
tidaklah mudah karena zakat dapat mengandung nila-nila 
spiritual dan sosial, menunaikan zakat merupakan realisasi 
dari rasa keadilan sosial. persoalan yang muncul adalah 
bagaimana cara meletakkan realitas kewajiban zakat itu 
dalam konteks filosofis, padahal realitas sosial itu bersifat 
kompleks. 


Landasan filosofis pada ranah aksiologis digunakan 
untuk memahami mengapa zakat itu diwajibkan, apa 
fungsi dan perannya, sehingga diyakini bahwa zakat sangat 
logis dan sesuai dengan pertimbangan akal. Jika dalam 
algur'an ditetapkan fungsi Amilin sebagai petugas khusus 
dalam pengelolaan zakat, disamping menetapkan sanksi- 
sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan 
membayar zakat 


Pendekatan histories dilakukan dalam kerangka 
pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu kewaktu. 
Pendekatan ini sangat membantu memahami filosofi dari 
aturan hukum ketika hukum itu di implementasikan pada 
masanya. Peristiwa masa lampau yang dijadikan sebagai 
alat untuk menganalisis terhadap sintesis (perpaduan) 
sejarah, dimana suatu peristiwa sosial itu terjadi. 


14 Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


UU No 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat 
yang kini sudah berusia 16 tahun, setelah itu baru 
dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 
sekalipun sudah dua kali diundangkannya dalam 
kenyataan belum semua masyarakat memahami tentang 
undang-undang yang berkaitan dengan zakat terutama 
para pengurus zakat mulai dari provinsi sampai tingkat 
dusun, maka penting dipahami oleh semua pihak bukan 
saja mensosialisasikan aturan tersebut tetapi bagaimana 
pengumpulan dan pendistribusianya. Adapun tugas 
pengelola zakat sebagaimana tertuang pada Bab I Pasal 
1 bahwa, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 


Memperhatikan penduduk Indonesia berjumlah lebih 
kurang 258.704.986 juta jiwa “, sedangkan yang beragama 
Islam berjumlah 207.176.162 atau diatas 90 persen Yo 
kecuali, Bali, NT'T, Sulawisi utara, Papua dan Papua barat 
yang kurang dari 50 persen penduduk Muslim. tentunya 
sumbangan terbesar baik dana zakat maupun pajak berasal 
dari umat Islam, masih banyak zakat profesi maupun zakat 
usaha produktif yang belum dikeluarkan oleh umat Islam 
antara lain: gaji Guru dan Dosen, Dokter, Pengacara, DPR, 
Notoaris, Konsultan dari semua tingkatan, PNS eseleon I 
dan II serta para pejabat ekskutif, Sedangkan zakat usaha 
produktif antara lain para pedagang, pengusaha, proferty, 
dan jasa. 


Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang 
mampu membayarnya dengan persyaratan tertentu dan 


24 Data Jumlah Penduduk yang diambil dari BPS tahun 2016 
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diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan dengan 
persyaratan tertentu pula, sedangkan pajak adalah kewaiban 
yang ditetapkan bagi warga Negara yang harus disetorkan 
kepada Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
Dengan perkataan lain sumber hukum zakat adalah firman 
Allah, hadits-hadits Rasulullah, pendapat para ulama baik 
ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. sedangkan 
pajak sumber hukumnya adalah undang-undang yang 
ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah sebagai ulil 
amri. 


Kondisi umat Muslim Indonesia dalam kewajiban 
membayar zakat dan pajak mempunyai dua kewajiban 
yaitu membayar zakat dan pajak sekaligus. Tetapi zakat 
hanya dikenakan kepada orang-orang yang memiliki harta 
dengan persyaratan tertentu, dan bagi yang tidak mampu 
maka akan menjadi orang yang berhak menerimanya. 
Masdar Farid Mas'udi mengatakan pemisahan lembaga 
zakat dan pajak adalah sesat dan menyesatkan. Karena 
konsep zakat adalah merupakan konsep pajak, zakat sebagai 
ruhnya dan pajak sebagai badanya. Oleh karena itu orang 
yang membayar pajak harus diniati membayar zakat, dan 
konsep pajak sebagai zakat menurut Masdar Farid Mas udi 
maka konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan 
tercapai. 

Selanjutnya mengenai zakat fitrah perhitungan dari 
2,5 Kg menjadi 3,5 Kg dengan perhitungan atau ukuran 
satu sha seperti beras atau gandum tau makanan yang lain, 
menggunak perhitungan berdasar Os Al-Bagarah 245 dan 
261 


Berdasarkan kedua ayat tersebut Allah Swt akan 
melipatgandakan pahala orang-orang yang berinfag, 
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bersodakah, dan berzakat. Zakat fitrah hanya dikeluarkan 
pada bulan Ramadlan, maka pada bulan Ramadlan 
memperbanyak berzakat terutama zakat fitrah, karena 
salah satu esensi dari puasa Ramadlan adalah bagaimana 
bisa berbagi dengan orang lain dan meningkatkan zakat 
fitrah dari 2,5 kg beras menjadi 3,5 Kg beras ditambah lagi 
dengan infak dan kebutuhan pokok lainnya. 


Pada praktik distribusi zakat dapat bersifat konsumtif 
dan produktif. Zakat konsumtif dapat berupa bahan 
makanan pokok, sedangkan zakat usaha produktif 
dapat berupa modal usaha. Zakat produktif inilah yang 
diharapkan mendorong keluarga miskin untuk berusaha 
mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan. 


Konsepsi yang terbaik dalam masyarakat adalah 
manfaat, dalam keadilan sebagai fairness konsep hak adalah 
lebih tinggi (didahulukan) daripadakonseptentangmanfaat, 
kebalikan dengan teori teologis, sesuatu adalah baik 
(bermanfaat) hanya ketika ia sesuai dengan cara hidup yang 
sejalan dengan prinsip hak yang telah ada. Namun untuk 
mengukuhkan prinsip-prinsip ini perlu menyandarkan pada 
sejumlah pandangan tentang kemanfaatan.” berdasarkan 
teori tersebut maka pemanfaatan dari zakat bagi umat 
manusia bisa ditingkatkan lebih efektif dan produktif 
sehingga tujuan dan sasaran dana zakat tercapai 

Dalam sejarah peradaban Islam dijelaskan, bahwa 
keberhasilan pemerintah Islam dalam mengelola zakat 
sewaktu dipimpin oleh Umar bin Abdul Azis keturunan 
bani Umayyah. Kepedulian terhadap zakat beliau meminta 
dengan tegas agar pengumpulan zakat dari muslim yang 


25 John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, cet 2. Jakarta, 2011, hlm. 514 
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tidak hanya dipandang sebagai aturan ilahi. melainkan hal 
tersebut harus dijadikan sebagai hak setiap muslim yang 
miskin, agar tetap dijalan yang benar, beliau menyimpan 
transkrip surat yang dikirim oleh Rasulullah dan Umar bin 
Khattab kepada para gubernur dan para pengumpul zakat. 
Dalam pengumpulan zakat selain yang telah dianjurkan 
oleh Allah, memungut zakat penghasilan.“. Yusuf 
Oardawi, menganggap pada zaman ini telah dikenal zakat 
potensi atau zakat penghasilan walaupun bentuk-bentuk 
pendapatnya masih sangat sederhana bila dibandingkan 
dengan kondisi seperti sekarang.” 


Sumbangan terbesar yang diberikan Umar bin Abdul 
Azis kepada umat Islam dalam pengelolaan zakat adalah 
beliau lebih berhasil membuat masyarakat menjadi kaya 
dalam kurun waktu tiga puluh bulan, yakni selama masa 
pemerintahannya, sehingga banyak sekali harta zakat yang 
tertimbun, akan tetapi tidak lagi ditemukan orang-orang 
yang berhak menerima zakat karena masyarakatnya telah 
memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam membayar 
zakat dibawah kebijakan dan aturan yang dilakukan oleh 
khalifah”. 


Peranan negara pada umunya, pemerintah pada 
khususnya sangat menetukan dalam pelaksanaan nilai- 
nilai atau sistim pengelolaan zakat dimana peranan itu 
diperlukanndalamaspekhukum,perencanaan, pengawasan, 
alokasi, atau sumber daya dan dana, pemerataaan 
kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi 


26 Muhammad dan Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen 
Pemberdayaan Ekonomi Umat, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm. 36 

27 Yusuf Gardawi, Peranan Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam,Rabbani 
Press, Jakarta, 2001, hlm. 472 

28 Ibid hlm: 37 
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yang Pemanfaatan zakat harta sangatlah tergantung 
kepada pengelolaannya, apabila pengelolaannya baik, 
manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat”. 
Daud mengemukakan beberapa hasil penelitian lapangan 
beberapa daerah tentang pengelolaan zakat harta yang 
pada kesimpulannya: (a) untuk meringankan penderitaan 
masarakat, jika demikian zakat itu diberikan kepada fakir 
miskin atau golongan lain yang mengalami penderitaan, (2) 
untuk membangun usaha-usaha yang produktif dan lain- 
lain kebutuhan umum yang diperlukan dalam masyarakat 
Islam. 


Pada prinsipnya peran lembaga pengelola zakat 
sangat diperlukan dalam mengatur pelaksanaan zakat 
hingga sampai kepada tujuan yang telah disyari'atkan oleh 
Allah yakni sasaran utamanya adalah delapan golongan 
(mustahik) sebagaimana dijelaskan dalam firman-al-gur an 
yang artinya “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 
orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'allaf 
yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, 
orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang yang 
sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan oleh Allah dan Allah maha mengetahui lagi 
maha bijaksana” 

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 
dampak sosial yang negatif, maka agama Islam memandang 
penting peran lembaga 

pengelola zakat yang berusaha menegakkan keadilan 
sosial demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur 


29 Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta UII Press, 1998, 
hlm. 64 
30 Os. At-Taubah, 9 : 60 
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dan sejahtera. Hal ini tercermin pula dari perhatian Islam 
yang besar terhadap kaum yang lemah dengan menjamin 
dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginkan 
suatu sistim kehidupan yang didalamnya penuh dengan 
hubungan kekeluargaan serta menghindarkan umatnya 
dari berbagai kecemburuan sosial. 


Agama Islam tidak mengenal, bahkan anti terhadap 
pertentangan akibat perbedaan tingkatan. Sesungguhnya 
hal itu terjadi sebagai akibat kecemburuan sosial dan 
kebencian diantara orangkaya dan orangmiskin. hubungan 
sosial antara orang kaya dan miskin masyarakat akan 
terlindung dari penyakit kemiskinan dan terpelihara dari 
penganiayaan orang-orang kaya. Penganiayaan disini bukan 
berarti penganiayaan fisik tapi penganiayaan ekonomi, 
Sehingga setiap orang muslim yang kaya diberi tanggung 
jawab oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan orang- 
orang miskin tersebut. Beberapa bentuk kemiskinan yang 
dapat diatasi dari dana zakat antara lain : miskin ruhani, 
miskin ilmu, miskin idea, miskin cita-cita. Pengentasan 
kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif tugas 
bersama semua lapisan masyarakat. 

Berdasarkan latarbelakangtersebutterdapatkekaburan 
norma dalam Undang-undangzakat seperti peran Amil yang 
belum maksimal, sanksi bagi yang tidak mengeluarkan 
zakat. Kemudian pada Bab VIII pasal 38 mengatakan 
setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku 
amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau 
pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, 
namun dalam praktiknya banyak masyarakat yang belum 
mengetahui peran amil sebagaimana yang tertuang dalam 
undang-undang zakat 
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UUD 1945 sampai saat ini sudah dilakukan amandemen 
sebanyak empat kali, UU tentang pengelolaan zakat 
diundangkan baru dua kali semuanya bertujuan untuk 
menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Berdasarkan 
pengalaman tersebut sudah sepantasnya UU zakat yang 
kini berusia 6 tahun dilakukan rekonstruksi. 


Begitupula pada zaman sahabat ketika dipimpin 
oleh Abu Bakar Shiddig sebagai khalifah pertama, mulai 
melakukan rekonstruksi terhadap penerapan zakat yakni 
menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat 
dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad, 
Selanjutnya pada masa Umar bin al-khattab, ia menetapkan 
suatu hukum berdasarkan realitas diantaranya menghapus 
zakat bagi Muallaf, mengenakan zakat Kuda yang tidak 
pernah dilakukan pada zaman Nabi, Sedangkan Zakat 
pada masa Uthman bin Affan dibagi menjadi dua yakni 
zakat harta benda yang tampak (al-amwaal al-zahirah) 
seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan zakat yang 
tidak nampak atau tersembunyi (al-amwaal al-batiniyah) 
seperti uang dan barang perniagaan. Sedangkan pada 
zaman Sahabat Ali pernah memberikan zakat kepada fakir 
dan pengemis buta non Muslim (Nasrani. "' 

Pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang 
berlangsung selama 90 tahun tampil pemerintahan Umar 
bin Abdul Aziz memulai reformasi dan perbaikan masalah 
zakat harta sehingga dana zakat melimpah dari bayt al mal 
sehingga petugas amil kesulitan mencari golongan fakir 
miskin dalam pendistribusiannya. Perintah memungut 
zakat ditujukan oleh Allah Swt. Kepada setiap ulil amri. 


31 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Pustaka Pelajar, 
Jogjakarta, 2010, hlm.76 
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Dengan dasar itupara fugaha menyimpulkan bahwa 
kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan 
kekuatan hanya dapat dilaukan oleh Pemerintah. 


Dalam melakukan rekonstruksi terhadap beberapa 


pasal pada peraturan Hukum zakat penulis mencantumkan 
beberapa landasan normatif sebagaimanayang disebutkan 
dalam Undang-Undang diantaranya: 


1. 


Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai 
negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan 
pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara 
terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem 
hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan 
kewajiban segenap rakyat indonesia berdasarkan UUD 
1945, 


Untukmemenuhi kebutuhanmasyarakat atasperaturan 
perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan 
mengenai pembentukan peraturan perundang- 
undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode 
yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua 
lembaga yang berwenang membentuk peraturan 
perundang-undangan, 


Bahwa dalam Undang-Undang Nomor10 Tahun 
2004 tentang pembentukan peraturan perundang- 
undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat 
menampung perkembangan kebutuhan masyarakat 
mengenai aturan pembentukan peraturan perundang- 
undangan yang baik sehingga perlu diganti. 


Selanjutnya Pernyataan al-Our'an bahwa kekayaan 


tidak boleh beredar hanya di kalangan golongan kaya dalam 
masyarakat, tetapi harus beredar dalam seluruh masyarakat 
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untuk kepentingan keadilan sosial dan ekonomis (Os. Al 
Hasyr 7). Ayat tersebut merupakan petunjuk umum yang 
salah satunya pengejawantahan hukumnya adalah institusi 
zakat yang diundangkan oleh Nabi sendiri. Salah satu tujuan 
zakat adalah menciptakan keseimbangan dan pemerataan 
harta agar tidak beredar dikalangan sekelompok orang saja, 
pemerataan, keadilan, dan dapat membantu meningkatkan 
kesejahteraan umat, menambah jumlah muzakki dan 
membantu mengurangi kemiskinan. 


Dalam tulisan ini fokus pada Bagaimana Anatomi 
Pengaturan Zakat dalam Sistem Hukum Nasionalbertujuan 
mengidentipikasi dan menganalisis hal-hal yang berkaitan 
dengan peraturan zakat dalam rangka mempercepat 
kesejahteraan masyarakat di Indonesia, penerapan Undang- 
Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
sehingga dapat Memberikan kontribusi bagi pengaturan 
potensi zakat untuk pembangunan kemanusiaan menuju 
peningkatan kesejahteraan, Memberikan kontribusi bagi 
penguatan teoritik dalam penggalian pengembangan dan 
pengelolan zakat, Memberikan kontribusi bagi lembaga 
zakat dalam menentukan kebijakan dan mengambil 
keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. 


Telaah pustaka 


Agar tidak terjadi plagiasi, maka penulis akan 
menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang 
memiliki kemiripan dengan penelitian yang saya lakukan 
antara lain 


Penelitian yang dilakukan oleh M. Irwan yang berjudul 
Pemahaman dan Kesadaran Muzakki dalam pelaksanaan 
Zakat Infak dan Shadagah (ZIS) untuk mencapai 
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kesejahteraan Umat Islam di Kota Bima Propinsi Nusa 
Tenggara Barat)”. Mengungkapkan beberapa bentuk 
kesadaran antara lain : kesadaran Normal, kesadaran 
meninggi, kesadaran waktu tidur, kesadaran waktu mimpi, 
kesadaran waktu disosiasi, trace, Hipnotis dan kesadaran 
yang terganggu. Dalam penelitian ini mengungkapkan, 
pemahaman kesadaran dan pelaksanaan ZIS sebagai 
Knowledge, Attitude and Praktik (KAP), menunjukkan bahwa 
pendekatan KAP mengarah pada prilaku manusia untuk 
melakukan suatu aktivitas dan kegiatan baik dalam ranah 
konvensionalmaupunlslam.Studiinitelahmengembangkan 
dan memidivikasi teori KAP dengan menambahkan niat 
(intention) sebagai dasar untuk melakukan kegiatan baik 
untuk memahami, merespon dari hasil pemahaman (sadar) 
maupun melakukan implementasi dari hasil pemahaman 
dan kesadaran yang pada akhirnya akan tergolong 
sebagai umat yang sholeh. Dengan demikian pendekatan 
KAP dikembangkan menjadi Ittention (Niat), Knowledge 
(pemahaman) , Attiutude (kesadaran), Practice (pelaksanaan) 
ZIS disingkat IKAP yang merupakan ciri dari prilakau 
Islami untuk mencapai kesejahteraan umat Islam yang 
merupakan wujud dari kesalehan (Piety) Umat Islam 


Zainal Abidin, Disertasi yang berjudul ketaatan 
Muzakki, pengelolaan Zakat, Infak dan Shadagah serta 
kesejahteraan Mustahik (studi di Kota Mataram Propinsi 
Nusa Tenggara Barat). Ketaatan ibadah menunjukkan 
bahwa muzakki yang telah mengeluarkan ZIS kepada 
yang berhak sesuai dengan ketentuan dalam al-gur'an 
dengan mengharap ridha Allah semata berarti dia telah 


32 M.Irwan Pemahaman dan Kesadaran Muzakki dalam Pelaksanaan Zakat Infak 
dan Shadagah (ZIS), Disertasi pada Universitas Airlangga Surabaya, 2011 
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melaksanakan perintah Allah ( Os Al-bagarah, 2: 110) 
Kesejahteraan mustahik yang dikelola secara proporsional 
dapat memberdayakan ekonomi seperti halnya mustahik 
yang menerima ZIS dalam bentuk bahan bangunan untuk 
memperbaiki rumah tempat tinggal agar lebih layak untuk 
ditempati “. 

N. Oneng Nurul Bariyah, meneliti tentang 
kontekstualisasi total guality Management dalam lembaga 
pengelolaan zakat untuk pemberdayaan Ekonomi 
masayarakat (prinsip dan Praktik) “ 


Buku Hukum Zakat karya Dr Yusuf Gardawi setebal 
1184 halaman membahas secara rinci masalah zakat terdiri 
dari dua jilid dan sembilan bagian, jilid pertama sebanyak 
tiga bagian, masing-masing bagian ada bab-bab tersendir 
seperti bagia pertama membahas zakat dan kedudukannya 
dalam Islam, bagian kedua siapakah yang wajib berzakat, 
bagian ketiga kekayaan yang wajib zakat dan besar 
zakatnya, dan pada bagian ketiga ini terdiri dari beberapa 
bab antara lain Bab I kekayaan yang wajib zakat, bab II. 
Zakat binatang ternak, bab III. Zakat emas dan perak, 
bab IV Zakat kekayaan dagang, bab V. zakat pertanian, 
bab VI. Zakat madu dan produksi hewani, bab VII. Zakat 
barang tambang dan hasil laut, bab VIII. Zakat invesatasi, 
pabrik,gedung dan lainnya, bab IX zakat pencarian dan 
profesi. 


Pada jilid kedua bagian keempat meliputi sasaran 
zakat, terdiri dari bab I fakir miskin, bab II. Amil zakat 


33 Zainal Abidin, Ketaatan Muzakki, Pengelola Zakat, Infak dan Shadagah serta 
Kesejahteraan Mustahik desertasi Unair 2011 

34 N. Oneng Nurul Bariyah, Desertasi pada Konsentrasi Pengkajian Islam 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. 
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dan sarana aadministrasi serta keuangan zakat, bab III. 
Golongan Muallaf, bab IV Memerdekakan budak berlian, 
bab V orang yang berutang, bab VI dijalan Allah, bab VII. 
Beberapa pembahasan disekitar mustahik zakat, bab VIII. 
Ibnu Sabil, bab IX. Golongan yang tidak berhak menerima 
zakat 


Pada bagian kelima terdiri dari enam bab meliputi: bab 
I. hubungan pemerintah dengan zakat, bab II. Kedudukan 
niat dalam zakat, bab III. Penyerahan harga zakat, bab IV. 
Memindahkan zakat kepada bukan penghasil zakat, bab V. 
mempercepat pengeluaran zakat dan mengakhirkannya, 
bab VI. Berbagai pembahasan disekitar pembayaran zakat. 
Pada bagian keenam tentang tujuan zakat dan dampaknya 
dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sebanyak dua 
bab meliputi: bab I. tujuan zakat dan dampaknya terhadap 
kehidupan pribadi, bab II. Tujuan zakat dan dampaknya 
terhadap kehidupan masyarakat. 


Pada bagian ketujuh tentang zakat fitrah terdiri dari 
lima bab meliputi: bab I. makna zakat fitrah hukum dan 
hikmahnya, bab II. Kepada siapa dari siapa zakat fitrah itu 
diwajibkan, bab III. Ukuran wajib dan dengan apa zakat 
fitrah itu, bab IV Waktu wajib dan waktu mengeuarkannya, 
bab V. kepada siapa zakat fitrah itu diberikan. Pada bagian 
kedelapan terdiri dari tiga bab meliputi, bab I. Pendapat 
yang menyangkal adanya kewajiban diluar zakat, bab II. 
Pendapat yang mengatakan adanya kewajiban diluar zakat, 
bab III. Rangkuman dan penegasan. Sedangkan bagian 
kesembilan terdiri dari delapan bab meliputi: bab I. hakikat 
pajak dan zakat, bab II. Azas teori wajib pajak dan zakat, 
bab III. Objek pajak dan zakat, bab IV. Prinsip keadilan 
antara pajak dan zakat, bab V. tariff tetap dan bertingkat 
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pada pajak dan zakat, bab VI. Jaminan pajak dan zakat, bab 
VII. Apakah pajak diwajibkan disamping zakat, bab VIII. 
Apakah cukup membayar pajak saja, tanpa membayar 
zakat. 


Buku karya Abdurrahman Oadir yang berjudul Zakat 
dalam dimensi Ibadah Mahdah dan Sosial terdiri dari lima 
Bab yang membahas, Konsep harta dan pemikiran dalam 
Islam, Konsep kewajiban bekerja dalam Islam, kkewajiban 
pelaksanaan Zakat, Urgensi dan Tujuan Zakat, hikmah dan 
azas pelaksanaan Zakat, Bab ketiga Konsep Keadilan Islam 
(Akidah, Ibadah, Hukum, Sosial dan Ekonomi). Bab keempat 
tentang zakat keadilan dan aktualisasinya, hubungan 
fungsional zakat dengan keadilan, reformasi konsep 
operasional zakat dan aktualisasinya dalam masyarakat, 
peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. 


Keenam penelitian atau karya diatas berbeda dengan 
penelitian yang saya lakukan Rekonstruksi hukum Zakat 
dalam Sistem Hukum nasional, penelitian ini lebih terfokus 
pada rekonstruksi hukum zakat, peraturan zakat menurut 
hukum Islam dan Hukum Positif, Manajemen pelaksanaan 
zakat dan rekonstruksi hukum zakat. pelaksanaan zakat, 
sumber-sumber dana zakat yang fotensial serta distribusi 
kesejahteraan secara merata, pentingkah sanksi bagi 
muzakki, zakat nelayan, dan profesi 


A. Landasan Hukum Zakat. 


Dalam melaksanakan pengelolaan yang meliputi 
pengumpulan, pendistrbusian, pencatatan dan pelaoran 
tentang zakat, penulis mencantumkan bebeapa landasan 
hukum zakat di Indonesia. landasan hukum zakat tersebut 
antara lain: landasan filosofis, normatif dan sosiologis. 
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1. Landasan filosofis 


Salah satu tugas yang sampai saat ini belum dituntaskan 
adalah membentuk sistem hukum nasional Indonesia yang 
mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai 
sosial yang hidup di Indonesia. Upaya yang dilakukan antara 
lain: (1) pembaharuan peraturan Perundang-undangan, 
(2) pemberdayaan Institusi/ lembaga hukum yang ada, (3) 
peningkatan integritas moral penegak hukum dan aparat 
hukum lainnya, (4) Peningkatan sarana dan prasarana 
hukum yang memadai” 


Pembaruan peraturan perundang-undangan 
terus menerus dilakukan baik dengan mengganti 
peraturanperundang-undangan kolonial yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan bangssa Indonesia. 


Islam sebagaiagamayangmemilikipenganut terbesardi 
Indonesia telah menyediakan solusi terhadap problematika 
kehidupan yang dihadapi manusia, diantaranya kemiskinan. 
Salah satu solusi yang ditawarkan untuk pengentasan 
kemiskinan adalah melalui zakat. Zakat memiliki posisi 
yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari 
sisi doktrin Islam maupun pembangunan ekonomi umat 
termasuk dalam hal pemberantasan kemiskinan 

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam 
yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpulan 
zakat merupakansumberdana yangpotensial sebagaiupaya 
mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan 
pemberdayaan. 

Zakat dari segi etimologi berarti suci (ath- 
thaharah), tumbuh, dan berkembang (al-nama”), 


35 Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP 2005 — 2025, hlm. 4 
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keberkahan (al-barakah), dan baik (thayyib). Zakat dalam 
rumus figih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 
Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak 
menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan 
dari segi terminologi agama zakat adalah bagian tertentu 
dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah 
orang yang berhak menerimanya. 

Agama-agama langit memiliki seruan yang lebih 
tegas daripada buah pikiran manusia (filsafat) atau agama 
ciptaan manusia dalam upaya melindungi orang-orang 
miskin dan tertindas, seruan para Nabi dan Rasul tentang 
zakat, yang beorientasi untuk mengentaskan kemiskinan, 
memakmurkan kehidupan dan menghapus diskriminasi 
sosial-ekonomi, inilah salah satu tujuan utama dari ajaran 
tentang zakat yang diwajibkan oleh agama-agama langit 


Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran 
Islam bahkan zakat dijadikan Al-Our'an dan hadis sebagai 
lambang dari keseluruhan ajaran Islam merupakan rukun 
Islam yang ke tiga. Hal ini disebutkan dalam al-gur'an yang 
artinya: 

Apabila mereka (kaum musyrikin) bertaubat, mendirikan 
salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara- 
saudara seagama " 


Pelaksanaan salat melambangkan baiknya seseorang 
dengan 'Tuhan, sedangkan zakat sebagai lambang 
harmonisnya hubungan dengan sesama manusia. Orang 
yang beriman hanyalah mereka yang mengerjakan 
salat dan zakat. Orang-orang yang beriman hanya bisa 
memperoleh kekuasaan apabila mereka bersatu padu 


36 Os. At-taubah, 9 : 11 


Anatomi Hukum zakat di Indonesia . 29 


dan dengan sepenuh hati menjadikan Allah, Rasul-Nya, 
dan orang-orang beriman menjadi sahabat-sahabat dan 
pelindung mereka. Dalam Al-Our'an pernyataan beriman 
kepada kalimah thayyibah saja tidaklah ada gunanya kalau 
tidak disertai dengan shalat dan membayar zakat. Adapun 
landasan filosofisnya sebagai berikut: 


a. Padasila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kedua 
Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila Kelima, 
Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga 
sila dalam pancasila ini menyiratkan pengertian bahwa 
bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan 
dan berkeadilan. Melalui keadilan, bangsa Indonesia 
menempatkan pemerataan dan solidaritas sebagai 
prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak 
untuk berbagai demi kemaslahatan bersama.” 


b.  Istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi) 


Allah SWT adalah pemilik seluruh isi dunia 
ini. Secara otomatis Allah sebagai penguasa harta-harta 
manusia. Dengan demikian. Seseorang yang beruntung 
mendapatkan sejumlah harta pada hakikatnya hanya 
menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai 
dengan kehendak pemiliknya dalam hal ini Allat SWT. 


Manusia yang beriman kepada Allah dan menyadari 
bahwa pemilik yang sebenarnya dari seluruh harta benda 
yang disimpan dilangit dan dibumi adalah Allah, bahwa 
pengurusan hidup manusia sebenarnya hanyalah ada di 
tangan-Nya, bahwa perhitungan urusan yang sebesar 
debu pun ada pada catatnya. Dan bahwa balasan akhir 
atas perbuatan-perbuatan baik dan buruk dari manusia 


37 Draft Naskah Akademik, RUU Tentang Pengelolaan Zakat, Sekretariat 
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akan diberikan olehnya dengan perhitungan yang mutlak, 
maka akan mudahlah bagiannya untuk mempercayakan 
diri padanya. Dan bukan kepada pendapat dan fikiran 
diri sendiri, tentu ia akan mau membelanjakan harta 
bendanya menurut arahan yang diberikan oleh Allah dan 
menyerahkan soal untung rugi kepadanya semata-mata. 


Konsekuensi dan pemilikam mutlak terhadap harta 
benda bahwa manusia yang kepadanya dititipkan harta 
tersebutharus memenuhi ketetapan-ketetapan Tuhan dalan 
hal ini yang berkaitan dengan harta tersebut baik dalam 
pengembangan maupun dalam penggunaannya yakni, 
kewajiban untuk mengeluarkan zakat demi kepentingan 
masyarakat bahkan sedekah dan infak di samping zakat 
bila hal tersebut dibutuhkan. 


Tugaskekhalifahan manusia secaraumum adalah tugas 
mewujutkan kemakmuran dan kesjahteraan dalam hidup 
dan kehidupan (OS Al-An am:165) serta tugas pengabdian 
atau ibadah dalam arti luas (OS Adz-Dzariyat:56). Untuk 
menunaikan tugas tersebut, Allah memberikan manusia 
anugrah sistem kehidupan dan sarana kehidupan (OS 
Lugman:20). 

Harta sebagai sebuah sarana bagi manusia, dalam 
pandangan islam merupakan hak mutlak milik Allah SWT. 
Kepemilikan manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk 
melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan 
sesuai dengan ketentuannya (OS Al-Hadid:7 dan OS An- 
Nur:33). Harta yang dianggap sebagai perhiasan hidup yang 
memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan sebagai 
bekal ibadah dapat pula sebagai bekal keimanan. Adanya 
ujian merupakan satu bentuk penilaian terhadap kesadaran 
kepatuhan dan pengakuan bahwa apa yang dimilikinya 
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benar-benar merupakan karunia dan kepercayaan dari Allah 
bagi yang menerimanya. Untuk itu wajib zakat merupakan 
suatu yang alamiyah bagi kehidupan manusia, karena 
zakat yang dikeluarkan atau diberikan oleh seseorang dari 
harta yang diperoleh, pada hakikatnya dikembalikan pada 
pemilik utamanya yaitu Allah SWT. 


Allah SWT menjadikan harta benda sebagai alat dan 
sarana kehidupan untuk seluruh umat manusia sehingga 
menggunakannya harus diarahkan kepada kepentingan 
mereka bersama, dan karena itu Allah melarang untuk 
memberikan harta benda kepada orang-orang yang diduga 
keras akan menyia-nyiakannya (walaupun uang tersebut 
atas namanya). Selanjutnya dalam al-guran surat Annisa 
ayat 5 yang artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada 
orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kamu ada 
dalam kekuasaanmu. “ (An-Nisa:5) 


Atas dasarinilah Allah SWT menetapkanbagian-bagian 
tertentu dalan harta benda (antara lain dengan nama zakat) 
untuk diserahkan guna kepentingan masyarakat banyak 
atau anggota-anggota masyarakat yang membutuhkannya. 
Sejak semula tuhantelah menetapkan bahwaharta tersebut 
dijadikannya untuk kepentingan bersama, bahkan agaknya 
tidak terlebih jika dikatakan bahwa mulanya masyarakatlah 
yang berwenang menggunakan harta tersebut secara 
keseluruhan kemudian Allah menganugrahkan sebagian 
dari padanya kepadapribadi-pribadi yangmengusahakannya 
sesuai kebutuhan masing-masing. 

Allah memberikan kebebasan kepada manusia 
untuk menggunakan apa yang diperoleh dari karunia- 
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Nya. Namun ditegaskan bahwa karena dia bukanlah 
satu-satunya khalifah dan karenanya terdapat jutaan 
manusia lain yang mempunyai kedudukan yang sama 
sebagai khalifah, maka mereka pun mempunyai hak yang 
sama. Untuk itu dalam proses pendayagunaan karunia 
Allah, perlu dilakukan dengan cara yang efesien dan adil 
agar “saudara” yang lainnya mendapatkan kemakmuran 
sebagaimana yang diperolehnya. Pada tataran ini, maka 
adanya solidaritas sosial (al-ta'awun al-ijtima'i) merupakan 
bagian lain dari dasar adanya kewajiban zakat. 

Pengabaian kewajiban seseorang terhadap sesamanya 
dipandang sebagai kegagalan yang serius dalam memenuhi 
kewajibannya terhadap Tuhan. Oleh karenanya menurut Al- 
Our an pembayaran zakat olehmuzakki atau aghniya bukan 
merupakan bentuk pemihakan terhadap si miskin. karena si 
kaya bukanlah pemilik riil kekayaan itu (Al-Hadid:7). Begitu 
pula sebaliknya, mustahik (penerima zakat) tidak boleh 
memandang penerimaan zakat sebagai perlakuan tidak 
baik karena apa yang mereka terima sebenarnya adalah hak 
mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kekayaan 
orang-orang kaya.” (Dengan demikian penolakan terhadap 
adanya kewajiban zakat merupakan sikap pengingkaran 
atau bertentangan dengan sunnatullah, bahwa manusia 
sebagai khalifah dan kekayaan adalah amanah Tuhan. 
Mereka yang melanggar sunnatullah dianggap termasuk 
orang yang tidak mensyukuri karunia-Nya." 

Cc. Solidaritas sosial 


Memperhatikan jumlah penduduk muslim di 
Indoneia mayoritas beragama Islam, terdiri dari berbagai 


39 OS Adz-Dzariyat:91 dan Al-ma'arij:25). 
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suku, bahasa, pola hidup, jenis pekerjaan yang beragama, 
semuanya tidak bisa berkembang, tidak bisa berubah tanpa 
keterlibatan orang lain. 


Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa 
hidup tanpa bantuan orang lain, hidup bersama anggota 
masyarakat terdapat dalam teorinya (zoon politicon). 


Manusia tidakbisa hidup tanpabantuan masyarakatnya, 
misalnya seorang pendidik tidak bisa mendidik kalau tidak 
ada murid, kalau sudah ada murid baru dibangun kerjasama 
dengan orang tua wali, murid membutuhkan ruang kelas, 
maka ruang kelas harus dibangun oleh orang yang ahli 
bidang bangunan kerjasama dengan konstruksi termasuk 
juga bahan-bahan bangunan, buruh tukang pengawas 
bangunan dan lainnya semuanya membutuhkan bantuan 
orang lain, termasuk juga kemampuan berbahasa lisan 
maupun tulisan membutuhkan tenaga pengajar yang ahli 
dibidangnya. bantuan orang lain, adat istiadat, etika sopan 
santun dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material 
(ekonomi) betapapun seseorang mempunyai kepandaian, 
namun hasil yang diperolehnya adalah berkat bantuan 
pihak lain baik secara langsung maupun tidak. 


Seorang petani berhasil di dalam pertaniannya karena 
adanya bantuan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dari 
orang lain misalnya untuk mengairi sawah dibutuhkan 
petugas irigasi, agar tanaman menjadi baik dan subur 
dibutuhkan pupuk dan obat-obatan yang harus dibeli 
dari toko penyedia bahan-bahan tersebut, agar tempatnya 
aman dibutuhkan petugas keamanan yang menjaga dan 
memelihara sawah atau tempat pertanian, kesemua ini 
tidak bisa berhasil tanpa bantuan orang lain. 
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Demikian pula halnya Seorang pedagang, dikatakan 
pedagang mereka membutuhkan pembeli, sebelum 
menjual menyiapkan bahan-bahan baku yang dia beli dari 
orang lain kemudian diproduksi oleh orang yang ahli, 
sebelum diproduksi harus menyiapkan bahan-bahannya 
yang dia beli dari orang lain semuanya ini juga saling 
membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini harus disadari 
produksi apapun bentuknya, pada hakikatnya merupakan 
pemanfaatan materi-materi yang telah di ciptakan dan 
dimiliki Tuhan. Manusia dalam berproduksi hanya 
mengadakan perubahan, penyesuaian, atau perakitan satu 
bahan dengan bahan yang lain. 


Tuhan yang menciptakan bahan mentahnya dan 
manusia atas petunjuk Allah SWT yangmengelolanya. kalau 
demikian wajarlah bila Tuhan menyatakan bahwa harta 
adalah milik-Nya, dan wajar pulalah bila ia memerintahkan 
untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang dimilikinya itu 
untuk orang-orang tertentu 


d. Persaudaraan 


Persaudaraan akan lebih kokoh, ditambah dengan 
hubungan akidah dan kebersamaan agama. Jadi hubungan 
persaudaraan telah menuntut bukan sekedar hubungan 
take and give (memberi dan menerima) atau pertukaran 
manfaat tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa 
menanti imbalan atau membantu walaupun yang dibantu 
tidak membutuhkan, lebih-lebih lagi jika mereka bersama, 
hidup dalam satu lingkungan. 

Zakat adalah alat yang sempurna untuk 
menterjemahkan prinsip Islam tentang persaudaraan dan 
rasa kemanusiaan kedalam kehidupan yang nyata. Allah 
dengan sangat jelas menginginkan agar zakat ditujukan 
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sebagai suatu bentuk “kontribusi oleh setiap Muslim, lelaki 
dan perempuan, terhadap kemajuan dan kesejahteraan 
suatu negara Islam. “Dan orang-orang yang beriman, 
lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi 
"penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 
yang maruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". 
Jadi kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantar 
kepada kewajiban menyisihkan sebagian harta benda dalam 
bentuk zakat (sadagah). 


2. Landasan Normatif 


a. Landasan Ideologi negara Pancasila yang terkait 
dengan zakat terdapat pada Pancasila yakni sila 
pertama, kedua, dan kelima. Dalam penyelenggaraan 
dan pengelolaan zakat terdapat landasan konstiusional 
yang termuat pada bab XIV pasal 33 (1) perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 
asas kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi 
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, (4) perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
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kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya pada pasal 
34 (1) menyatakan Fakir miskin dan anak terlantar 
dipelihara oleh negara, (2) negara mengembangkan 
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayaikan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) 
negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum 
yang layak.” 

Landasan akidah merupakan Nilai fundamental Islam 
menjadi landasan dalam melaksanakan aktivitas 
termasuk aktivitas ekonomi, akidah Islam menjadi 
keyakinan dan sekaligus panduan bagi setiap muslim 
dalam melangkah menuju aktivitas duniawi maupun 
ukhrawi. 

Landasan Syariah yang meliputi sumber-sumber 
otentik untuk menjadi rujukan dalam pengambilan 
hukum dan dalil-dalil agama, landasan syari'ah 
tersebut meliputi: Al-gur'an, Sunnah, Ijtihad (giyas, 
masahah murshalah, istihsan, istishab, dan urf). Landasan 
syariah Islam ini diatur untuk menjaga kehidupan umat 
Islam agar dalam menjalankan aktivitasnya lebih rapi, 
terarah, pada semua aspek kehidupan baik masalah 
individu, sosial, ekonomi, hukum, dan politik. 

Zakat bukan hanya diperintahkan pada umat Islam 
saja, namun umat terdahulu juga mengeluarkan zakat. 
Hal ini sesuai denga Firman Allah yang artinya ” Dan 
mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari 
tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu 
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mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: 
“Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami.” 
Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala- 
berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji- 
sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian 
itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat 
buruklah ketetapan mereka itu" 


Perintah berzakat dalam al-gur'an sebanyak 32 ayat 
yang menjelaskan tentang zakat dan semuanya itu 
perintah memberi, dari 32 ayat tersebut 1 (satu) ayat 
yang menjelaskan tentang kriteria penerima sehingga 
kurang dari 1 persen ayat tentang kriteria penerima, 
berdasarkan banyaknya jumlah ayat tersebut menjadi 
dasar utama peneliti untuk mengkaji lebih jauh lagi 
tentang zakat baik zakat maal maupun zakat fitrah. 

Realisasi dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin 

dalam tiga bidang ketatanegaraan Republik Indonesia 

antara lain: 

1. Dalam bidang ekskutif, dengan adanya 
Kementerian Agama dan segala bagian-bagiannya 
mengatur yang berkaitan dengan agama di 
Indonesia 


2. Dalam bidanglegislatif tercermin pelaksanaannya 


dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Undang- 
Undang Perkawinan 


3. Dalam bidang Yudikatif, tertuang dalam UU No. 


14 Tahun 1970 yang telah di ubah melalui UU 
No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman 
pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa peradilan 
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dilakukan, ” Demi keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ini tercermin 
dalam setiap keputusan peradilan umum di 
Indonesia. Begitupula dengan adakalanya 
peradilan agama yang khususnya diadakan bagi 
yang beragama Islam adalah realisasi dari sila 
pertama Ketuhanan Yang Maha Esa" 


Selain ketiga hal tersebut diatas, secara khusus 
juga dalam bidang legislatif mengatur tentang zakat 
diundangkan sebanyak dua kali yakni, pertama UU No 38 
tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kedua UU No 23 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 


Amanah konstitusi dalam pembukaan UUD 
1945 alinea ke 4 berbunyi : kemudian daripada itu 
untuk membentuk pemerintah negara indonesia dan 
seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan. .... pada alinea ke 4 tersebut merupakan 
amanah konstitusi negara untuk mensejahterakan rakyat 


Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) menyebutkan perekonomian 
nasional diselenggarakan berdasar azas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional.” Dalam pasal tersebut maknanya sangat 
luas sekali seperti prinsip kebersamaan dalam UU No 20 


44 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 
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tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan 
UU No 25 tentang penanaman Modal 


Pasal28 CUUD 1945 ayat(1)menyebutkanbahwasetiap 
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan danteknologi, 
seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 
demi kesejahteraan umat manusia. Pasal (2) setiap orang 
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negara 


Pada kedua ayat tersebut bahwa setiap orang 
berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi guna meningkatkan kualitas 
hidup dan kesejahteraan umat manusia. 


Perda Kabupaten Lombok Barat Dalam hal 
pemanfaatan zakat, infag dan sodagah bab VII Pasal (14) 
hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan sesuai dengan 
ketentuan agama untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, 
fakir miskin/anak terlantar, sosial kemasyarakatan, atau 
ekonomi Produktif Pada Perda ini lebih dikembangkan 
lagi terkait dengan pendistribusiannya. 


Dalam hal zakat fitrah menurut Yusuf Gardawi bahwa 
zakat fitrah yang dikeluarkan satu sha' (1/ 6liter) atau 11/3 
wadah mesir atau sama dengan 2,167 Gram (berdasarkan 
timbangan dan ukuran dengan gandum)” 


Menurut Imam Nawawi dalam Raudlah ” telah menjadi 
sulit membuat batasan satu sha' dengan timbangan, 
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karena satu sha' yang dikeluarkan di zaman Rasulullah 
adalah takaran yang diketahui, dan berbeda-beda ukuran 
timbangannya karena berbeda benda yang dikeluarkannya 
seperti biji-bijian, kacang-kacangan dan yang lain" 

Apabila timbagan ini satu sha' gandum, maka mereka 
menyatakan, bahwa makanan selain gandum itu lebih 
ringan atau bahkan lebih berat, tentu akan lebih dari 
satu sha' apabila di suatu daerah itu makanan pokonya 
lebih berat dari gandum seperti beras, maka wajib untuk 
menambah dari ukuran tersebut sebagai penyeimbang dari 
adanya perbedaan itu, atas dasar itu maka sebagaian ulama 
berpegang teguh pada takaran, bukan pada timbangan, 
karena biji-bijian itu ada yang berat dan ada yang ringan. 


Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran 
seluruh usaha Mikro, kecil dan menengah dan Dunia Usaha 
secara bersama-sama dalam kegiatan untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. Usaha Mikro Kecil dan menengah 
merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 
lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi 
secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam 
proses pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat, 
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam 
mewujudkan stabilitas nasional yang harus memperoleh 
kesempatan utama, dukungan perlindungan dan 
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan 
yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa 
mengabaikan peranan usaha Besar dan BUMN. 


Undang-undang Republik Indonesia No 38 tahun 
1999 dan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 
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seperti yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) belum tertuang 
tentang zakat hasil Nelayan dan zakat profesi. 


Selain itu beberapa telaah pustaka yang fokus mengkaji 
tentang zakat yang berkaitan dengan implementasi dan 
distribusi zakat antara lain : karya Yusuf Oardawi dalam 
figh al-zakah menyatakan bahwa penghasilan yang dominan 
pada zaman sekarang adalah apa yang didapat dari sumber 
perolehan gaji pegawai, karyawan jasa profesi. Penghasilan 
yang diperoleh dari jasa profesi juga menyebutkan sebagai 
kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seorang muslim 
melalui usaha baru yang sesuai dengan ketentuan agama 


Karya Sjechul Hadi Permono “ dalam buku 
pendayagunaanzakat dalam rangkapembangunannasional, 
memfokuskan pada kajian tentang pendayagunaan pajak 
dalam rangka pembangunan Nasional dan pendayagunaan 
zakat dalam arti luas, menurut konsepsi figh. 


Husein Sahatah dalam buku Akuntansi zakat, 
menjelaskan dasar-dasar perhitungan, tempat zakat, nishab 
zakat dalam berbagai aktifitas, baik seorang pedagang, 
kontraktor, advokat, akuntan, investor dan seterusnya. 
Metode yang digunakan dalam manhaj para ahli figih 
yang kuat tanpa terikat dengan mazhab tertentu sehingga 
bermanfaat bagi semua umat Islam. 


Ugi Suharto dalam buku yang berjudul keuangan 
Publik Islam: Reinterpretasi zakat dan pajak yang memberi 
tekanan pada pandangan Abu ubaid tentang keuangan 
publik Islam yaitu harta yang harus dikendalikan oleh 
pejabat negara. 


49 Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya yang fokus mengkaji tetang zakat 
dan ikut merancang UU tentang zakat pada tahun 1998 
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Abdurrrahman Kadir dalam desertasinya Reaktualisasi 
Zakat suatu telaah teoritik menurut konsep keadilan, 
berusaha menjelaskan masalah zakat menurut konsep 
keadilan. Menurutnya, zakat pada umumnya dipahami 
dan diamalkan hanya sebatas ibadah kepada Allah semata, 
akibatnya ibadah zakat dirasakan hampir kehilangan 
vitalitas dan aktualitasnya. Sejalan dengan alur pemikiran 
tersebut, orang-orang yang memiliki harta kekayaan 
melimpah pada zaman sekarang yang diperoleh diluar 
jenis usaha konvensional seperti kaum profesional, 
eksekutif, industriawan, usahawan, wiraswastawan, jasa 
dan sejenisnya seakan-akan terbebas dari kewajiban 
berzakat (muzakki). Hal ini diasumsikan bahwa telah terjadi 
kesenjangan atau tidak sesuai dengan keadilan dalam Islam, 
sebab petani yang penghasilannya kecil dikenai kewajiban 
zakat, sementara seorang ekskutif, seniman atau dokter 
justru dibiarkan tidak membayar zakat. 


Selanjutnya karya Didin Hafidudin tentang zakat dalam 
perekonomian modern menggunakan dua pendekatan 
yakni ijmali (global) dan tafsili (terurai). Pendekatan ijmali 
merupakan cara menyebut harta dan hasil usaha seperti 
dalam al-gur'an surat al-Bagarah: 267 semua jenis harta 
yang belum ada contoh konkritnya dizaman Rasulullah 
saw. Tetapi karena perkembangan ekonomi modern, 
menjadi harta wajib zakat, sedangkan pendekatan tafsili 
menjelaskan secara rinci beberapa jenis harta yang wajib 
dikeluarkan zakatnya seperti jasa dan profesi. 

Karya Syarifuddin Abdullah berjudul Zakat Profesi, 
merumuskan makna profesi yang berpijak pada konsep 
linguistik yang menghasilkan dua kategori al-mihnah ( 
profesi) dan al-hirfah (wiraswasta). Dua penalaran tersebut 
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memiliki kecendrungan yang berbeda mengenai objek 
dan kajian dan sasarannya. Al-mihnah lebih ditekankan 
pada prestasi otak, sedangka al-hirfah lebih menekankan 
pada kekuatan otot. 


Berbeda dari studi diatas dengan penelitian ini, 
secara spesifik membahas tentang peraturan zakat yang 
dimuat dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan 
zakat yang belum mengatur tentang zakat profesi, zakat 
Guru besar, dosen, ekskutif dan legislatif zakat nelayan, 
kontraktor, jasa, peternak modern seperti ayam potong, 
peternak burung Walet yang belum termuat dalam undang- 
undang ini. Begitu pula dalam undang —undang ini belum 
menjelaskan tentang sanksi baik secara administratif 
maupun moral tentang orang-orang yang tidak membayar 
zakat, serta pihak pengelola belum mendata para aghniya 
yang harus membayar zakat tiap tahun seperti kewajiban 
membayar pajak. 

Selanjutnya dalam al-Guran dan Hadits belum 
dijelaskan secara rinci mengenai perkembangan zakat 
modern seperti zakat usaha/jasa, nelayan, peternak burung 
walet peternak modern (ayam potong, ayam petelur, bebek 
dan lainnya ) yang jumlah dan penghasilannya melebihi 
jumlah harga Kambing, Sapi, Kerbau dan Onta. 


3. Landasan sosiologis 

Komunitas sosial berarti kesatuan dari aneka ragam 
individu atau tindakan dari sejumlah individu. Penegasan 
negara bukan semata-mata realitas negara hukum  ” 
melainkan suatu realitas sosiologis, suatu realitas sosial yang 
terlepas dari tatananhukumnya, hanya dapat dipertahankan 


50 Hans Kelsen, hlm.264 
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dengan membuktikan bahwa para individu yang termasuk 
dalam negara terseut membentuk satu kesatuan bahwa dan 
kesatuan ini tidak diciptakan oleh tatanan hukum tetapi 
oleh suatu unsur yang tidak berkaitan dengan hukum.” 


Keberhasilan pembangunan ekonomi yang kurang 
diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa 
berakibat pada munculnya semangat materialisme yang 
berlebihan sehingga melahirkan berbagai krisis antara 
lain: 1) krisis identitas yang mengaikbatkan semakin 
menurunya kebanggaan kebangsaan sehingga melahirkan 
etos ketergantungan kepada pihak lain secara berlebihan 
dan munculnya kecendrungan disintegrasi bangsa, 2) krisis 
moral dalam bentuk merebaknya upaya memperkaya diri 
dengancara yangtidaksah (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) 
yang mengakibatkan rusaknya tatanan dan norma sosial 
yang berlaku dalam masyarakat, 3) krisis budaya yang 
berwujud semakin lemahnya ketahanan budaya terutama 
ketika berhadapan dengan derasnya arus budaya global 
yang melahirkan sikap permisif, hedonis, dan materialis 
yang berlebihan sehingga terkadang melanggar kesusilaan 
dan nilai ketimuran, dan memperparah krisis moral. ” 


1. Memperhatikan Jumlah penduduk Indonesia pada 
tahun 2016 sebanyak 254,9 juta, dari angka tersebut 85 
Yo memeluk agama Islam atau sekita 216.665.000,- 
bisa dipastikan disetiap privinsi mayoritas penduduknya 
memluk agama Islam kecualidi Bali dan NTT. Seslain 
itu memperhatikan semangat keberagmaan yang 
tinggi disemua daerah seperti di Provinsi Nangro 


51 Ibid hlm. 264 
52 Visi dan arah PJP 2005-2025, kantor kementrianNegara perencanaan 
Pembanguna Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
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Aceh Darussalam yang menginginkan menjadi syariat 
Islam, Provinsi NTB yang sering disebut Pulau seribu 
Masjid ini menandakan bahwa motivasi keberagaman 
Umat Islam sangat tinggi terbukti juga bahwa jumlah 
antrian bagi yang mau berangkat haji, kalau setor 
ONH tahun ini maka diperkirakan 19 atau 20 tahun 
lebih harus bersabar menanti giliran untuk berangkat 
haji. Sekalipun menunggu dalam waktu yang cukup 
lama namun semangat untuk menunaikan ibadah haji 
tidak menurun, terbukti ditiap tahun jumlah yang 
menadaftar smakin bertambah dan jumlah antrian 
semakin panjang. 

Pada tahun 2004 PIRAC (Publik Interest Research and 
Advocacy center) mengadakan survey dan hasilnya 
menunjukkan bahwa 96 Yo masyarakat menyatakan 
pernah menyumbang. Hasil penelitian PIRAC tersebut 
dikonvirmasi hasil survey Pusat Bahasa dan Budaya UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta. Menunjukkan bahwa semua 
masyarakat muslim Indonesia pernah berdarma.” Nilai 
nominalya ada yang kecil, sedang, dan ada yang besar. 
Tapi hampir semuapernah menyumbang, baik dalam 
bentuk Zakat, Infak maupun Sedekah, kalau ditotal 
ternyata nilai rupiah yang dissedekahkan mencapai 19, 
3 triliun pertahun, diantara potensi tersebut 5, 1 triliun 
berbentuk barang dan 14,2 triliun berbentuk uang. 
Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal 
dari zakat fitrah 6,2 triliun dan sisanya zakat harta 13,1 
triliun. 


53 Imam Syaukani, Studi Legislatsi Perda Zakat di Daerah, Sekretariat Badan 
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3. Terjadinyatumpangtindih pengelolaanzakat baik dalam 
hal penghimpunan maupun penyaluran disuatu daerah. 
Hal ini disebabkan tingkatan organisasi pengelola 
zakat baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota 
dan kecamatan yang masing-masing berdiri sendiri 
tanpa ada yang berfungsi sebagai koordinator. ” 


B. Teori yang berkaitan dengan Hukum zakat. 


Teori Grundnorm kepastian Hukum : Hans Kelsen, 
Teori Keadilan: John Rawls, John Lock, Amartya Sen, Teori 
Negara Kesejahteraan : Isbandi Rukminto, Teori Hukum 
Islam : Amir Syarifudin. 


Dariteori yangdiungkapkan, penulis akanmenguraikan 
satu persatu mulai dari pendapat Hans Kelsen, jhon Rawls, 
John Lock, dan Amartya Kumar Sen secara urut sebagai 
berikut, 


1. Teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen 


Grundnorm (Norma Dasar) adalah kaedah yang paling 
fundamental tentang kehidupan manusia dimana diatas 
norma dasar tersebut dibuatlah kaedah-kaedah hukum 
lain yang lebih konkret dan lebih khusus. Suatu norma 
dasar tidak dengan sendirinya mengikat secara hukum 
tanpa kehadiran suatu aturan hukum pada tataran yang 
lebih konkret berupa norma hukum yang valid” dalam 
hubungan dengan norma dasar terdapat dua macam 
yakni norma hukum statis dan norma hukum dinamis. 
Norma hukum statis merupakan sejumlah hak, kewajiban, 


54 Draft Naskah Akademik, hlm. 39 
55 36 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand theory) Dalam Hukum, 
Prenadamedia Grouf, Jakarta, 2013, hlm. 138 
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kewenangan dan larangan yang terdapat dalam hukum 
substantif yang merupakan ketentuan yang harus dipatuhi 
oleh individu dan masyarakat. Sedangkan norma hukum 
dinamis adalah norma hukum berisikan ketentuan tentang 
bagaimana proses aplikasi dari suatu ketentuan hukum 
untuk dijalankan oleh manusia dan masyarakat''. 


Menurut Hans kelsen terhadap Kewajiban hukum, 
konsep kewajiban merupakan konsep khusus dari 
bidang moral dan menunjuk pada norma moral dalam 
hubungannya dengan individu yang terhadapnya tindakan 
tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma tersebut 

seorang individu mempunyai kewajiban moral, atau 
kewajiban menurut moral melakukan perbuatan bahwa 
suatu norma yang valid ” yang memerintahkan tentang 
massalah zakat. 


beberapa konsep kewajiban Hukum antara lain: a. 
Kewajiban dan norma, b. Kewajiban dan keharusan, c. 
Norma sekunder, d. Mematuhi dan menerapkan norma 
hukum, e. Perbedaan antara kewajiban dan kewajiban 
sekunder, f. Kewajiban dan tanggung jawab individu dan 
kelompok. ”" 


Konsep kewajiban hukum tidak lain merupakan 
pasangan dari konsep norma hukum. Namun disini 
hubungannya lebih kompleks, karena norma hukum 
mempunyai struktur yang lebih kompleks dari norma 
moral. Norma hukum seperti norma moral tidak menunjuk 
pada perbuatan seorang individu semata, tetapi juga 
sekurang-kurangnya pada perbuatan dua orang individu. 


56 Ibid hlm. 139 
57 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, 2009,hlm. 85 
58 ibid hlm. 86-89 
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Norma hukum yang mewajibkan subyek untuk 
menghindari delik dengan melekatkan sanksi kepadanya 
tidaklah menetapkan suatu kewajiban hukum untuk 
melaksanakan sanksi tersebut, untuk menerapkan” norma 
itu sendiri. Hakim atau, yang dalam ungkapan umum 
disebut organ penegak hukum secara hukum hanya dapat 
diwajibkan untuk melaksanakan sanksi dalam arti si subyek 
diwajibkan untuk menghidndari delik, untuk” mematuhi” 
norma hukum tersebut, jika ada norma hukum yang 
melekatkan sanksi lebih lanjut atas tidak dilaksanakannya 
sanksi yangpertama. Jadi mesti ada dua norma yang berbeda 
: norma yang satu menetapkan bahwa suatu organ harus 
melaksanakan suatu sanksi terhadap subyek (pelaku delik), 
dan nomra yang lain menetapkan bahwa suatu organ lain 
harus melaksanakan suatu sanksi terhadap organ yang 
disebut pertama bila sanksi yang disebut pertama tidak 
dilaksanakan. 

Hak dan kewajiban negara merupakan tindakan- 
tindakan manusia yang membentuk isi hak dan kewajiban 
negara tersebut Kepada Negara, kepada kesatuan tatanan 
hukum yang dipersonifikasikan. Hak dan kewajiban negara 
adalah hak dan kewajiban para individu, yang dalam 
memenuhi kewajiban dan menjalankan hak ini, memiliki 
kapasitas sebagai organ negara. Hak dan kewajiban negara 
adalah hak dan kewajiban organ negara. Eksistesnsi dari 
hak dan kewajiban Negara tidak mengandung masalah 
pembebanan kewajiban sendiri melainkan mengandung 
masalah tuduhan. Hak dan kewajiban negara merupakan 
hak dan kewajiban individu yakni menjalankan fugsi 
tertentu yang ditetapkan oleh tatanan hukum ”. Untuk 


59 Hans Kelsen hlm. 282 
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mengukurkonsistensi dengan hukum dasar maka beberapa 
kaidah hukum antara lain: 


50 


1: 


Kaidah derogasi, setiap aturan hukum berasal dari 
aturan yang lebih tinggi 

Kaidah pengakuan (rekognition) setiap kaidah 
hukum yang berlaku ada pengakuan dari yang 
berwenang menjalankan aturan tersebut maupun 
dari pihak kepada siapa aturan hukum tersebut 
diberlakukan 


Kaidah non kontradiksi, tidak boleh ada 
kontradiksi antara satu aturan hukum dengan 
aturan hukum lainnya, sehingga norma yang satu 
dengan yang lainnya harus harmonis 


Kaidah derivatif (derivatif principle) — aturan 
hukum ditingkat bawah merupakan bagian dari 
aturan hukum ditingkat lebih tinggi yang ditarik 
berdasarkan prinsif praktikal 


Kadidah sistem (sistem prinsiple) suatu sistem 
hukum yang lebih rendah tingkatannya 
merupakan subsistem dari peraturan hukum 
yang lebih tinggi 

Kaidah generalisasi (general principle) aturan 
hukum yang lebih tinggi merupakan generalisasi 
aturan hukum yang lebih rendah. 


Kaidah reduksi (principle of reductionisme), aturan 
hukum yang lebih rendah merupakan reduksi 
dari aturan hukum yang lebih tinggi 

Kaidah golongan ketercakupan (principle of 
subsumtion) aturan hukum yang masih atau 
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tercakup kedalam golongan yang lebih tinggi jadi 
bukan berasal dari golongan aturan yang lain". 


2. Teori keadilan menurut Johns Rawls 


Beberapa prinsip keadilan mengatur pemberian hak 
dan kewajiban dalam institusi-institusi serta menentukan 
pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial. 


Prinsip keadilan tidak boleh dikacaukan dengan 
prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan 
tindakan-tindakan dalam situasi tertentu. Adapun prinsip 
keadilan sebagai berikut: (1) Setiap orang mempunyai hak 
yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas 
kebebasan yang sama bagi semua orang, (2) Ketimpangan 
sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga 
dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, 
semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang” 


Konstitusi Ketuhanan (goldy constitution) menunjukkan 
bahwa UUD 1945 Sebagaimana telah mengalami 4 
perubahan dimasa reformasi dan diberi nama baru menjadi 
UUD NRI tahun 1945 memuat kata-kata Tuhan dan Agama 
paling banyak di dunia. Kata Allah disebut 2 kali, Tuhan 2 
kali, kata Agama disebut 10 kali, kata kepercayaan 2 kali, 
kata keimanan 1 kali, kata ketakwaan 1 kali, perkataan 
Yang Maha Esa disebut 2 kali, perkataan Yang Maha Kuasa 
1 kali. Artinya meskipun disahkan pada tanggal 18 Agustus 
1945, pernah terjadi percoretan tujuh kata dari Naskah 
pembukaan UUD 1945 yang berasal dari piagam Jakarta 22 
Juni 1945, tetapi jumlah kata-kata yang mencerminkan ide 


60 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand theory) Dalam Hukum, Prenadamedia 
Grouf, Jakarta, 2013, hlm. 143 
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tentang Tuhan dan agama tetap sangat banyak dan bahkan 
dikatakan terbanyak di dunia” 


Menurut Veithzal Rivai terdapat dua alasan penting 
untuk melihat teori keadilan. pertama para ahli sosial harus 
mempertimbangkan bagaimana keadilan dihubungkan 
dengan tujuan lainnya (seperti ketertarikan diri atau saling 
berhubungan), kedua keadilan sebagai tujuan mengenai 
pengaruh yang tidak berbeda, keadilan yang berbeda dan 
motif lainnya “. Terdapat empat elemen dari keadilan 
1. Keadilan dan Kebutuhan ( Egualitu and Need), 2. Paham 
Utilitarianisme dan kesejahteraan Ekonomi ( utulitarianism 
and Welfare Economics), 3. Keadilan dan Keinginan (Eguity 
and Desert, 4. Berhubungan dengan konteks keluarga 
(The Contexs Family), 5. Model Keadila (justice Model), 6 
Model kontrak dan Redistribusi (Contractarian Model of 
Redistribution), 7. Retribusi dan Tingkat Pertumbuhan ( 
Retribution and Growth)” 


3. Teori Negara kesejahteraan 


Bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan 
bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan 
dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, 
negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan 
kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan 
berkelanjutan. " 


Menjadi negara sejahtera di semua aspek bidang 
merupakan impiandancita-cita bersama masyarakat 


62 Jimly Asshiddigie, Gagasan Konstitusi Sosial, LP3ES, Jakarta 2015 :86 

63 Veithzal Rivai & Andi Buchari, Islamic Economics ( Ekonomi Syariah Bukan 
Opsi Ttapi Solusi), Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 400 

64 Ibid hlm 401 

65 UU RI No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 
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Indonesia sejak zaman dahulu. Hal ini terlihat dalam 
pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang menjadi dasar dan 
juga ssebagai amanah konstitusi yangtidak bisa dilupakan 
begitu saja. Oleh karena itu pemerintah membuatperaturan 
perundang-undangan sosial dimana UU Nomor 2009 
sebagai payung dari segala peraturan sosial lainnya. 


Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang 


kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa: 


1. 


Kesejahteraan sosial merupakan wujud dari upaya 
terpenuhinya segala aspek kehidupan oleh individu atau 
kolektif profesional sehingga tercapai hidup yang layak 
dan mampu mengembangkan diri serta dapat berfungsi 
secara sosial. Dimana warga negara, pemberdayaan, 
dan jaminan sosial, sebagai wujud tanggung jawab 
pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah. 


Peneyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan 
tanggung jawab negara yang ditujukan untuk individu 
dan atau kolektif yang tidak berdaya (miskin, cacat, 
terlantar, dan terpencil) dengan cara melakukan 
rehabilitasi (pemulihan atau pengembangan 
kemampuan), jaminan sosial (penjaminan terpenuhinya 
kebutuhan dasar), pemberdayaan (memberdayakan 
masyarakat untukmemenuhikebutuhansecaramandiri 
dengan sumber dan potensi yang ada), perlindungan 
sosial ( pencegahan terhadap kerentangan sosial agar 
kebutuhan dasar terpenuhi), banatuan sosial untuk 
tetap hidup wajar. 

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu 
dan kolektif agar dapat berdaya untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya dan berperan dalam pengambilan 
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keputusan kebijakan publik, menciptakan kondisi 
lingkungan yang kondusif, dan memberi rasa aman 
kepada masyarakat dan kelompok. 


4. Kegiatan, upaya dan wujud kesejahteraan sosial 
merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan 
daerah otonomnya (Provinsi dan kabupaten/kota) 


5. Yang dibutuhkan dalam upaya penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial meliputi sumberdaya manusia 
(tenaga profesional), sarana dan prasarana dengan 
standar minimum pemrintah, dan pendanaan dari 
APBN, APBD, dan penerimaan lain yang sah. 


6. Masyarakat juga diberikan peran dalam upaya 
penyelenggaraaan kesejahteraan sosial baik secara 
individu maupun kolektif dengan meminta izin kepada 
kementerian instansi bidang sosial sesuai wilayahnya. 
Keudian lebaga ini akan diakreditasi untuk tingkat 
kelayakan dan sertifikasi untuk individu profesional. 


7. Setelah semua program terlaksana peerintah tidak 
begitu saja lepas tangan, namun tetap memantau, 
mengawasi dan melakukan evaluasi. 


Konsep Negara kesejahteraan lahir dari paham 
liberalisme bahwa negara harus turut bertanggung jawab 
atas rakyatnya. Selain itu Negara kesejahteraan ini juga 
lahir dari sosialisme, dimana dengan Negara kesejahteraan 
akan dapat mengatasi kemiskinan, memajukan kesetaraan 
sosial dan stabilitas sosial ekonomi. Dengan demikian, 
Negarakesejahteraan ini juga dapat dikatakan mengandung 
asas kebebasan, kesetaraan hak, asas persahabatan / 
kekeluargaan, dan kebersamaan. Inilah yang dinamakan 
sebagai Negara Kesejahteraan liberalis-sosialisme 
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Negara Indonesia merupakan penganut Negara 
Kesejahteraan. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 dalam 
bidang sosial ekonomi. Prinsip Negara kesejahteraan 
tersebut berada dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 
33 ayat 3 dan pasal 34 “', sedangkan setelah diamandemen 
tercantum pada Bab XIV tentang perekonomian dan 
kesejahteraan sosial” dimana isinya mengandung tentang 
ekonomi-sosial. “ Sebagai konstitusi yang berorientasi 
keadilan sosial, UUD 1945 berisi pasal-pasal dan bahkan 
bab khusus tentang kesejahteraan sosial, bab XIV tentang 
perekonomian Nasionanal dan kesejahteraan sosial (social 
welfare), dua konsep yang harus dipahami tidak boleh 
terpisah, kedua kalimat tersebut harus dibaca sebagai satu 
kesatuan jiwa keadilan sosial “ 


Negara kesejahteraan sebenarnya sangat tergantung 
dengan paradigma besar yang menjadi filosofi dari suatu 
negara pada suatu priode. Negara kesejahteraan menurut 
Deacom adalah: suatu masyarakat dimana pemerinthanya 
bertanggung jawab menjamin bahwa setiap warganya 
menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses 
sebesar mungkin yang ia mampu raih (untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya) pada bidang perawatan kesehatan, 
perumahan, pendidikan, dan layanan sosial personal “. 


M. Syarif Chaudhry dalam buku Sistem Ekonomi 
Islam mengatakan ciri-cir negara sejahtera antara lain: 
Pertama, penyediaan jaminan sosial bagi semua orang 
terhadap kecelakaan, sakit, pengangguran, usia lanjut, 
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dan cacat. Kedua keadilan sosial dan distribusi pendapatan 
yang adil dan merata diantara semua warga negara dengan 
meminimalkan celah antara kelompok kaya dengan 
kelompok miskin. Ketiga, penyediaan layanan pendidikan 
dan kesehatan gratis atau disubsidi  (healt-subsidised) 
oleh negara. Keempat, dipertahankannya tingkat full 
empoyment bagi angkatan kerja dengan menjadikan negara 
bertanggung jawab penuh atas ketersediannya pekerjaan 
bagi mereka yang mampu bekerja. Kelima, pemilikan 
publik atau fasilitas umum sehingga dapat diberikan 
kepada kelompok berpendapatan redah dengan harga yang 
disubsidi” 


Semua tanggung jawab tersebut disampaiakan kepada 
masyarakat melalui berbagai macam layanan sosial (soscial 
services)" 


4. Teori Hukum Islam 


Tujuan umum pembinaan hukum Islam (Magashid al- 
Syariah), dalam menetapkan hukum adalah al-mashlahah 
yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat 
manusia dalam kehidupan di dunia, maupun dalam 
persiapannya menghadapikeidupan akhirat. Teori Magashid 
al Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah 
dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa 
yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Demikian 
juga yang menciptakan hukum-hukum yang termuat 
didalam hukum al Gur'an adalah Allah Swt. ” Dengan 


70 M.Syarif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam, Kencana Prenadamedia Grouf, 
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demikian magashid syari'ah adalah maslahah itu sendiri 
3 yakni kemaslahatan seluruh alam, hal ini sebagaimana 
disebutkan dalam Firman Allah yang artinya: Kami tidak 
mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi 
seluruh alam” 


Maslahat dapat dibagi dengan melihat beberapa segi 
antara lain, dari segi tujuan 


1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (jallbil 
manfaah) baik untuk hidup di dunia maupun manfaat 
untuk kehidupan di akhirat. 


2. Menghindari kemudaratan (daf ul mudharah) baik dalam 
kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat 


Adapun yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang 
dipelihara dalam penetapan hukum itu ada lima antar lain: 
Hifzuddin (memelihara Agama), hifzun Nafs (memelihara 
Jiwa), hifzul agl (memelihara akal), Hifzun Nasl memelihara 
keturunan, dan yang terakhir Hifzul Maal (memelihara 
harta)” 


Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan 
manusia karenatanpaharta (makan) manusia tidak mungkin 
bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbul 
manfaah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara 
harta itu. Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan 
harta hal ini dijelaskan dalam surat al jumu'ah ayat 10 yang 
artinya: ...bila kamu telah melaksanakan sholat bertebaranlah 
diatas muka ibumi dan carilah rezeki Allah ' 


73 Amir Syarifudin, Ushul Figh 2, Kencana Prenamedia Grouf, Jakarta, 2014, 
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Sebaliknya dalam rangka daf'ul madharah Allah 
melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain 
secara tidak baik. Hal ini terdapat pada surat An Nisa' ayat 
29 yang artinya .... Janganlah kamu memakan harta sesamamu 
secara batil kecuali yang terjadi dalam transaksi secara suka 
sama suka 


Perintah mengeluarkan zakat hasil pertanian 
disebutkan dalam surat al An am yang artinya ... makanlah 
buahnya bila berbuah dan berikanlah haknya waktu 
memetik hasilnya” bila mengacu pada ayat ini maka yang 
menjadi persoalan adalah luas lahan pertanian semakin 
berkurang karena sudah banyak yang alih pungsi jadi 
perkantoran, pertokaoan,mini market, supermarket, 
Alpamart, Indomaret, Transmaret, perumahan, tempat 
pendidikan, sarana olah raga, tempat hiburan, hotel, 
pariwisata dan lainya. 


Bila pada ayat tersebut hanya sebatas buah-buahan, 
maka berbeda buah-buahan dan sayuran yang ditanam di 
tanah biasa dengan buah dan sayur yang ditanam di tempat 
seperti (hidropoenic) membutuhkan tempat dan perawatan 
yangsangatrutin, tentunya berbedapulanishab danhaulnya, 
hasil pertanian seperti ini karena membutuhkan biaya yang 
tinggi serta tempat yang mahal. Maka rekonstrtuksi nishab 
hasil pertanian juga perlu dilakukan. 


1. Sanksi bagi lembagai amil zakat dan muzakki 


Dalam regulasi tentang zakat Undang-undang Nomor 
23 tahun 2011, peraturan Pemerintah bab VII Pasal 36 
mengenaisanksi administratif ayat (1) pelanggaranterhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 23 
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ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat 
(3) dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, 
penghentian sementara dari kegiatan, atau pencabutan 
izin. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi 
administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah” 


Pada penerapan sanksi yang dikenakan adalah 
pengelola atau amil, sedangkan mengenai muzakki yang 
tidak membayar zakat tidak dikenakan, bila pasal ini 
dilaksanakan maka masyarakat merasakan ketidak adilan 
dalam hukum karena seorang amil yang seharusnya ada 
hak zakat, namun karena ada pasal yang membuat bila 
melaksanakan perannya sebagai amil tanpa ditunjuk 
pejabat yang berwenang mereka akan kena sanksi. 


C. Jenis Penelitian 


Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 
Disebut juga dengan penelitian doktirnal”. 


Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 
yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem 
norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai 
asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, 
putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).” 
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pengertian hukum 
normatif yakni suatu proses untuk menemukan suatu 
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- 
doktrin hukum yang menjawab permasalahan hukum yang 
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dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk 
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai 
Deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi." 


D. 


Pendekatan penulisan 


Dalam tulisan ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan 


yakni: pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), 
pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan 
filsafat (Philosophical Approach). 


1. 


60 


Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 
dipilih karena yang issue yang akan diteliti, terkait 
dengan peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD 
1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan lain 
sebagainya. 

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan 
pendekatan Perundang-Undangan, karena yang harus 
diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi 
fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 
Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik 
tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, 
karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta 
hukum. Pendekatankonsepini berawal daripandangan- 
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 
dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan- 
pandangan dan doktrin-doktrin tersebut peneliti akan 
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- 
pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas- 
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asas hukum yang relevan dengan permasalahan 
yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu 
pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam 
menjawab permasalahan hukum yang diajukan.” 
Dalam penelitian hukum, maka paradigma kerangka 
konsepsional meliputi:Masyarakat Hukum, Subjek 
hukum, Hak dan kewajiban, Peristiwa hukum, 
Hubungan hukum dan Objek hukum» 


3. Pendekatan social legal Reseach. Pendekatan ini 
merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada 
dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk didalamnya 
ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, 
komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya. Pendekatan 
ini bertujuan menggabungkan segala asfek persfektif 
disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum menjadi 
sebuah pendekatan tunggal. Mengkombinasikan 
pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan bentuk- 
bentukpengalamandalamsuatuupayauntukmengatasi 
beberapa keterbatasan teoritis dan metdodologis dari 
disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan 
landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru 
dari analisis. Pendekatan ini juga bertujuan menjajaki 
sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak 
mencukupkan pada kajiannorma-norma atau doktrin 
hukum terkait, melainkan melihat secara lengkap 
konteks norma dan pemberlakuannya. 


4. Pendekatan filsafat (Philosophical Approach) dipilih 
karenapenelitimenginginkandilakukannyapenelaahan 
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tentang materi penelitian tersebut secara mendalam. 
Hal ini sesuai dengan sifat filasafat yaitu mendasar, 
menyeluruh dan spekulatif, sehingga pendekatan 
filosofis ini akan mengupas isu hukum atau materi 
penelitian secara menyeluruh, radikal, dan mendalam. 
Zaegler mengatakan bahwa dengan pendekatan 
filsafati peneliti melakukan penelitian fundamental 
(Fundamental Research), yaitu suatu penelitian untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu 
aturan Perundang-Undangan terhadap masyarakat 
atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian 
terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta 
implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan 
suatu aturan hukum.” 
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Bab 2 


ANATOMI PENGATURAN ZAKAT 
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL 


da bab ini membahas tentang anatomi 
Peras zakat dalam sistem hukum 
nasional, anatomi yang dimaksud bukan 

anatomi yang berkaitan dengan tubuh manusia dan 
binatang tetapi yang berkaitan secara langsung dengan 


peraturan hukum positif dan peraturan hukum Islam yang 
membahas tentang Pengelolaan zakat. 


A. Peraturan Zakat dalam Hukum Positif 


Padababinipenulis akan menguraikan tentang anatomi 
pengaturan zakat dalam hukum positif dan hukum Islam. 
Dalam ideologi negara dan amanah konstitusi yang terkait 
dengan peraturan zakat. 


1. Pancasila 

Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, 
dimana setiap negara di dunia pasti memiliki ideologi 
yang dijadikan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Ideologi merupakan kristalisasi dari nilai-nilai 
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yang dimiliki dan diyakini kebenaran oleh suatu negara 
sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. 


Pancasila secara sistemik, pertama kali disampaikan 
oleh Ir. Soekarno didepan Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritzu 
Zyumbi Tyoosakai pada tanggal 1 Juni 1945, untuk menjawab 
pertanyaan ketua BPUPKI mengenai dasar negara yang 
akan didirikan. Bung Karno menyatakan bahwa pemikiran 
mengenai Pancasila telah jauh hari dipikirkan. Terdapat 
lima prinsip yang diusulkan oleh Bung Karno sebagai 
Dasar Negara yang disebut Pancasila, yakni 
1. Kebangsaan Indonesia 
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 
3. Mufakat atau Demokrasi 
4. Kesejahteraan sosial, dan 
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.” 

Bung Karno selanjutnya mengatakan, bila dari para 
anggota BPUPKI ada yang berkeberatan dengan jumlah 
yang lima dapat diperas menjadi tiga, disebutnya Trisila, 
yakni Socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ke-Tuhanan. 
Bila ketiga prinsip ini dinilai masih terlalu banyak dapat 
diperas menjadi Ekasila yakni Gotong Royong. 

Pada bulan Juni 1945 terjadi sidang Chuo Sangi- 
in (Dewan Penasehat Pusat) yang dihadiri oleh 38 orang 
anggota BPUPKI membentuk Panitia Kecil atas sembilan 
orang yakni Moh. Hatta, Muh. Yamin, Soebarjo, Maramis, 
Kiai Abd. Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H. 
Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, diketuai Ir. Soekarno 
untuk merumuskan pembukaan UUD. Dalam pembukaan 
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tersebut dirumuskan usulan dasar negara yang merupakan 
perkembangan dari pidato yang disampaikan oleh Ir. 
Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan yang disusun 
oleh panitia sembilan ini biasa disebut Piagam Jakarta, atau 
Jakarta Charter. Adapun rumusan dasar negara adalah, 


Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat 
Islam bagi pemeluknya-pemeluknya, menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan 
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 


Rumusan ini telah disepakati dalam sidang BPUPKI 
kedua yang berlangsung antara tanggal 10-17 juli 1945, 
namun dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu zyumbiLinkai pada tanggal 
18 Agustus 1945 rumusan tersebut mengalami perubahan 
atas dasar pertimbangan, bahwa penduduk Indonesia 
bagian timur sebagian besar beragama Kristen-Katholik, 
sehingga rumusan Jakarta Charter dinilai diskriminatif. 
Rumusan dasar negara yang disepakati akhirnya menjadi 
sebagai berikut: 


1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 

2. Kemanusiaan yang adil dan Beradab, 
3. Persatuan Indonesia, 
4 


Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksasnaan 
dalam permusyawaratan-perwakilan, dan dengan 
mewujudkan 


5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 
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Berdasarkan rumusan tersebut, maka dalam membuat 
rekonstruksi hukum terkait dengan peraturan zakat, 
penulis mencantumkan ideologi negara Pancasila. 


Peraturan zakat tertuang dalam pancasila Yakni 
sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa, Sila ke dua 
Kemanusiaan yang adil dan Beradab dan sila kelima 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 


Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa 
mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia 
mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan 
menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 
Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia 
untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi 
dan seimbang antar sesama manusia, antarbangsa, 
maupun dengan mahluk ciptaan Tuhan yang lainya. 


Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama 


sebagai berikut: 


1. 


Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan 
sifat-sifatnya yang Mahasempurna. 

Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dengan 
cara menjalankan semua perintahNya, dan sekaligus 
menjauhi segala laranganNya 

Saling menghomati dan toleransi antara pemeluk 
agama yang berbeda-beda. 

Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama 
dan keyakinan. 


Pada sila pertama tertuang butir pertama ” Keyakinan 


terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya 
yang Mahasempurna” pada butir ini orang- orang yang 
taat menjalankan aktivitas kewajiban terhadap agama dan 
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lebih menyadari tentang kewajiban untuk membayar zakat 
sebagai bentuk hubungan sosial kepada sesama manusia. 
Sedangkan pada butir kedua "ketakwaan kepada Tuhan 
yang Maha Esa”, yakni orang-orang yang taat melaksanakan 
perintah Allah dalam bentuk ibadah mahdah juga ibadah 
Sosial, artinya semakin rajin ibadah sholat dan puasa 
maka semakin tinggi pula tingkat sosialnya kepada sesama 
manusia dalam hal ini kesadaran untuk mengeluarkan 
zakat (sebagai muzakki). 


Selanjutnya pada sila kedua, "Kemanusiaan yang adil 
dan beradab” mengandung pengertian bahwa bangsa 
Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat 
dan martabatnya selaku mahluk ciptaan Tuhan yang Maha 
Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibanya, tanpa 
membeda-bedakan agama, suku ras dan keturunannya. 


Dengan demikian pada sila "Kemanusiaan yang adil 
dan beradab” terkandung nilai-nilai sebagai berikut. 
1. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat 
manusia. 


2. Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai 
makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan. 

3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus 
mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama 
manusia. 

4. Mengembangkansikap tenggangrasa agartidak berbuat 
semena-mena terhadap orang lain. 

Pada sila kedua terdapat nilai-nilai luhur seperti 
Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai mahkluk 
yang paling mulia diciptakan Tuhan. Karena manusia 
merupakan makhluk yang mulia maka memuliakan 
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sesama manusia merupakan perintah Allah Swt. Hal ini 
sebagaimana diungkapkan dalam Os at-Tiin ayat 4 yang 
artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang baik. 

Sedangkan padasila kelima, Keadilan sosial bagiseluruh 
rakyat Indonesia. Merupakan salah satu tujuan negara 
Republik Indonesia selaku negara hukum. Penegakan 
keadilan akan membuat kehidupan manusia Indonesia, 
baik selaku pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai 
warga negara menjadi aman tentram dan sejahtera. 

Upaya untuk mencapai kearah itu memerlukan 
nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang 
menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh 
warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, suku, 
bahasa dan status sosial ekonominya. Setiap warga negara 
Indonesia harus diperlaukan adil sesuai dengan hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara. Adapun nilai-nilai 
yang tercermin dalam sila kelima sebagai berikut: 


1. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan 
keamanan nasional. 

2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta 
menghormati hak orang lain. 


3. Bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada 
orang lain 

4. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji 
yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana 
kekeluargaan dan kegotong-royongan. 
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5. Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik 
material maupun spritual. 


2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 


Pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A 
menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 
mepertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat (2) 
setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi. Pasal 28C. Ayat (1) Setiap orang berhak 
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia. Ayat (2) setiap orang berhak 
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negara. 

Pasal 28H (1) setiap orang berhak untuk sejahtera 
lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh layanan kesehatan, (2) setiap orang berhak 
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan. 

Pasal 28 I (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, 
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 
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dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 


Pada Pasal 28A ayat tentang hak hidup, merupakan 
kebutuhandasarhakasasimanusia yangharusdipertahankan 
bahkan dalam perjanjian internasional beberapa hak-hak 
politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya antara lain: 

1. Hak atas hidup 

2. hak atas kebebasan dan keamanan dirinya. 

3. hak atas keamanan di muka badan-badan peradilan, 

4. hak atas kebebasan berpikir, — mempunyai 
keyakinan (conscience), 


beragama. 

6. hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami 
gangguan, 

7. hak atas kebebasan berkumpul secara damai, dan 

8. hak untuk berserikat. 


Hak hidup pada poin a sejalan dengan tujuan syariah 
atau Magaashid Syariah yakni kewajiban memelihara jiwa 
yang (Hifzul an-Nafas). Hal ini juga diperintahkandalam al- 
guran pada OS al-An'am ayat 51 yang artinya:janganlah 
kamu membunuh jiwa yang dipelihara Allah kecuali secara 
hak. Allah melarang membunuh jiwa secara sengaja karena 
itu ancamannya adalah neraka jahannam. 


Terkait dengan hak sipil seperti hak atas hidup, maka 
orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah orang yang 
sengaja mengambil hak orang lain yang mengakibatkan 
orang-orang yang punya hak menjadi miskin, gizi buruk, 
busung lapar sehingga menyebabkan pada kematian, maka 
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orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah orang yang 
sengaja membunuh saudaranya sendiri. 


Sedangkan bentuk hak-hak asasi ekonomi, sosial dan 
budaya antara lain: 


1. hak atas pekerjaan 

2. hak untuk berserikat kerja 
3. hak atas pensiunan 
4 


. hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta 
keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan 
dan pendidikan. 


Pada BAB XI Pasal 29 menyatakan: 
1. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa 


2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu. 


Analisa penulis terkait Pasal 29 UUD 1945 tentang 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agama dan kepercayaannya itu. 


Karena zakat merupakan perintah Allah yang banyak 
disebutkan dalam Al-guran. Setiap perintah dalam al 
Ouran kalau dilaksanakannya merupakan ibadah, bila 
ditinggalkan akan mendapat dosa. Orang-orang yang 
mengeluarkan zakat selain perintah Allah, juga bagian 
dari pengamalan UUD 1945 terutama pada Pasal 29 ayat 
2 yang menjelaskan tentang ibadah. seseorang yang sudah 
menganut agama tertentu dengan segala konsekwensi 
harus mentaati aturan yang berlaku pada agama tersebut 
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Pada bab XIV Pasal 33 menyatakan 


1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
asas kekeluargaan 


2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh negara. 


3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 


Pada Pasal 33 ayat 3 bahwa Negara sangat berperan 
untuk mencptakan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyatnya. Dalam hal zakat maka amil dapat berperan aktif 
untuk membantu masyarakat dalam pengumpulan dan 
pendistribusian zakat. 


Selanjutnya Pasal 34 menyebutkan ” Fakir miskin 
dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Kata 
fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara, bahwa 
unsur-unsur yang ada dalam negara harus terlibat untuk 
memeliharanya seperti pemerintah dan masyarakat 


3. Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat. 


Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang 
tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan 
menjiwai keseluruhan pasalnya — adalah pengelolaan 
yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang 
melandasi kegiatan pengelolaan zakat di Negara ini, baik 
yang dilakukan oleh BAZNAS disemua tingkatan maupun 
Lembaga amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai 
kebutuhan perundang-undangan. 
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Secara garis besar Undang-Undang Nomor 23 tahun 


2011 tentang pengelolaan zakat terdapat pokok-pokok 
pikiran yang terdiri dari 11 bab dan 47 Pasal dengan 
substansi sebagai berikut: 


L. 


Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri 
dari 4 pasal yang mendifinisikan tentang beberapa 
peristilahan terkait pengelolaan zakat, azas-azas dan 
tujuan pengelolaan zakat, jenis zakat, prinsip tentang 
syarat dan perhitungan zakat. 


Bab II, tentang kelembagaan pengelolaan zakat, terdiri 
dari 16 bab Pasal (5-20), mengatur tentang kelembagaan 
dan tata kerja organisasi serta keanggotaan Baznas 
Pusat, maupun provinsi dan kabupaten/kota beserta 
tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat 
juga tentang ketentuan unit pengumpul zakat sebagai 
perpanjangan tangan Baznas pada instansi pemerintah 
maupun swasta, pengaturan tentang organisasi 
lembaga amil zakat, mekanisme perizinan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban LAZ kepada Baznas. 

Bab III, terdiri dari 9 Pasal (Pasal 21-29) yang mengatur 
tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, 
pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga 
diatur didalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, 
dan dana sosial keagamaan lainnya. 


Bab IV, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 30-33) yang mengatur 
tentang ketentuan pembiayaan bagi operasional Baznas 
dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil 
untuk keperluan-keperluan kegiatan operasional. 

Bab V, berisi 1 Pasal yakni Pasal 34 yang mengatur 
tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan 
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10. 
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oleh menteri agama, Gubernur dan Bupati/ Walikota 
terhadap Baznas dan LAZ disemua tingkatan. 
Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, 
dan edukasi. 


Bab VI berisi 1 Pasal (Pasal 35) yang mengatur tentang 
peran serta masyarakat berupa pembinaan dan 
pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ. 


Bab VII berisi 1 Pasal (Pasal 36) yang mengatur mengenai 
sanksi administratif yang ditujukan kepada lembaga 
setiap pengelola zakat yang terbukti melakukan 
pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian 
sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan ijin 
operasional. 


Bab VIII, terdiri dari 2 Pasal (Pasal 37-38) beri 
ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap 
penyalahgunaan dana zakat, infak dan sedekah 
maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan 
juga ditujukan bagi siapapun yang bertindak selaku 
amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan 
ataupun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat 
yang berwenang. 


Bab IX, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 39-42) yang mengatur 
tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara 
ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan 
penyelewengan dalam pendistibusian zakat. 

Bab X, berisi 1 Pasal (Pasal 43) yang memuat tentang 
ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Provinsi, 
kabupaten / Kota yangtelah ada sebelum undang-undang 
ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya 
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11. 


berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya 
kepengurusan baru bedasarkan Undang-Undang ini. 
Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh 
menteri menteri Agama sebelum diberlakukannya 
undang-undang ini dinyatakan sebagai LAZ berdasrkan 
Undang-undang ini, dan wajib menyesuaikan diri 
paling lambat 5 tahun terhitung sejak undang-undang 
ini diundangkan. 

Bab XI, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 44-47) berisi mengenai 
ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan 
perundang-undangan pengelolaan zakat dan peraturan 
pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 
tentang pengelolaan zakat dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentaangan dengan 
ketentuan dalam undang-undang ini. 


Menurut ketentuan Undang-undang, zakat terkumpul 


disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan 
kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menepatkan 
BAZNASsebagai koordinator. Peran kordinator merupakan 
satu kesenyawaan dengan integrasi. 


Dalam Bab I Pasal 1 menyatakan sebagai beikut 


1. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengkoordinasian 
dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat 

2. zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 
seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 
syariat Islam 
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10. 


11. 


infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang 
atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan 
umum 


sedekah adalah harta atau non harta yang 
dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha 
diuar zakat untuk kemaslahatan umum 


muzakki adalah seorang muslim atau badan 
usaha yang berkewajiban menunaikan zakat 
mustahik adalah orang yang berhak menerima 
zakat 


Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya di 
singkat BAZ NAS adalah lembaga yang melakukan 
pengelolaan zakat secara nasional 


Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat 
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat 
yang memiliki tugas membantu pengumpulan, 
pendistriusian, dan pendayagunaan zakat 


Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat 
UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk 
oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan 
zakat 

Setiap orang adalah orang perseorangan atau 
badan hukum 

Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang 
dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional 
dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam 


Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 
2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang 
terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi 
koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang 
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dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum 
menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam al- 
Our'an (at Taubah 103) dapat terpenuhi 


Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 bertujuan 
untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan 
sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan 
untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki 
legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem 
pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. 
Tugas dan tanggungjawab sebagai amil zakat tidak bisa 
dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat 
dengan kewenangan pemerintah untuk mengangkat amil 
zakat. 


BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan 
besar yang mengoftimalkan pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat untuk membantu meningkatkan 
kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kerja, 
pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban 
BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama.” 


Baznas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat 
bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan 
pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ 
kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten / 
kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 
masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat 
(LAZ). 


87 Integrasi pengelolaan zakat dalam UU no 23 tahun 2011, diaksespada 12 
Februari 2017 artikal ditulis oleh M. Fuad Nasr 
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Undang-Undang No 23 tahun 2011 pada bab III diatur 
tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan 
zakat dan pelaporan, muzakki melakukan penghitungan 
sendiri terhadap harta wajib zakatnya. 


Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang 
pelaksanaan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat, Peraturan Direktur jenderal Pajak 
Nomor 6 tahun 2011 tentang Pelaksanaan pembayaran dan 
pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan 
keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan 
dari penghasilan bruto dan Peraturan Daerah Provinsi NTB 
No 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 
Zakat, Infak dan Sedekah, Peraturan Daerah kabupaten 
Buol Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat 
Infag dan Sedekah di Kabupaten Buol, Peraturan Daerah 
Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Zakat. 


Selanjutnya pada peraturan Gubernur Nusa 
Tenggara Barat No 15 tahun 2016 tentang pedoman 
teknis penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan 
sedekah. 


Pada Bab II Pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan : 


a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan, 
pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infak dan 
sedekah 


b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan 
dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan 
sosial." 


88 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan 
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Pada bab III tentang penyelenggaraan dan pengelolaan 
zakat, infak dan sedekah Pasal 4 menyebutkan 


1. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh 
BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi 

2. BAZNAS Provinsi mempunyai hubungan kerja yang 
bersifat koordinatif, konsultatif, dan imformatif dengan 
BAZNAS kabupaten/kota 


Tentang pengumpulan zakat Pasal 5 menyebutkan 


1. 


Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara 
menerima atau mengambilnya dari muzakki. 
Pengelola zakat dapat bekerjasama dengan Bank 
dan lembaga keuangan lainnya dalam pengelolaan 
zakat 


Pada Bab IV tentang struktur organisasi BAZNAS 
Provinsi, Pasal 13 menyatakan 


1. 


Baznas Provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan 
pelaksana 


Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas ketua dan wakil ketua 


Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), terdiri atas unsur masyarakat, yang meliputi 
ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat 
Islam 


Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil 

Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal 
dari pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan 


zakat infak dan sedsekah. 
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6. 


Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh ketua 
BAZNAS Provinsi. 


Pasal 14 menyatakan: 


1. 


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS 

Provinsi mengumpulkan, mendistribusikan, 
dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah 
dapat membentuk jaringan pengumpulan, dan 
pendistribusian zakat, infak dan sedekah. 


Jaringan pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat, infak dan sedekah 
sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat dibentuk 
dimasjid-masjid. 

Dalam pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat dan sedekah sebagaimana 
disebut pada ayat (2) dapat melibatkan pengurus 
masjid setempat. 


BAZNAS Provinsi harus melaporkan hasil 
pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada 
gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) tahun 

BAZNAS Provinsi yang tidak melaporkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan 
sanksi peringatan tertulis 


Selanjutnya mengenai LAZ Provinsi, dituangkan pada 
pasal 16 sebagai berikut : 


1: 


LAZ Provinsi dibentuk atas prakarsa masyarakat 
yang bergerak di bidang kemaslahatan Umat 
Islam 
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2. LAZ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dibentuk dipondok-pondok pesantren 
atau organisasi kemasyarakatan Islam 


3. LAZ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat mengumpulkan, mendistribusikan, dan 
mendayagunakan zakat, infak dan sedekah 


4.  LAZ Provinsi harus melaporkan pelaksanaan 
pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat kepada Gubernur. 

5 LAZ, Provinsi harus melaporkan pelaksanaan 
pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat kepada masyarakat melalui 
media cetak dan elektronik. 


6. LAZ Provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan 
sanksi peringatan tertulis 

7.  LAZ Provinsi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dikenakan sanksi penghentian sementara dari 


kegiatan. 
Pada Bab VI tentang pengawasan Eksternal pasal 18 
sebagai berikut: 
1. Pengawasan atau pelaksanaan tugas BAZNAS provinsi 


dan LAZ provinsi dilakukan oleh pengawas eksternal 
Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berasal dari akuntan Publik, tokoh agama, 
tokoh masyarakat dan akademisi yang ditunjuk oleh 
gubernur. 
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3. 


Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksudpada ayat 
(2) melaksanakan pengawasan operasional kegiatan 
BAZNAS provinsi dan LAZ Provinsi 


4. Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 


(2) memiliki tugas 


a. Mengawasi pelaksanaan, pengumpulan, 
pendistriusian dan pendayagunaan zakat, infak, 
dan sedekah. 


b. Menyusun laporan dan mempublikasikan laporan 
keuangan tahunan yang telah diaudit 


c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kepada Gubernur. 


Tentang kesejahteraan sosial terdapat pada Pasal 27 UU 


No 12 Tahun 2011 tentang kesejateraan sosial. Tanggung 
jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial meliputi: 


1: 
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Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, 


Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan, 

Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada 
masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan 
sosial: 

Memelihara taman makam pahlawan, dan 
Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan 
kesetiakawanan sosial. 
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Mengenai wewenang pemerintah Provinsi Pasal 28 UU 
No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat menyatakan 
bahwa, 


Wewenang pemerintah provinsi dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: 


1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras 
dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang 
kesejahteraan sosial, 


2. Penetapankebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan 
sosial nasional: 


3. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan 
sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai 
dengan kewenangnannya, 


4. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial, 


5. Pemeliharaan taman makam pahlawan, dan 


6. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan 
kesetiakawanan sosial. 


Sedangkan tanggungjawab pemerintah kabupaten / 
kota tertuang pada Pasal 29. Tanggung jawab pemerintah 
kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan 
sosial meliputi: 

1. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, 


2. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas 
pembantuan, 
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Memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada 
masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan 
sosial: 


Memelihara taman makam pahlawan, dan 


Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan 
kesetiakawanan sosial. 


Sedangkan yang menjadi Wewenang pemerintah 


kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial meliputi: 


1, 


Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan 
pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial, 
Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial di wilayahnya, 

Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan 
sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai 
dengan kewenangannya, 

Pemeliharaan taman makam pahlawan, dan 
Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan 
kesetiakawanan sosial. 


Selanjutnya tentang sanksi bagi anggota masyarakat 


atau petugas Amil yang tidak melaksanakan sesuai amanah 
Undang-undang. Hal ini terdapat dalam UU No 23 tahun 
2011 tentangpengelolaan zakat, Pada bab VII tentangsanksi 
administratif Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa: 
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pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 19, Pasal 23, ayat (1) Pasal 
28 ayat (2), (3) serta Pasal 29 ayat (3) dikenakan 
sanksi administrativ berupa : Peringatan tertulis, 


e Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


Penghentian sementara dari kegiatan dan atau, 
Pencabutan izin 


1. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
peraturan pemerintah 


Yang dimaksud dalam Pasal 19 yang diberikan 
sanksi apabila Lembaga Amil Zakat tidak melaksanakan 
kewajibannya yakni melaporkan pelaksanaan, 
pengumpulan, pendistribusian, — dan pendayagunaan 
zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. 
Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa 
BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran 
zakat kepada setiap Muzakki. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) 
pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan 
dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan 
dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh 
pemberi. Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) menyatakan: LAZ 
wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan 
zakat, infak, sedekahdan dana social keagamaan lainnya 
kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. 


Dari semua pasal yang membahas tentang sanksi, tidak 
ada satu pasalpun yang menyatakan sanksi bagi muzakki 
bila tidak membayar zakat. 


Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat 
Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Adapun 
landasan yuridis terdapat pada BAB XI Pasal 29 ayat (2) 
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
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menurut agamanya dan kepercayaannya.” bahwa negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaanya itu. 


Berdasarkan UU. RI. No 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 
1 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 


Salah satu indikator kemajuan zakat di Indonesia 
yaitu terjadi peningkatan penghimpunan zakat, termasuk 
infag dan sedekah, yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. 
Berdasarkan data dari tahun 2011 mencapai 1,729 triliun. 
Angka ini mengalami kenaikan 15,3 persen dibanding 
tahun sebelumnya, dan naik 25 kali lipat jika dibanding 
dengan data pada tahun 2002. Ini menunjukkan bahwa 
tren kepercayaan berzakat masyarakat melalui institusi 
amil terus mengalami peningkatan.” 


Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah 
Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS). BAZNAS ini berkedudukan di Ibu kota Negara. 
Merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang 
bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden 
melalui Menteri. Fungsi BAZNAS sebagai berikut: 

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan Zakat 

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan Zakat 


89 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 cetakan ke 14, bab XI Pasal 
29 ayat (2) 

90 Nurul Huda, Zakat perspektif Makro-Mikro pendekatan Riset, 
Prenadamedia Grouf, Jakarta, 2015, hlm. 26 
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3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan Zakat 

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
pengelolaan Zakat. 


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS 
dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan 
hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden 
melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun. 


BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota terdiri dari: 
8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur 
pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, 
tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur 
pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang 
berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin 
oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. 


Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 
masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). 
Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau 
pejabat yang dibentuk Menteri. 

Izin tersebut dapat dipenuhi apabila telah memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang 
mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial 

2. Berbentuk lembaga berbadan Hukum 
Mendapat rekomendasi dari BAZNAS 


4. Memiliki pengawasan syariat 
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5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan 
keuangan untuk melaksanakan kegiatannya 


6. Bersifat Nirlaba 


7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi 
kesejahteraan 


8. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala 


Dilihat dari persyaratan lembaga amil zakat yang 
dapat membantu BAZNAS, organisasi kemasyarakatan 
Islam yang mengelola pendidikan, dakwah dan sosial. 
Maka menurut penulis lembaga yang bisa menjadi LAZ 
perguruan tinggi keagamaan Islam, pondok Pesantren yang 
ada lembaga pendidikan, serta ormas Islam, sedangkan 
oramas Islam yang ada di Pulau Lombok NTB seperti (NU, 
NW dan Muhammadiah) 


4. Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang 
pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 tahun 2011 
tentang Pengelolaan zakat. 


Pada Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan 
umum tentang Baznas dan LAZ yang tercantum pada bab 
pertama, kedudukan tugas dan fungsi Baznas pada bab 
kedua, keanggotaan dan tata cara pengangkatan pada bab 
ketiga, kemudian tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua 
serta tata cara pemberhentian dan tata cara penggantian 
antar waktu, organisasi dan tata kerja pada bab ke empat, 
organisasi dan tata kerja sekertariat baznas pada bab kelima, 
mengenai lingkup dan kewenangannya pada bab keenam, 
sedangkan persyaratan organisasi mekanisme perizinan dan 
pembentukan perizinan Laz pada bab ketujuh, pembiayaan 
baznas dan penggunaan hak amil pada bab kedelapan, 
pelaporan pertanggungjawaban Baznas dan Laz pada 
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bab kesembilan, sanksi administratif bab kesepuluh, dan 
ketentuan penutup pada bab kesebelas. 


5. 


Peraturan Daerah Provinsi NTB No 9 Tahun 2015 
Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat, Infak 
dan Sedekah. 


Ada beberapa pertimbangan Pemerintah Daerah 


Provinsi NTB mengeluarkan Perda ini antara lain: 


L. 


Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat 
Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan 
pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang 
potensial sebagai upaya mengurangi kemiskinan, 
meningkatkan kesejahteraan, dan pemberdayaan, 


Bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu 
terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil 
guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan 
masyarakat, 


Mayoritas masyarakat provinsi NTB agalah pemeluk 
agama Islam dengan semangat keagamaan yang 
tinggi, 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf 
a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 


Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, infak dan 
Sedekah: 


Selanjutnya yang menjadirujukan dalampembentukan 


perda ini adalah : 


1. 
2. 


Pasal 18 ayat (6) UUD Negara tahun1945 


Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
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Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI 
tahun1958Nomor 115, Tambahan LN RI Nomor 1649) 


3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lembaran Neara RI tahun 2011 
Nomor 115, TLN RI Nomor 5255) 


4. UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(LN RI Nomor 244, tahun 2014. TLN RI Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua 
atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintah Daerah. 


5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang 
pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat (LN RI tahun 2011 nomor 38, TLN 
RI nomor 5508. 


Analisa penulis terhadap Peraturan Daerah Provinsi 
NTB Nomor 9 tahun 2015 tentang penyelenggaraan 
dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Pada paragraf 
kedua pengumpulan zakat, Pasal 5 ayat (1) berbunyi 
pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima 
atau mengambilnya dari muzakki, ayat (2) pengelola zakat 
dapat bekerjassama dengan bank dan lembaga keuangan 
lainnya dalam pengelolaan zakat. 


Pada Pasal 5 ayat 1 bersifat fasif karena untuk 
memperoleh dana zakat tersebut amil hanya menerima 
tidak mendata dan mencari, atau mengambilnya. Kata 
mengambil disini harus jelas barang yang diambil, apa yang 
mau diambil ssementara amil belum pernah mendata para 
muzakki. 


90 Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


Menurut penulis Pasal 5 ayat (1) berbunyi pengumpulan 
zakat dilaksanakan melalui tahapan pendataan harta 
wajib zakat, kemudian disetor atau dikumpulkan kepada 
BAZNAS atau LAZ yang ditunjuk sesuai dengan wilayah 
masing-masing. 

Kemudian ayat (2) seharusnya berbunyi ” Pengelola 
zakat dapat bekerjasama dengan semua pihak dalam 
hal mensosialisasi zakat, mendata, mengumpulkan serta 
mendistribusikan sesuai dengan azas dan ketentuan yang 
berlaku. Azas yang saya maksud adalah azas keadilan, 
keseimbangan dan pemerataan, ketentuan yang 
berlaku maksudnya sesuai dengan syariat Islam dengan 
megutamakan urutan yang sangat prioritas dalam 
pendistribusianya. 


Pada peraturan Daerah Provinsi NTB, maupun 
peraturan Gubernur penulis tidak menemukan sanksi 
baik bagi amil maupun bagi muzakki. 


6. Peraturan Gubernur NTB No 15 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Zakat, infak dan Sedekah. 


Pada peraturan Gubernur terdiri dari delapan Bab 
antara lain: Bab I ketentuan umum 1 pasal (Pasal1), bab II 
azas dan tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, 
infak dan sedekah berdasarkan azas syariat Islam, amanah, 
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan 
akuntabilitas 2 pasal (pasal 2-3), bab III Penyelenggaraan 
dan pengelolaan zakat , infak dan sedekah 9 pasal paragraf 
pertama tentang penyelenggaraan, paragraph kedua 
pengumpulan zakat, paragraph ketiga pengumpulan 
infak dan sedekah, paragraph keempat tentang mustahik, 
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paragraph kelima kewajiban muzakki dan pendayagunaan 
(pasal 4-12), bab IV Struktur organisasi BAZNAS Provinsi 
3 pasal (pasal 13-15), bab V Lembaga Amil Zakat Provinsi 
2 Pasal (pasal 16-17), bab VI Pengawasan Eksternal 2 pasal 
(pasal 18-19), bab VII Pembiayaan 1 pasal (20), bab VIII 
Ketentuan Penutup 2 pasal (pasal 21-22) 


Peraturan Gubernur No 15 tahun 2016 ini merupakan 
turunan dari UU no 23 tahun 2011 dan PP No 14 tahun 2014 
memiliki tujuan yang sama dalam pengelolaan berasaskan 
keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan dalam 
pengelolaan, seperti keadilan dalam perekrutan pengurus 
komisionerdari tingkat pusat sampai tingkat daerah 
maupun keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian. 


7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No 1 
tahun 2012 


Beberapa pertimbangan Bupati Lombok Barat 
mengeluarkan peraturan Daerah pengelolaan zakat antara 
lain: 1) kewajiban membayar zakat sebagai rukun Islam 
yang ketiga merupakan syariat Islam yang wajib ditunaikan 
oleh setiap orang dan badan usaha yang dimiliki oleh orang 
Islam yang berkecukupan dan mampu. 2). Zakat disamping 
merupakan ibadah yang bernilai agama juga bernilai sosial 
yaitu merupakan sumber dana yang potensial dalam 
upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat/umat untuk 
mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. 3) 
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a 
dan b, maka dipandang peru membentuk peraturan daerah 
tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. 
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Selanjutnya yang menjadi rujukan bupati Lombok 


Barat dalam pembuatan dan penetapan peraturan Daerah 
ini adalah sebagai berikut, 


1 


UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
UUNOo 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No 
32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (lembaran 
Negara RI Tahun 2008 No 59, tambahan LN RI No. 
4844 


Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang 
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI Nomor 
4437. 


Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang 
kesejahteraan sosial lembaran Negara RI tahun 2009 
No 12. Tambahan Lembaan Negara RI No. 4967 


Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat (Lembaran Negara RI Nomor 115, Tambahan LN 
RI Nomor 52550. 

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 
8 tahun2008 tentang urusan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Barat Nomor 8) 


Pada bab I Pasal 4 pengelolaan zakat, infak dan 


sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengkordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian 
dan pembayaran zakat. 
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Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 
seseorang muslim atau badan Usaha untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat 
Islam. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha 
yang berkewajiban menunaikan zakat. 


Pada perda Kabupaten Lombok barat sebanyak dua 
belas bab yang membahas tentang: ketentuan umum pada 
bab pertama, kewajiban menunaikan zakat bab kedua, harta 
yang terkena zakat bab ketiga azas dan tujuan pengelolaan 
zakat bab keempat, organisasi pengelola zakat bab kelima, 
pengumpulan zakat infak dan sedekah, bab keenam 
pemanfaatan zakat infak dan sedekah, pada bab ketujuh 
pengawasan dan pelaporan bab kedelapan tentang sanksi, 
bab kesembilan ketentuan penyidikan, bab kesepuluh 
ketentuan lain-lain, bab sebelas dan duabelas ketentuan 
penutup. 

Perda ini ditandatangani pada tanggal 12 Februai 2012 
yang diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012 pada 
masa pemerintahan H. Zaini Aroni sebagai Bupati Lombok 
Barat. 


B. Pengaturan Zakat Menurut Hukum Islam. 


Dalam Hukum Islam penulismencantumkanperaturan 
zakat yang terdapat dalam algur'an, Hadits dan pendapat 
para sahabat. Pengaturan zakat menurut Islam diawali dari 
al-gur'an yang diturunkan 1438 tahun yang lalu kemudian 
hukum positip mulai pada zaman setelah Indonesia 
Merdeka sekitar 72 tahun yang lalu, pengaturan menurut 
Islam meliputi Al-Gur'an, Sunnah (Hadits), dan pendapat 
para ulama. Selain itu juga dalam Al-guran menjelaskan 
tentang falsafah pancasila. Sebagaimana disebutkan dalam 
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OS Al-Bagarah ayat 3 artinya: Mereka yang mengakui 
adanya Tuhan (yang beriman)" kepada yang Ghaib,” 
mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki” 
yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat ini yang 
menjadi dasar sebelum merumuskan pancasila terutama 
sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini 
merupakan pernyataan ketauhidan Manusia kepada sang 
Pencipta (Khalik) terutama umat Islam. 


Ayat tersebut setelah menjelaskan tentang keesaan 
Tuhan, dilanjutkan dengan perintah mendirikan sholat dan 
menafkahkan sebagian dari rizki yang dikaruniakan Allah 
untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. 


Dalam al-Guran terdapat 32 kata zakat, bahkan 
sebanyak 82 kali diulang dengan memakai kata-kata 
yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. 
Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat 
mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat 
penting.” Dari 32 kata zakat yang terdapat didalam al- 
gur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata sholat. 
Hal ini memberikan isyarat tentang eratnya hubungan 
antara ibadah zakat dengan ibadah sholat. Ibadah sholat 


91 Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan 
penyerahan jiwa. Tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki 
oleh iman itu 

92 Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. Percaya kepada 
yang ghjaib yaitu, mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat 
ditangkap oleh pancaindera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, 
seperti: adanya Allah, Malaikat-Malaikat, Hari akhirat dan sebagainya 

93 Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebagian 
rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzkikan oleh Tuhan kepada 
orang-orang yang disyari atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. 

94 Abdurrahman Gadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Raja 
Grapindo Persada, Jakarta, 1998 hlm, 43 
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merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan, 
sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan 
dan sesama manusia. 


Nash-nash al-gur'an tentang zakat diturunkan dalam 


dua priode, yaitu priode Mekah sebanyak 8 (delapan) ayat 
diantaranya surat al Muzammil (73) ayat 20, al-Bayyinah 
ayat 5, surat al-Bagarah (2) ayat 43, surat al Maidah (5) 
ayat 12.” 


Al-gur an menampilkan kata zakat kedalam tiga gaya 


bahasa (uslub) yaitu: 


1. 
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Menggunakan Ushlub Insyani, berupa perintah, seperti 
pada surat al-Bagarah ayat 43, 83, dan 110, surat al 
Ahzab (33), ayat 78, surat al-Hajj (22) ayat 56 surat an 
Nuur, surat al-Muzammil 20 yang menggunakan atau. 


Menggunakan Ushlub Tagrib (motivatif), yaitu suatu 
dorongan untuk tetap mendirikan sholat dan membayar 
zakat yang merupakan ciri orang yang benar Iman dan 
Tagwanya, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh 
ganjaran berlipat ganda dari SWT.” 


Menggunakan Ushlub Tarhib (intimidatif/ peringatan) 
yang ditujukan bagi orang-orang yang suka 
menumpukkan harta kekayaan dan tidak mau 
mengeluarkan zakatnya. Orang-orang seperti itu 
diancam dengan azab yang sangat pedih yaitu akan 
dibakar dahi, lambung dan punggung mereka dengan 
batangan emas dan perak yang dipanaskan dengan api 
neraka Jahannam” 


95 Ibid hlm 44 
96 OS. Albagarah 277 
97 OS. Attaubah 34-35 
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4. Menggunakan Ushlub madh (pujian/sanjungan) yaitu 
pujian/ tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan 
zakat. Mereka disanjung sebagai penolong yang disipati 
dengan sifat ketuhanan, kerasulan, dan orang-orang 
yang beriman, karena kesanggupannya memberikan 
harta yang disenanginya berupa zakat kepada orang 
lain. Al maidah 55” 

Dari semua ayat yang menjelaskan tentang zakat, 
memiliki pesan moral bahwa umat Islam harus bisa 
memberi, membagi, menolong serta bisa membahagiakan 
semua orang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 
surat An-Nisa ayat 9 yang artinya : janganlah engkau 
meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Ayat inilah 
yang menjadi dasar orang Islam harus bekerja keras untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga dalam segala aspek seperti 
: pendidikan, kesehatan, keahlian, ekonomi, keimanan dan 
ke Islaman. 


Berdasarkan terjemahan tersebut, manusia harus 
bekerja, berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan 
keluarga. Karena itu Islam dilarang meninggalkan generasi 
dalam keadaan lemah, maka keharusan umat Islam 
bekerja menjadi wajib mencari nafkah untuk keluarga 
dan generasinya. salah satu tujuan umum pengembangan 
hukum Islam adalah maslahah, memberikan kemaslahatan 
kepada manusia. 


Dalam konteks maslahah yang terkait dengan zakat 
adalah memelihara harta (Hifzul maal). Salah satu upaya 
untuk membersihkan harta adalah dengan mengeluarkan 


98 Ibid hlm 48 
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zakat. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang bersumber 
dari proses yang halal. 


Grafik perkembangan ekonomi umat Islam harus 
meningkat, hal ini tergambar dalam urutan rukun Islam 
dari membaca dua kalimat sahadat, sholat, Zakat, puasa 
dan hajji. Secara ekonomi kelompok pertama membaca 
dua kalimat sahadat siapapun boleh membaca dan tidak 
membutuhkan biaya. Rukun Islam yangkedua adalah sholat, 
dari sisi ekonomisudah mulai ada peningkatan karenasyarat 
sah sholat adalah menutup aurat (menggunakan pakaian 
yang suci dan bersih) sehingga harus bisa dibedakan mana 
pakaian tidur, pakaian sholat, pakaian bermain atau olah 
raga, karena sholat harus tetap suci tempat dan pakaian. 
Setelah mendirikan sholat dilanjutkan dengan rukun Islam 
yang ketiga yaitu zakat. 


Dalam konteks ekonomi dan sosial orang yang 
mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang menyadari 
kewajiban, memiliki kelebihan harta serta memperhatikan 
kehidupan sosial masyarakat disekitanya. Upaya 
pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah menunjukan 
keadilan dalam distribusi ekonomi. 


Banyak ayat yang terdapat dalam al-guran yang 
menjelaskan tentang keadilan, selanjutnya teori keadilan 
menurut Islam seperti Muntahari dalam bukunya Zaki 
Fuad halil mengartikan keadilan dalam Islam ada empat 
antara lain: pertimbangan atau keadaan seimbang dan 
tidak pincang, dalam masyarakat harus mempertimbankan 
secara bijak berbagai keperluan yang ada, kemudian 
menentukan pertimbangan untuk berbagi keperluan.” 


99 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi pendapatan dalam Islam, 
Erlangga, 2009, hlm.192 


98 «Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


Keadilan adalah persamaan (musawah, egalite) peniadaan 
diskriminasi terhadap perbedaan apapun, perlakuan yang 
sama terhadap orang yang mempunyai hak yang sama. 
Keadilan juga berarti pemberian perhatian pada hak-hak 
pribadi dan pemberian hak kepada siapa yang berhak, yang 
terakhir adalah keadilan dari Tuhan, yaitu keadilan dalam 
melimpahkan rahmatnya kepada manusia. 


Salah satu prinsip dan tujuan hukum Islam adalah 
keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya, keluarga 
maupun terhadap orang lain. (Os An-Nisa 135, al- Maidah, 
8, al-An'am : 152, dan al Hujurat, 9). 

Ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang membedakan 
dengan hukum yang lain adalah: bersumber dari wahyu, 
berdasar prinsip akidah, bersifat universal dan diciptakan 
kepentiingan untuk seluruh umat (Islam Rahmatan lil 
'alamiin), memberikan sanksi di dunia dan sanksi di 
akhirat, mengatakan kebersamaan yang seimbang antara 
kepentingan individu dan masyarakat, dinamis dalam 
menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu 
dan tempat, bertujuan mencipakan kesejahteraan didunia 
dan akhirat." 


1. Pengaturan zakat dalam al-gur'an 

Secara rinci beberapa ayat dalam al Our'an yang 
menjelaskan tentangperintah berzakat, infag dan sedekah'" 
antara lain: 


a. Sumber hukum zakat pada Os. Al Bagarah mulai ayat 3 


100 Suparman Usman, Hukum Islam azas-azas pengantar studi hukum Islam 
dalam tata hokum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.hlm.64 

101 Surat-surat dan ayat dalam al-guran belum diurutkan sesuai dengan 
urutan surat dan urutan ayat dari yang terkecil. 
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(F) akik KA) 3 LAI Oak HAL Doa 
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib , yang 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka.” 


Berdasarkan ayat tersebut bahwa antara Iman dan 
Islam tidak bisa dipisahkan tapi harus sejajar, seimbang. 
Setelah terjadi keseimbangan antara Iman dan Islam baru 
dilanjutkan dengan amal berupa memberikan sebagian 
dari rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada sesama 
manusia berupa zakat. 


Selanjutnya dalam surat Al bagarah ayat 110 
menyebutkan 


ba » Sat Pa Kg ASI AT SLS 3, 


(OA at BL GNI Ke id 


“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan 
kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, 
tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. 
Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu 
kerjakan.” 


Pada ayat ini menjelas perintah sholat seimbang juga 
dengan perintah berzakat, semakin rajin sholat semakin 
rajin berzakat infak dan sedekah. Mendirikan sholat 
merupakan kehalehan individu, sedangkan zakat kesalehan 
individu dan sosial. 


102 OS. Albagarah 2 : 3 
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Pada Os Al-Bagarah 195 menyatakan 


3, SN 3! Su hal & bm 3 bas 
(142) Ta La al S| 


“Dan belanjakanlah (harta bendantu) ) Fi jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” 


sia ba e Sstt Lb 3 Opik SL Dpt 
Ia Lag SI - ea AN, 2 


(Yo) Bea Ip 
215. Mereka bertanya tentangapa yang mereka nafkahkan. 
Jawablah: “Apasaja harta yangkamunafkahkanhendaklah 
diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu 
buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. 


Penekanan dalam ayat ini ketika memberikan nafkah 


hendaklah mendahulukan kedua orang tua (Ibu dan Bapak), 
kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang dalam 
perjalanan. Orang dalam perjalanan melaksanakan ibadah 
seperti haji/ musafir dan orang yang sedang menuntut ilmu 
berhak mendapatkan zakat. 


2 Oia Da2 an TON NT uana 383 8 aa 
Ulas d aselani 3 ul Lo All A3 SIN 15 ap 
ko oa 9 


(149) SA Ih, j3 ai AG Ta 
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245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 
Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di 
jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 
Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan 
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. 


o- - 


Bo 


SN EA ben ti da sa uu 
(Y) SAI 4a oya, Ara NArIPa Y, 43 


254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di 
jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan 
kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak 
ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at" , Dan 
orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. 


ae 3 segi daki sa 


s2 Bata du is Ir 9 Jaa ga 


(TT) ae al Ag Lah 
261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 


Pada surat al-Bagarah 261 disini dicantumkan rumus 
perhitungan bagi orang-orang yang berinfak dengan 
kelipatan 1:7: 100. Berikut ini Contoh perhitungan bagi 
orang-orang yang bersedekah. 
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Untuk menghitung zakat fitrah, zakat maal, zakat 
tijarah, maupun zakat profesi sebaiknya mempergunakan 
matematika yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Os. 
Al-Bagarah 245 dan 261. Dalam penerapan ayat tersebut 
penulis membuat contoh perhitungan zakat profesi. 

Contoh perhitungan zakat penghasilan (gaji/ profesi) 

Jumlah penghasilan perbulan Rp.3.000.000,-bila yang 

di-keluarkan itu adalah zakat gaji atau profesi maka 

3.000.000,- x 2,5 Yo — Rp. 75.000,- 

Hitungan matematika ekonomi uang yang dikeluarkan 

pasti berkurang sehingga: 

3.000.000 — Rp 75.000 — 2.925.000.(uang yang tersisa) 

Rp.3.000.000,- - Rp. 75.000- Rp.2,925.000,- 

— 2.925.000 - (Rp 75.000 x 7) 

— 2.925.000 t Rp 525.000 — 3.450.000,- 

Jadi uangyangdikeluarkan75.000tersebut, kelihatannya 

berkurang, tapi pada dasarnya bertambah. uang yang 

dikeluarkan 75.000 dikalikan 7 — 525.000,- 

Contoh II 

Jumlah penghasilan perbulan Rp.3.000.000,-bila yang 

dikeluarkan itu adalah zakat gaji atau profesi maka 

3.000.000,- x 2,5 Yo — Rp. 75.000,- 

Hitungan matematika ekonomi uang yang dikeluarkan 

pasti berkurang sehingga: 3.000.000 — Rp 75.000 — 

2.925.000.(uang yang tersisa) Hitungan matematika 
zakat 

Rp.3.000.000,- - Rp. 75.000- Rp.2,925.000,- 

— 2.925.000 # (Rp 75.000 x 100) 


Anatomi Hukum zakat di Indonesia e 103 


2-2. 


925.000 4 Rp 7.500.000 — 10.425.000,- 


Jadi uang yang dikeluarkan 75.000 tsb, kelihatannya 
ber-kurang, tapi pada dasarnya bertambah . uang yang 
dikeluarkan 75.000 dikalikan 100 — 7.500.000,- (angka 
7 dan 100 berawal dari Os. Al-Bagarah 261) 


Selanjutnya etika dalam bersedekah tidak boleh 


menyebut pemberian, tidakmenyakiti perasaan sipenerima. 
Hal ini dijelaskan dalam firman Allah. '” 


104 


HA le SPS Re Kla A3 
(Tx) 54 


262. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 
Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang 
dinafkahkan itu menyebut-menyebut pemberiannya dan 
dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada 


kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih. 


Ba 


& wlg Pa Drsen Bas e pa San, 23 Kp 


(“1”) — 


263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih 
baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang 
menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi 
Maha Penyantun. 


103 OS. Al-Bagarah,2: 262 
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Ja Ush AN OLS Basi SAT Opi) God Ji 
Inkko WIT CU Jul Lilo Baip JS Temat 

(YO) Ieai Os Lal Ulas Jap eiap Ob 
265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 
hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk 
keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang 
terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, 
maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. 
Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis 
(pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu 
perbuat. 


2. Peraturan zakat menurut al Hadits 


Nabi Muhammad SAW, diutus 'Tuhan kedunia ini 
dengan tujuan antara lain memperbaiki akhlak manusia 
yang ketika itu sudah mencapai ambang batas kerusakan 
yang sangat membahayakan bagi masyarakat. kerusakan 
tersebut terutama disebabkan oleh sikap dan prilaku 
golongan penguasa dan pemilik modal yang umumnya 
bersikap  dzalim dan sewenang-wenang. orang kaya 
mengeksploitasi golongan lemah dengan berbagai cara 
sepertisistem riba, berbagaibentuk penipuan, dan kejahatan 
ekonomi lainnya. 


NabiIsa ketikamasih dalambuaiantelahmenyampaikan 
suatu ucapan sebagaimana tertera dalam surat Maryam 
ayat 31 yang artinya: Dan dia (Allah) memerintahkan 
kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama 
aku hidup. 
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Imam Bukhari Muslim telah menghimpun hadis-hadis 
yang berkaitan dengan zakat, diantara hadis yang paling 
populer mengenai zakat adalah: Bunial Islamu ala khamsin 
syahadatu allailaahailallah waannah Muhammadarrasulullah 
waigamisholah waaitaa izzakah walhajju washaumaromadona 
: hadis tersebut sebagaian dari nash as-shunnah yang 
bersipat umum yang menegaskan tentang kewajiban zakat 
mal dan zakat fitrah. Sedangkan beberapa hadis lainya 
bersipat umum menjelaskan sub-sub masalah zakat seperti 
jenis harta yang wajib dizakati, nishab, khaul, asnaf delapan 
dan hal-hal yang berkaitan dengannya. '“ 


3. Peraturan Zakat menurut Ijma” 


Setelah Nabi SAW. Wafat, maka pimpinan 
pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddig yang 
bernama lengkap Abdullah ibn Abu Kuhafah Al-Tamimi 
terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan 
pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. 
Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung dua 
tahun, banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang 
berasal dari kelompok murtad, nabi palsu dan pembangkan 
zakat, Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang 
yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar. 
Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat 
memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat serta 
mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang 
yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan 


mereka sebagai orang murtad. '” seterusnya pada masa 


104 Abdurrahman Oadir, hlm : 48 
105 Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar, al Zakah wa 
tathbigatuhaal-muasshirah Dar al-Wathan, Riyadh, cet 11, 1414, hlm.36 
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tabiin dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah 
melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional 
zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. "'ketika 
terpilih sebagai khalifah Abu Bakar pernah berkata ” 
seluruh kaum muslimin telah mengetahui bahwa hasil 
perdaganganku tidak mampu mencukupi keluarga, namun 
sekarang aku dipekerjakan untuk mengurus kepentingan 
kaum Muslimin”, sejak menjadi khalifah Abu Bakar diurus 
dengan menggunakan harta Baitul Mal. Sebuah riwayat 
Abu Bakar hanya boleh mengambil 2,5 atau Y4 dirham 
setiap harinya dari Baitul mal dengan tambahan makanan 
berupa daging domba dan pakaian biasa, setelah berjalam 
bebeapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang 
mencukupi, oleh karena itu tunjangan untuk Abu Bakar 
ditambah menjadi 2000 sampai 2500 dirham bahkan 6000 
dirham pertahun'”. 


Selanjutnya pada masa Umar bin al-khattab yang 
berlangsung selama sepuluh tahun, Umar ibn al-Khattab 
banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi 
jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syiria, 
Palestina dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia 
termasuk Irak. Karena perluasan daerah terjadi dengan 
cepat Umar ibn al Khattab segera mengatur administrasi 
negara dengan mencontoh Persia. Administrasi negara 
diatur menjadi delapan wilayah Provinsi, Makkah, Madinah, 
Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, palestina dan Mesir. 


Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan 
Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, 


106 Abdurrahman Gadir, hlm. 49 
107 Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Raja 
Grapindo Persada, Jakarta, 2004 : 55 
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pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat 
signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk 
mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, 
efektif, dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan 
para tokoh / pemuka sahabat, khalifah Umar ibn al Khattab 
mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta 
baitul mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap 
sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya 
disediakan dana cadangan. Cikal bakal lembaga Baitul Mal 
yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah 
Saw. dan di diteruskan oleh Abu Bakar al-shiddig, semakin 
dikembangkan fungsinya — pada masa pemerintahan 
khalifah Umar ibn Al-Khattab sehingga menjadi lembaga 
yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi Baitul 
Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang 
tertata baik dan rapi merupakan konstribusi terbesar yang 
diberikan oleh khalifah Umar ibn al-Khattab kepada dunia 
Islam dan kaum Muslimin." 

Dalam catatan sejarahpembangunaninstitusi BaitulMal 
dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika 
itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa 
harta hasil pengumpulan pajak al-kharraj sebesar 500.000 
dirham. Halini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena jumlah 
tersebut sangat besar, khalifah Umar mengambil inisiatif 
memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat 
terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut, 
setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah 
Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta 
Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk 


108 Adiwarman A Karim..hlm.59 
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keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun 
berbagai kebutuhan umat lainnya. '” 


Menurut Khalifah Umar, Baitul Mal dianggap sebagai 
harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil 
berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, 
negara bertanggungjawab untuk menyediakan makanan 
bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, 
membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar 
utang orang-orang yang bangkrut, membayar uang diat 
untuk kasus-kasus tertentu. 


Khalfah Umar bin Khattab juga membuat ketentuan 
bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam 
mengelola harta Baitul Mal. Ditingkat provinsi, pejabat yang 
bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung 
padda Gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh 
dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggungjawab 
langsung pada pemerintah pusat. 


Untuk mendistribusikan harta baitul Mal, khalifah 
Umar ibn Khattab mendirikan beberapa departemen yang 
dianggap perlu seperti: 


1. Departemen Pelayanan Militer, berfungsi untuk 
mendistriusikan dana bantuan kepada orang-orang 
yang terlibat dalam peperangan, besarnya jumlah 
bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga 
setiap penerima dana 


2. Departemen kehakiman dan Eksekutif, bertanggungjawab 
pada pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif, 
besarnya gaji ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji 
yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya 


109 Ibid hlm. 60 
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agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang 
diberikan harus sama dan kalaupun terjadi perbedaan. 
Hal itu tetap dalam batas-batas kewajara. 


3. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam, 
meberikanbantuandanabagipenyebardanpengembang 
ajaran Islam beserta keluarganya seperti guru dan juru 
dakwah. 


4. Departemen jaminan sosial, berfungsi — untuk 
mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir- 
miskin dan orang-orang yang menderita. 


Bersamaan dengan reorganisasi lembaga Baitul Mal, 
sekaligus sebagai perealisasian salah satu fungsi negara 
Islam, yakni jaminan sosial, khalifah Umar membentuk 
sistem diwan yang menurut pendapat terkuat, mulai 
dipraktikkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H, dan 
menunjuk sebuah komite nassab ternama yang terdiri 
dari Agil bin Abi thalib, Mahzamah bin Naufal, dan Jabir 
bin Mut'im untuk membuat laporan sensus penduduk 
sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongan. Daftar 
tersebut disusun secara berurutan dimulai dari orang- 
orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan 
Nabi Muhammad Saw, kaum wanita, anak-anak dan para 
budak juga mendapat tunjangan sosial. Jumlah tunjangan 
yang diberikan berpariasi setiap tahun sebagaimana pada 
tabel berikut: 


No Penerima Jumlah 
1 Aisyah dan Abbas ibn Abdul | Masing? 12.0001 
Muttalib dirham 
2 Para Istri Nabi selain Aisyah Masinga 1000 
dirham 
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Ali, Hasan, Husain, dan para pejuang Masing2 5.000 dirham 


Badar 

4 Pejuang Uhud “dan. IWlran “Ke Masing2 4.000 dirham 
Abshina 
Kaum Muhajirin sebelum peristiwa : 1 

5 Fstu Makkah Masing2 3.000 dirham 


Para putra-putri pejuang Badar, 
orang-orang yang memeluk Islam, 
anak-anak kaum muhajirin dan 
6 Anshor, para pejuang perang | Masing2 2.000 dirham 
Oadisiyyah, Uballa, dan orang- 
orang yang menghadiri perjanjian 


Hudaibiyah 

8 Orang | Mekkah yang bukan 800 dirham 
Muhajirin 

9 Warga Madinah 25 dinar 

10 Kaum muslimin yang tinggal di 200-300 dirham 
Yaman, Syiria dan Irak 

11 | Anak-anak yang baru lahir 100 dirham 2 


Dengan demikian khalifah Umar ibn Khattab 
menerapkan prinsip keutamaam dalam mendistribusikan 
harta Baitul Mal, berpendapat bahwa kesulitan yang 
dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam 
menetapkan bagian sesorang dari harta negara dan 
karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta 
tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan 
Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik- 
baiknya. 

Kebijakan khalifah umar tersebut mengundang reaksi 
dari salah seorang sahabat yang bernama hakim bin 
Hizam. Menurutnya, tindakan Umar memciu lahirnya 
sifat malas dikalangan para pedangan yang berakibat fatal 
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bagi kelangsungan hidup mereka sendiri jika suatu saat 
pemerintah menghentikan kebijakan tersebut. '" 


Beberapa peraturan yang ditetapkan oleh khalifah 
Umar, salah satu sahabat Nabi yang memiki pendirian tegas 
dan pemberani, ia menetapkan suatu hukum berdasarkan 
realitas diantaranya menghapus zakat bagi Muallaf, 
mengenakan zakat Kuda yang tidak pernah dilakukan pada 
zaman Nabi. 


Pemberlakuan zakat kuda, Pada zaman Rasulullah 
saw, jumlah kuda di Arab sangat sedikit, terutama kuda 
yang dimiliki oleh kaum muslimin karena digunakan 
untuk kebutuhan pribadi dan jihad, misalkan pada perang 
Badar, pasukan kaum muslimin yang berjumlah 313 orang 
hanya memiliki 2 ekor kuda, pada saat pengepungan suku 
Bani Ouraizha (5 H), pasukan kaum muslimin memiliki 
36 kuda, pada tahun yang sama, di Hudaibiyah mereka 
mempunyai sekitar 200 kuda karena dibebankan terhadap 
barang-barang yang memiliki produktivitas, seorang budak 
atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu 
dikenakan zakat.'" 


Pada priode selanjutnya, kegiatan beternak dan 
memperdagangkan kuda dilakukan secara besar-besaran 
di Syiria dan diberbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. 
Beberapa kuda mempunyai nilai jual yang tinggi, bahkan 
pernah diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi 
diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang Islam terlibat 
dalam perdagangan ini, karena maraknya perdagangan 
kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah, Gubernur 
Syiria ketika itu, tentang kewajiban membayar zakat kuda 


110 Adiwarman A Karim, 64 
111 Adiwarman A karim. Hlm 69 
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dan budak, gubernur memberitahukan bahwa tidak ada 
zakat atas keduanya, kemudian mereka mengusulkan 
kepada khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas 
keduanya, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan, 
mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan 
bersikeras dan ingin membayar, akhirnya gubernur menulis 
surat kepada khalifah dan khalifah Umar menanggapinya 
dengan sebuah instruksi agar gubernur menarik zakat dari 
mereka dan mendistribusikan kepada para fakir-miskin 
serta budak-budak, sejak itu zakat kuda ditetapkan sebesar 
satu dinar atas dasar ad valorem, seperti satu dirham untuk 
setiap 40 dirham. 


Selanjutnya Umar ibn Khattab mengklasifikasikan 
pendapatan negara menjadi empat bagian. Antara lain: 


1. Pendapatan zakat dan 'Ushr, pendapatan ini 
didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus 
sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat 
dan dibagikan kepada delapan ashnaf, sesuai ketentuan 
al-gur'an. 

2. Pendapatan Khums'” dan sedekah. Pendapatan ini 
didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk 
membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan 
apakah ia seorang Muslim atau bukan. Dalam sebuah 
riwayat, diperjalanan menuju Damaskus, Khalifah 
Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita 
penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut khalifah Umar 
segera memerintahkan pegawainya agar memberikan 
dana kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil 


112 Khums (arab) artinya satu perlima atau seperlima, yakni harta waijib yang 
diambil dari orang-orang kaya sebanyak seperlima 
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pendapatan sedekah dan makanan yang diambilkan 
dari persediaan untuk para petugas. 


3. Pendapatan Kharaj'', Fai, Jizyah"”, 'ushr (pajak 
perdagangan), dan sewa tanah, pendapatan ini 
digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana 
bantuan serta untuk menutupi biaya operaional 
administrasi kebutuhan militer. 


4. Pendapatan lain-lain dgunakan untuk para pekerja, 
pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial 
lainya. 

Berdasarkan pendapat Saidina Umar bahwa Kuda dan 
Unta saat itu dipakai sebagai alat transportasi, maka untuk 
saat ini pemilik usaha transportasi apapun bentuknya 
dikenakan zakat sesuai nisab zakat usaha (tijarah) 


Zakat pada masa Uthman bin Affan dibagi menjadi 
dua (1) zakat harta benda yang tampak (al-amwaal al- 
zahirah) seperti binatang ternak dan hasil bumi, (2) zakat 
yang tidak nampak atau tersembunyi (al-amwaal al- 
batiniyah) seperti uang dan barang perniagaan. Sedangkan 
pada zaman Ali pernah bertemu memberikan zakat kepada 
fakir dan pengemis buta non Muslim (Nasrani), Saidina Ali 
menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung oleh bayt 
al-maal. '" 


Dalam hal pengelolaan zakat, khalifah Utsman ibn 
Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang 
dizakati kepadapemiliknya masing-masing, halini dilakukan 
untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan 


113 Kharaj artinya :cukai hasil tanah yang dikenakan ke orang-orang Islam. 

114 Jizyah, pajak perkapita yang diberikan oleh ppenduduk non Muslim 
pada suatu negara dibawah peraturan Islam 

115 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Pustaka 
Pelajar, Jogjakarta, 2010, hlm.76 
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masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh 
beberapa oknum pengumpul zakat, disamping itu khalifah 
Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan 
terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh 
utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi 
zakat dari dana pensiun. Selama menjadi khalifah, Utsman 
bin Affan menaikan dana pensiun sebesar 100 dirham, 
disamping memberikan tambahan berupa pakaian. Ia juga 
memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di 
masjid untuk para fakir miskin dan musafir. 


Untuk meningkatkan pengeluaran dibidang 
pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun 
dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, 
negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, 
khalifah Utsman ibn Affan membuat beberapa perubahan 
administsrasi tingkat atas dan pergantian beberapa 
gubernur. Sebagai hasilnya, jumlah pemasukan kharaj 
dan Jizyah yang berasal dari Mesir menigkat dua kali 
lifat, yakni dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah 
dilakukan penggantian gubernur dari amr kepada Abdullah 
bin Saad. Namun, hal ini mendapat kecaman dari Amr. 
Menurutnya,pemasukan besar yang diperoleh gubernur 
Abdullah bin Saad tersebut merupakan hasil pemesanan 
penguasa terhadap rakyatnya." 

Dengan harapan dapat memberikan tambahan 
pemasukan bagi Baitul Mal, khalifah Utsman menerapkan 
kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu- 
individu untuk tujuan reklamasi. Dari hasil kebijakan ini, 
negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham 
atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa 


116 Adiwarman A karim, hlm 81 
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Umar ibn al Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah 
tersebut. '” 


Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan 
Utsman ibn Affan, tidak mendapat perubahan situasi 
ekonomi yang cukup signifikan, berbagai kegijakan 
Khalifah Utsman ibn Affan yang banyak menguntungkan 
keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang 
mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya 
pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai 
kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang 
khalifah. 

Masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi thalib yang 
berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan 
ketidak stabilan kehidupan politik, Ia harus menghadapi 
pemberontakan Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, dan 
Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibn Affan. 
Berbagaikebijakan tegas yang diterapkan menimbulkanapi 
permusuhan dengan keluarga Bani Umayah yangdimotori 
oleh Muawwiyah ibn Abi Sofyan. Pemberontakan juga 
datang dari golongan khawarij, mantan pendukung khlaifah 
Ali ibn Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim 
pada perang Shiffin. 

Sekalipun demikian, Khalifah Ali ibn Abi Thalib 
tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan 
yang dapat mendorong peningkatan kessejahteraan 
umat Islam, menurut sebuah riwayat secara sukarela 
menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul 
Mal, bahkan Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 
dirham setiap tahun. Apapun faktanya, kehidupan Ali 
sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan 


117 Ibid hlm. 81 
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keuangan negara. Suatu contoh juga bahwa saudaranya 
yang bernama Agil pernah mendatangi khalifah Ali ibn Abi 
Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari Baitul Mal, 
namun Ali menolak permintaan tersebut, juga khalifah Ali 
pernah memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya 
melakukan tindak pidana korupsi. 


Selama masa pemerintahannya, khalifah Ali ibn Abi 
Thalib menetapkan pajak pada para pemilik hutan sebesar 
4000 dirham dan mengizinkan ibn Abbas, gubernur Kuffah, 
memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan 
digunakan ssebagai bumbu masakan. 


Praktik serupa juga berlaku pada masa kekhalifahan Ali 
bin Abi Thalib, saat pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz yang 
tak sampai dua tahun namun tidak ditemukan masyarakat 
miskin yang membutuhan bantuan dari dana zakat. 
Memperhatikan kebijakan para sahabat dalam menetapkan 
peraturan zakat dan model pendistribusiannya, 
sesungguhnya rekosntruksi hukum zakat sudah dimulai 
sesuai dengan kondisi saat itu. 


4. Problem sosiologis pengaturan zakat di Indonesia 


Memperhatikanbanyaksekaliayat-ayatdalamal-Our an 
yang menjelaskan, menyinggung dan memerintahkan 
berzakat, infak dan sedekah, begitu juga dalam UU No 
23 tahun 2011, Peraturan pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 23 tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta beberapa peraturan 
Daerah, seperti Perda Provinis NTB No 9 tahun 2015 
tentang penyelenggaraan, pengelolaan dana zakat, infak 
dan sedekah. 
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Yang menjadi problemnya adalah banyak aturan 
tentang zakat mulai dari tingkat Nasional sampai perda 
Kabupaten/ Kota mengeluarkan peraturan dengan maksud 
bisa mensejahterakan dan mengurangi angka kemiskinan 
tapi angka kemiskinan di Indonesia tidak berkurang bahkan 
cendrung meningkat. 


Analisa penulis terhadap persoalan tersebut terletak 
pada pasal 1 ayat 1 point 6, tentang mustahik (orang-orang) 
yang berhak menerima zakat. 


Meningkatnya angka kemiskinan di indonesia berarti 
masih ada orang-orang yang berhak belum mendapat 
bagian zakat atau hak-hak lain dari negara seperti hak 
mendapatkan BPJS, hak mendapatkan Pendidikan, 
hak mendapatkan hidup layak, dan hak meningkatkan 
kesejahteraan. 

Berdasarkan data statistik pada bulan September 2015 
jumlah angka kemiskinan mencapai 28,57 juta. Sedangkan 
pada tahun 2016 mencapai 28,01 juta 10,70 Yo) artinya 
bearkurang 0,56 Yo. Sedangkan tingkat pengangguran 
terbuka (TPT) pada tahun 2017 mencapai 5,8 persen atau 
setidaknya lebih tinggi dari proyeksi pemerintah pada 
tahun depan, yang berada pada rentang antara 5,3-5,6 Yo." 

Pendapat penulis dalam memperhatikan data statistik 
tersebut, angka kemiskinan dan pengangguran akan terus 
berkurang bila konsep zakat, serta regulasi tentang zakat 
dilakukan rekonstruksi. Beberapa langkah yang dilakukan 
untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran 
antara lain: 
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a. 


Angka kemiskinan mencapai 28,51 juta ini bila dibagi 
perkabupaten/kota sebanyak 514 dengan rincian 
sebagai berikut: kabupaten 415, kab Administrasi 1, 
Kota 93, kota administrasi 5. Sehingga berjumlah 
514."” Sedangkan kecamatan se Indonesia berjumlah 
6793 dan 79.075 kelurahan / Desa se Indonesia.” 

Bila tiap kabupaten/kota, kecamatan, atau Desa/ 
kelurahan memiliki kewajiban untuk mengurangi 
kemiskinan dan pengangguran, akan menghasilkan: 
1.  28,570,000 juta angka kemiskinan : 514 (kab/kota) 

5 55.584 (orang) 


2.  28,570,000 Juta angka kemiskinan : 6793 


(kecamatan)— 4.205(orang) 


3. 28,570,000 juta angka kemiskinan: 79.075 (Desa/ 


kelurahan)—361 (orang) 


Melihat angka tersebut, bila dibagi perkabupaten/ 
kota, kecamatan, kelurahan, maka angka kemiskinan 
akan berkurang dengan cepat. Hal ini bisa dilihat 
dari kewajiban masing-masing kabupaten/kota, 
kecamatan, maupun desa/kelurahan." 


Kabupaten/kota berkewajiban 55.584, kecamatan 
4.025, Desa/kelurahan 361 orang. Masing-masing 
kepala desa/lurah, serta tokoh masyarakat dan para 
aghniya tiap desa/lurah memiliki kewajiban untuk 
merubah orang-orang yang menerima (mustahig) 
menjadi pemberi (muzakki). 


119 Www. Wikipedia.org.diunggah pada 10 juli 2017. 
120 Wikipedia.org. data tahun 2012, diunggah pada tanggal 10 Juli 2017 
121 Hasil penelusuran dan analisa penulis terhap pemerataan dalam membagi 


kewajiban masing-masingkelurahan/desa untuk mengentaskan kemiskinan di 
Indonesia. 
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Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh kelurahan / 
desa untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan 
dan pengangguran yakni 50 orang diambil oleh pihak 
UPZ ditingkat kelurahan bertugas untuk mendata 
dan mengumpulkan zakat, selanjutnya mereka 
diberikan upah yang layak dari hasil pendataan dan 
pengumpulan zakat sesuai upah Minimum Regional/ 
UMR/UMP, 50 orang disiapkan oleh kelurahan dilatih 
agar bisa mandiri, kreatif dalam home industri, 50 
orang lagi tugas para agniya yang ada dilkelurahan 
untuk dibina dan dipekerjakan, 50 orang di titip 
di berbagai perusahaan yang ada disekitar desa/ 
kelurahan, 50 orang lagi titip diperusahaan kuliner 
warung makan, 50 orang lagi bisa dipakai menjadi 
tukang kebun di SD/MI, 50 Orang lagi menjadi tukang 
parkir di pertokoan, pasar, dan minimarket semacam 
alfa mart dan indomart, 50 orang dilatih untuk 
menjadi pengembangan peternakan ayam/ikan, itik, 
sapi, kambing, dst. Sehingga 361 orang tiap kelurahan 
jumlah orang miskin agan habis, 11 orang sisianya 
dilatih untuk menjadi pengemudi, tukang bangunan 
atau bengkel. 


Dalam Islam, konsep hak dibagi dalam dua kategori 


: Hak Allah (hagg Allah) atas manusia, dan Hak Manusia 
(hagg al'ibad) atas Allah dan atas manusia lain. 


Sekurang-kurangnya ada 103 kataal-Hagg disebut dalam 


al-Our'an, yang berarti kebenaran yang tak terbantahkan, 
karena kebenaran sesungguhnya adalah kebenaran yang 


datangnya dari Tuhan. 
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Mengenai hak manusia atas tanggung jawab sesama 
bisa dipilah kedalam lima kategori, antara lain, a) hak 
manusia individu atas tanggung jawab dirinya sendiri, b) 
Hak manusia individu atas tanggung jawab individu lain, c) 
Hak manusia individu atas tanggung jawab masyarakat, 
d) Hak masyarakat atas tanggung jawab individu, dan e) 
Hak masyarakat atas masyarakat atas tanggung jawab 
masyarakat yang lain. Dalam hal ini juga ulama sepakat 
bahwa dalam hak Allah tidak dengan sendirinya ada hak 
manusia, tetapi dalam hak manusia selalu ada hak Allah 
didalamnya. 


C. Arah pembangunan Hukum Nasional. 


Berbicara masalah hukum di Indonesia tidak terlepas 
dari hukum positip dan hukum nasional. Dalam mengatasi 
permasalahan-permasalahan unsur-unsur hukum dalam 
pembangunan, strategi yang dilaksanakan adalah: pertama, 
Penataan legislasi Nasional, merupakan salah satu 
upaya untuk mengatasi banyaknya peraturan perundang- 
undangan yang tumpang tindih dan tidak sinkron antara 
yangsatu dengan yang lainnya adalah dengan melaksanakan 
proses perencanaan pembentukan undang-undang. Hal 
ini terkait erat de ngan pembangunan substansi hukum.'” 
Kedua, Penataan Kelembagaan Hukum. Dalam naskah UU 
1945, organ-organ yang disebut secara eksplisit namanya 
dan adapula yang disebutkan hanya fungsinya. Disamping 
itu adapula lembaga atau organ baik nama, fungsi, 
maupun kewenangannya akan diatur dengan aturan yang 
lebih rendah, jika diartikan dengan hal tersebut dapat 


123 Wicipto Setiadi, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum 
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dikemukakakn bahwa terdapat 24 organ yang disebut 
keberadaanya dalam UU 1945. 


Dari segi hierarkinya ke 24 lembaga itu dapat 
dibedakan dalam 3 lapis. Karena pembedaan hierarki ini 
sangat penting berkaitan dengan kewenangan pejabat 
yang menduduki jabatan dalam lembaga tersebut. 


a. Lembaga lapis pertama, disebut lembaga tinggi negara, 
yaitu, 

Presiden dan wakil presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

Mahkamah Agung (MK) 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 


PN SA 2 


2. Lapis kedua, disebut lembaga Negara, yaitu 
Menteri Negara, 

Tentara Nasional Indonesia, 
Kepolisian Negara, 

Komisi Yudisial: 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan 
Bank Sentral. 


Ela Ka € 


3. Lapis ketiga, adalah lembaga negara yang sumber 
kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk 
Undang-undang atau dibawahnya.  Mislanya 
Ombusman Nasional dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). 


122 6 Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


Adapula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam 
babVI UUD 1945 tentang pemerintah Daerah itu adalah: 


1. Pemerintah Daerah Provinsi: 
Gubernur: 

DPRD Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten, 
Bupati, 

DPRD kabupaten 

Pemerintah Daerah Kota 
Walikota dan: 

DPRD Kota. '“ 


Penulis akan menguraikan konsep arah pembangunan 
hukum nasional, agar masyarakat memahami urutan- 
urutannya. Menurut Friederich karl von savigny 


SD FLA Sini 2 


1. Hukum sebagai A Tool of social Engineering 


Konsep ini lahir karena konsep hukum yang diajarkan 
oleh aliran historis dari Friederich karl von savigny dianggap 
kurang tepat untuk mengerakkan masyarakat untuk 
berubah. Menurut savigny'? bahwa hukum merupakan 
eks presi dari kesadaran hukum, dan dari jiwa rakyat. 
Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran 
hukum masyarakat. Kemudian dari putusan hakim, tetapi 
bagaimanapun juga diciptakan dari dalam yang bekerja 


124 Ibid ,hlm 103 

125 Nama lengkapnya Friedrich Karl Von Savigny, lahir 21 Februari 1779 
dan meninggal 25 Oktober 1861, mengatakan hukum itu tidak dibuat melainkan 
tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat, konsep ini dipengaruhi 
oleh agama (supranatural), seperti halnya berlaku di Indonesia (perngaruh mazhab 
sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan Magis- 
religius (kosmis) 
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secara diam-diam, dan tidak boleh kemauan legislatif. 
konsep hukum historis ini, tetap diberlakukan pada 
masyarakat yang masih sederhana, karena tidak terdapat 
peranan legislatif dan yang menonjol adalah peranan 
hukum kebiasaan. Sedangkan pada masyarakat yang maju 
konsep hukum historis dianggap sudah ketinggalan zaman, 
sebab pada masyarakat yang maju peranan legislatif dalam 
membuat peraturan merupakan suatu keharusan. 


Berhadapan dengan konsep aliran historis ini, maka 
Roscoe pound”? mengemukakan konsep baru yang 
disebut” lawisa toolof socialengineering ', Yang memberikan 
dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara 
sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat,atau 
dengan kata lain hukum berperan aktif dalam merekayasa 
perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut Roscoe 
Pound, hukum harus menjadi faktor penggerak kearah 
perubahan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya. 
Fungsi hukum pada setiap masyarakat (kecuali pada 
masyarakat totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh 
kebutuhan untuk menyimbangi antara stabilitas hukum 
dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat 
evolusi sosial. Oleh karena itu,perubahan dalam kehidupan 
masyarakat hendaknya direncanakan dengan baik dan 


126 Lahir 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska Amerika dan meninggal 
30 juni 1964 di Cambridge, Amerika. Roscoe Pound merupakan ahli hukum pertama 
menganalisis yurispridensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Control sosial 
diperlukanuntuk menguatkan peradabanmasyarakat manusia karena mengendalikan 
prilaku anti sosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketentuan sosial hukum, 
sebagai mekanisme control sosial merupakan fungsi utama dari negara dan hukum 
melalui penerapan kekuatan yang dilakssanakan secara sistematis dan teratur oleh 
agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. 
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terarah,sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai 
dengan arahan dan perlindungan dari hukum. 


Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa ada dua 


pandangan yang sangat dominan dalam menentukan peran 
hukum dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara. 
Kedua pandangan ini saling tarik-menarik antara keduanya 
yang masing-masing mempunyai alasan pembenarnya. 
Kedua pandangan ini dikenal dengan pandangan tradisional 
dan pandangan modern. 


1. 


Pandangan tradisional. 


Pandangan ini menyatakan bahwa masyarakat 
perlu berubah dahulu,baru hukum datang untuk 
mengaturnya. Biasanya teknologi yang lebih dahulu 
dalam kehidupanmasyarakat, kemudian disusul dengan 
timbulnyakegiatanekonomidansetelahkeduakegiatan 
itu berjalan, baru hukum masuk untuk mengesahkan 
kondisi yang telah terbentuk itu. Disini peran hukum 
hanya sebagai pembenar apa yang telah terjadi dan 
fungsi hukum disini adalah sebagai fungsi pengabdian 
(dierende fungtie). Hukum berkembang mengikuti 
kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu tempat dan 
selalu berada dibelakang peristiwa yang terjadi(het recht 
hint achter de feiten aan). Meskipun hukum itu datang 
kemudian, tetapi hukum yang datang itu selalu dapat 
menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Di sini 
hukum bersifat pasif melaksanakan perannya,dan ia 
selalu berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan 
perubahan masyarakat dan diharapkan masyarakat 
dapat menyesuaikan diri dengan hukum. 


Pandangan modern. 
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Pandangan modern mengatakan bahwa hukum 
diusahakan agar dapat menampung segala 
perkembangan baru. Oleh karena itu, hukum itu harus 
selalu datang bersamaan, kalau perlu hukum harus 
lebih dahulu datang dari peristiwa yang terjadi. Di sini 
hukum tidak hanya berperan sebagai pembenar apa 
yang terjadi setelah masyarakat berubah,tetapi hukum 
harus tampil untuk mereka sosial agar masyarakat 
berubah.Di sini hukum berperan aktif sebagai alat 
rekayasa sosial (law is a tool of social engineering). 
Terhadap hukum yang bersifat netral, hukum berperan 
untuk menciptakan suatu perbuatan dan tindakan 
agar ada kepastian hukum, sedangkan dalam bidang 
kehidupan pribadi hukum harus berperan untuk 
menjadi sarana kontrol dalam kehidupan masyarakat. 


La Piere, selaku pendukung pandangan tradisional 
mengatakan bahwa faktor yang menggerakkan perubahan 
hukum itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor 
lain seperti kegiatan ekonomi, bertambahnya penduduk, 
perubahan nilai dan ideologi, pesatnya perkembangan iptek 
dansebagainya. Dalampembangunanmasyarakatdilakukan 
pada suatu tempat, terlihat bahwa jika suatu saat memang 
terjadi perubahan masyarakat karena adanya pembangunan 
yang dilakukan sesuai dengan yang dikehendakinya, hukum 
bukan sebagai faktor penggerak dari perubahan itu, hukum 
selalu terlihat sebagai akibatnya saja. Demikian juga kalau 
terjadi adanya hukum baru, itupun hanya sebagai akibat 
dari keadaan masyarakat yang berubah dari keadaan yang 
sebelumnya, sehingga kedatangan hukum hanya sebagai 
alat pembenar dan mengukuhkan saja. Dalam kegiatan 
pembangunan, sebelum hukum muncul dan berperan 
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sebagai alat rekayasa sosial, sebetulnya telah lebih dahulu 
bekerja kekuatan-kekuatan lain seperti gerakan sosial, 
fungsi-fungsi perubahan fisik dan kependudukan. Setelah 
kekuatan-kekuatan ini berjalan pada tingkat perubahan 
tertentu baru hukum dipanggil untuk berperan sebagai 
penyelesaian konflik-konflik yang terjadi. 


Menurut Achmad Ali, sebenarnya tidak perlu 
dipersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan 
diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana 
hukum menjadi penggerak pembangunan menuju ke 
arah pembaruan. Juga tidak perlu ngotot mana yang lebih 
dahulu, apakah hukum yang dahulu baru diikuti oleh 
faktor yang lain ataukah faktor lain dahulu baru hukum 
datang untuk menggerakkan perubahan. Yang penting, 
bagaimanapun kenyataannya hukum dapat berperan dalam 
masyarakat yang sedang melakukan pembangunan guna 
terwujudnya perubahan,hukum selalu tampil dibelakang 
dan/atau bersamaan dengan kegiatan ekonomi dan 
teknologi. Kenyataannya juga dimana pun dalam kegiatan 
pembangunan yang mengarah kepada perubahan, hukum 
selalu berperan dalam perubahan tersebut, dan hukum 
juga berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk 
menuju kepada kehidupan yang lebih baik. 


Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaruan 
masyarakat melalui konsep law is a tool social engineering 
telah mengilhami pemikiran mochtar kusumaatmadja 
untuk dikembangkan diIndonesia. Mochtarkusumaatmadja 
mengatakan bahwa, konsep law is a tool of social engineering 
ini di indonesia sudah dilaksanakan dengan asas” hukum 
sebagai wahana untuk melaksanakan pembaruan 
masyarakat” jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara 
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resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum sehingga 
rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan 
bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya 
Indonesia, misalnya dirumuskan dengan pepatah-pepatah 
yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang 
telah diakui dan dapat diterima adanya pembaruan hukum. 
Konsep inilah yang sejak 1972 dikenal dengan mazhab 
UNPAD dan telah dikembangkan melalui GBHN dan 
tahapan REPELITA yang berlaku di Indonesia. 


Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui 
konsep masyarakat berubah dahulu baru hukum datang 
untuk mengaturnya, maupun yang dilaksanakan melalui 
konsep law is a tool of social engineering mempunyai 
tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem 
hukum nasional yang bersumber pada pancasila dan 
UUD 1945. menggunakan hukum sebagai alat rekayasa 
sosial harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh 
tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan 
tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan 
mampu menjamin adanya kepastian hukum serta dapat 
mengayomi masyarakat yang berintikan keadilan dan 
kebenaran. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, 
maka perlu dilakukan pembinaan secara terus-menerus 
terhadap semua aparatur hukum, melengkapi sarana dan 
prasarana, serta menyiapkan aturan hukum yang sesuai 
dengan keperibadian bangsa Indonesia. 


2. Hukum sebagai A Tool of Social Control 


Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari 
kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan, baik 
secara pribadi maupun kelompok. Di dalam pencapaian 
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kepentingan dan kebutuhan tersebut tidak terjadi konflik, 
maka diperlukan aturan agar kepentingan dan kebutuhan 
itu dapat tercapai dengan baik, tidak saling merugikan 
dan saling berkompetisi secara positif sehingga timbul 
ketenteraman dan kedamaian dalam kehidup bersama. 
Aturan-aturan itu bisa berbentuk kebiasaan yang sudah 
menjelma secara turun-temurun, bisa juga terwujud 
sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
negara. Disini hukum diperlukan sebagai kontrol sosial dan 
menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam 
suatu negara. 


Antara hukum di satu pihak dan ketertiban di pihak 
lain tidak selamanya selaras apabila diaplikasikan dalam 
kehidupan masyarakat, kadang-kadang antara hukum 
dan ketertiban terjadi bertentangan. Oleh karena itu, 
banyak pakar hukum mengatakan bahwa hukum tidak 
hanya merupakan sarana untuk mewujudkan ketertiban, 
melainkan ia bisa merupakan lawan dari ketertiban itu 
sendiri. Dalam kaitan ini, Achmad Ali menjelaskan bahwa 
benturan antara hukum dan ketertiban terutama terlihat 
pada polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, di 
pihak lain polisi pun bertugas untuk menegakkan hukum. 
Dengan kata lain, tugas polisi bukan sekedar menjadi legal 
order, melainkan juga menjaga ketertiban dan ketenteraman 
masyarakat. Tugas gandainiakan menyulitkan polisi apabila 
harus memilih alternatif jika harus menghadapi seorang 
residivis yang kejam dan tidak mau menyerah. Menghadapi 
hal ini, polisi diberi wewenang untuk melakukan kekerasan 
untuk melumpuhkan residivis tersebut, demi terwujudnya 
ketertiban dalam masyarakat. Di sini hukum berburu 
dengan ketertiban. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, peranan hukum sebagai 
alat pengendalian sosial, tidaklah berdiri sendiri dalam 
masyarakat, tetapi peranan itu dijalankan bersama-sama 
dengan pranata-pranata sosial lainnya yang menjalankan 
fungsi pengendalian sosial. Di sini hukum bersifat pasif, 
artinya hukum harus menyesuaikan diri dengan kondisi 
kehidupan masyarakat yang ada. Dengan hal tersebut 
dapat diketahui bahwa hukum bukan satu-satunya alat 
pengendalian sosial, hukum hanya salah satu alat kontrol 
sosial di dalam masyarakat. 


Peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan 
aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, 
dapat berbentuk larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, 
pemidanaan, dan peberian ganti rugi. Titik berat dari 
peranan hukum di sini adalah pada penetapan tingkah laku 
mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap 
aturan-aturan hukum dan apa sanksi yang dilakukan 
oleh hukum apabila terjadi penyimpangan tersebut. 
Kontrol sosial menentukan tingkah laku seperti apa yang 
merupakan tingkah laku yang menyimpang, berat ringan 
perilaku yang menyimpang sangat tergantung pada kontrol 
sosial itu sendiri. 


Sehubungan dengan hal tersebut, Achmad Ali 
menjelaskan bahwa masing-masing masyarakat berbeda 
kuantitas sanksinya terhadap suatu penyimpangan tertentu 
terhadap hukum. Sebagai contoh, bagi masyarakat yang 
menganut secara konsekuen syariat Islam, hukuman bagi 
pezina adalah hukumanfisik yang cukup berat yakni dirajam 
100 kali lemparan batu, tetapi masyarakat Eropa Barat 
pada umumnya hukum bagi pezina (overspel) adalah jauh 
leibh ringan jika dibandingkan dengan apa yang berlaku 
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dalam syariat Islam. Contoh lain di beberapa negara Eropa 
ada perkampungan Nude di mana terlihat puluhan orang 
bertelanjang bulat mondar mandir dengan tertib, tidak ada 
kekacauan dan hal itu dianggap yang lumrah dan biasa. 
Jika hal itu terjadi di Indonesia, perbuatan telanjang bulat 
mondar mandir kesana kemari di muka umum dianggap 
perbuatan melanggar hukum. 


Agar peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial 
(a tool of social control) dapat berjalan dengan baik, maka 
diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka 
tahu bahwa hukum itu sangat penting untuk mewujudkan 
ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. 
Setelah masyarakat tahu bahwa hukum itu merupakan 
rambu-rambu yangharus ditaati bersama demi terwujudnya 
kedamaian dan alat untuk menyelesaikan konflik, maka 
diharapkan masyarakat patuh kepada hukum dan 
menghayati hukum dalam kehidupannya. Dalam kaitan ini, 
J.S. Roucek mengatakan bahwa hukum sebagai mekanisme 
pengendalian sosial (mechanisme of social control) ialah segala 
sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang 
direncanakan dan juga yang tidak direncanakan dengan 
tujuan untuk mendidik dan mengajak agar mematuhi 
hukum, bukan memaksa masyarakat untuk menyesuaikan 
diri dengan kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat 
yang bersangkutan. 


Di Indonesia, peranan hukum sebagaialat pengendalian 
sosial untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman 
dalam kehidupan masyarakat tidak boleh lepas dari 
falsafah pancasila yang menghendaki tercapainya keadilah 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan ini lebih 
diperinci lagi dalam Pasal 33 dan Pasal 27 (2) Undang- 
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Undang Dasar 1945 serta GBHN Tahun 1973 di mana 
disebutkan bahwa menurut hukum pancasila, keadilan 
pancasila harus diupayakan secara terus-menerus dan 
keadilan sosial akan terwujud apabila ada keseimbangan 
antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat secara 
keseluruhan dengan kebutuhan perorangan dari 
keseluruhan kebutuhan masyarakat itu. Dengan perkataan 
lain, peranan hukum sebagai pengendalian sosial bukanlah 
sekedar memelihara ketertiban, keamanan dan stabilitas 
masyarakat dalam arti to keep the peace at all events at any 
price, tetapi lebih dari itu yakni diarahkan pada cita-cita 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Peran hukum sebagai alat pengendalian sosial 
melibatkan negara untuk menjalankannya. Oleh karena 
itu, peranan eksekutif dan legislatif dalam membuat 
aturan hukum sangat penting dan dominan sebab 
negaralah yang mempunyai kewajiban untuk melindungi 
seluruh warganya. Di samping itu, peranan yudikatif 
untuk menegakkan hukum agar terciptanya ketertiban 
dan kedamaian dalam masyarakat sangat menentukan, 
sebab betapa baiknya aturan hukum yang dibuat itu 
tanpa ada penegakan hukum yang tegas, ketertiban dan 
kententeraman masyarakat tidak akan terwujud. Oleh 
karenanya hukum tidak dapat berfungsi dan berperan 
sebagai pengendalian masyarakat ke arah yang lebih 
baik dalam kehidupannya, jika dalam penegakannya (law 
inforcement) tidak dilakukan dengan tegas tanpa membeda- 
bedakan orang. Jadi, terlaksana hukum sebagai alat untuk 
pengendalian sosial sangat tergantung pada materi hukum 
yang dibuat oleh kekuasaan negara (the ruling Class) dan 
juga oleh pelaksana hukumnya. 
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3. Hukum sebagai Alat Kontrol Pembangunan 


Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara 
merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab 
dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat 
dapat dicapai. Biasanya dalam pembangunan itu lebih 
dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan 
pembangunan ekonomi, itu maka output atau kekayaan 
suatu masyarakat akan bertambah sebab pembangunan 
ekonomi itu akan menambah untuk mengadakan pilihan 
yang lebih luas. Di samping itu, pembangunan ekonomi 
dapat memberikan pada manusia kemampuan yang lebih 
besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi 
tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan 
tertentu. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu 
dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak dan 
dengan pembangunan ekonomi manusia akan dapat 
mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. 


Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005- 
2025 menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah 
rangkaian upaya pembangunan yang berkesinabungan 
yang meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan 
nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 
1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat 
kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, 
dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat 
dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut 
dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa 
sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang 
akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, 
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dalam 20 tahun mendatang, pembangunan yang sangat 
penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk 
melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara 
lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber 
daya manusia, luingkungan hidup dan kelembagaannya 
sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketinggalan dan 
mempunyai sisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di 
dunia internasional. 

Oleh karena pembangunan yang sedang dan akan 
dilaksanakan di Indonesia mencakup jangkauan yang 
sangat luas, maka diperlukan hukum untuk memayungi 
seluruh kegiatan pembangunan yang sedang dan akan 
dilaksanakan itu. Agar pembangunan dapat terlaksana 
sebagaimana yang diharapkan, maka peranan hukum 
sebagai alat pebangunan tersebut sangat diperlukan, baik 
pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun ketika 
dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan 
tersebut. Menurut Sunaryati Hartono dalam masyarakat 
yang belum atau tidak mempunyai rencana pembangunan, 
seperti dalam masyarakat tradisional atau dalam 
masyarakat modern yang liberal, peranan hukum terjadi 
setelah terbentuknya kebiasaan hukum, sedangkan dalam 
masyarakat yang membangun dengan cara berencana, 
maka pembentukan hukum dan peranan hukum justru 
harus mendahului pelaksanaan pembangunan yang 
akan dilaksanakan. Hal ini penting untuk menjaga agar 
pembangunan tidak menimbulkan ketidakadilan di 
masyarakat. Meskipun dampak pembangunan itu akan 
mengalami perubahan yang terus-menerus, tetapi keadilan 
masyarakat tetap harus diwujudkan, sebab inilah inti dari 
arti hukum sebagai pengawal pembangunan. 
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4. Hukum sebagai sarana Penegak Keadilan 


Kitab suci al-gur'an memerintahkan manusia supaya 
melaksanakan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, 
terutamadalamkehidupansosial, al-gur anjugamenetapkan 
bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah 
keadilan.” justru itu alguran memerintahkan supaya 
berlaku adil dan berbuatkebajikan.'” Yang menjadi tuntutan 
keadilan — adalah keseimbangan dan kesebandingan, 
bukan kesamaan, karena dalam hal tertentu, kesamaan 
bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, 
keadilan yang diperintahkan Allah bukanlah kesamaan 
hak, tetapi kesebandingan dan keseimbangan. 


Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti 
sejak zaman dahulu hinga saat ini, sebab masalah keadilan 
merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan 
manusia. Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan 
oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya 
agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik, aman, dan 
sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada 
dalam segala manifestasinya yangberaneka ragam. Keadilan 
juga merupakan salah satu tujuan agama yang ada di dunia 
ini, termasuk agama Islam yang menempatkan keadilan di 
tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara serta bermasyarakat. 

Pengertian keadilan dalam Ensiklopedia Hukum 
Islam disebutkan bahwa secara etimologi arti “adil” 
(al-'Adl) berarti tidak berat sebelah, tidak menikah atau 
menyamakan sesuatu dengan yang lain (al-Musawah). 


127 Abdurrahman Gadir, Zakat Dalam Dimensi Ibadah Mahdah dan Sosial, Raja 
Grapindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 135 
128 Os.An-Nahl, 16 : 90 
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Istilah lain dari al-'Adl adalah algist, al-mist yang berarti 
sama dengan bagian atau semisalnya. Adapun pengertian 
adil secara terminologi adalah memepersamakan sesuatu 
pada tempatnya (wad asy-Syaifi magamih). Menurut Ibnu 
Oudamah, yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu 
yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut 
kepada Allah SWT. Berlaku adil itu sangat terkait dengan 
hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang 
merupakan hak asasi yang wajib diperlakukan secara adil. 
Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah dan amanah 
itu wajib pula diberikan pada orang-orang yang berhak 
menerimanya. Oleh karena itu,hukum harus ditegakkan 
secara adil tanpa dibarengi dengan rasa kebencian dan sifat- 
sifat negatif lainnya. 


5. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat 


Pembangunan di berbagai sektor yang sedang 
diakukan di Indonesia mengaikbatkan berbagai 
konsekwensi, salah satu diantaranya adalah dibidang 
hukum. Berkaitan dengan itu, peranan hukum dalam 
pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut 
berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan 
pembangunan tersebut dapat tercapai sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan. Hal ini berarti diperlukan 
seperangkat atau produk-produk hukum yang mampu 
menunjang pembangunan. '” 


Menurut Otje Salman,”"peranan hukum disatu segi 


harus mampu menciptakan pola prilaku masyarakat 


129 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam persefektif kewenangan 
Perradilan Agama, Prenada Media Grouf, Jakarta, 2014 

130 Otje Salman, Beberapa asfek Sosiologi Hukum, Alumni Bandung, 1989 
hlm. 65 
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sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan 
yang sedang dilaksanakan, juga harus mampu memelihara 
dan menjaga pembangunan yang telah dilaksankan. 
Disamping itu pembentukan — hukum harus pula 
memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar 
hukum yang dibentuk dapat berlaku aktif. Kesadaran 
harus sering diasumsikan bahwa ketaatan hukum sangat 
erat hubungannya dengan kesadaran hukum." 


Berkaitan dengan hal tersebut para ahli hukum sepakat 
bahwa hukum itu harus dinamis agar ia selalu dapat 
digunakan sebagai penjaga ketertiban, ketentraman dan 
pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. '? 


Agar hukum dapat berperan secara efektif dalam 
rangka pendidikan masyarakat, maka sangat penting 
hukum-hukum yang akan diberlakukan disosialisasikan 
dahulu kepada masyaakat. Hal ini perlu dilakukan agar 
masyarakatsiapmenerimahukumituuntukdilaksankannya. 
Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan 
karena paksaan. Karena merekamengerti tentang hukum 
dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 
itu ssendiri. Dengan sosialisasi ini diharapkan akan terjadi 
internasionalisasi hukum kedalam kehidupan masyarakat 
yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah 
meresap kedalam diri masyarakat. Apabila masyarakat 
sudah tahu bahwa hukum yang akan dilaksanakan itu akan 
membawa ketentraman dan ketertiban, maka dengan 
kesadaran sendiri masyarakat akan taat kepada hukum 


131 Abdul Manan hlm. 421 
132 Ibid hlm. 422 
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yang akan diberlakukan itu. Dengan demikian pendidikan 
hukum dimasyarakat sangat penting dilaksanakan. "” 


Dalam kaitan ini Otje Salman, menjelaskan bahwa ada 
empat indikator untuk menjadikan hukum sebagai sarana 
untuk mendidik masyarakat agar ' memiliki kesadaran 
terhadap hukum yaitu: 


1. Pengetahuanhukum, pengetahuan seseorangmengenai 
beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum 


2. Pemahaman hukum, erat kaitannya dengan asusmsi 
bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu 
peraturan manakala peraturan itu telah diundangkan, 
kenyataan asumsi ini tidak benar. 


3. Sikap hukum, yakni suatu kecendrungan untuk 
menerima hukumkarena adanya penghargaan terhadap 
hukum suatu yang bermanfaat jika ditaati 


4. Prilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran 
hukum, disini dapat dilihat apakah suatu peraturan 
berlaku atau tidak dalam masyarakat. 


Apabila keempat indikator itu terpenuhi, maka derajat 
kesadaran hukum tinggi, demikian juga sebaliknnya. 
Tingginya kesadarn hukum masyaakat terhadap suatu 
aturan hukum mengakibatkan warga masyarakat menaati 
aturan-aturan hukum yang diberlakukan itu, begitu 
sebaliknya” apabila derajat kesadarnhukum rendah maka 
derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah. Maka sangat 
perlu dilakukan pendidikan hukum di masyarakat secara 
efektif sebagaimana yang diharapkan dalam pembangunan 
nasional. "“ 


133 Ibid hlm. 423 
134 Ibid hlm. 423 
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Dari pengertian tersebut peneliiti menggunakan 
pengertian kedua anatomi merupakan uraian yang 
mendalam tentang sesuatu. Dalam hal ini anatomi 
dimaksud yang terkait perlu peneliti mneyampaikan 
bagaimana proses sebelum terjadinya atau disahkannya 
UU No 23 tahun 2011 peneliti menjabarkan tentang risalah 
sidang nya." 

Pengujian UU No23 tahun 2011 Dalam merekonstruksi 
hukum, penulis mencantumkan proses pembentukan UU 
No 23 tahun 2011 sampai dengan pengujian yang dilakukan 
oleh DPR, berikut ini petikan perihal pengujian. 

Pengujian Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 18, Pasal 
19, Pasal 38, dan Pasal 41) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pemohon 
: 1. Yayasan Dompet Dhu'afa, 2. Yayasan Dana Sosial 
Al-Falah Malang, 3. Yayasan Yatim Mandiri dkk. Acara 
mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, Saksi/ 
Ahli,dari pemohon serta pemerintah pada hari selasa 9 
oktober 2012, pukul 11.32-13.40 Wib di Ruang Sidang 
Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka 
Barat No 6, Jakarta Pusat. Dengan susunan persidangan 
sebagai berikut 


1. Moh. Mahfud MD. (Ketua) 

2. Achmad Sodiki (Anggota) 
3. Anwar Usman (Anggota) 
4. Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota) 


135 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara 
perihal PengujianUU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 
tahun 1945 
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5. M. Akil Mochtar (Anggota) 
6. Hamdan Zoelva (Anggota) 
7. Harjono (Anggota) 
8. Maria Farida Indrati (Anggota) 
9. Muhammad Alim (Anggota) 


Adapun pihak yang hadir antara lain: dari pihak 
pemohon (yayasan Dompet Dhuafa, Rumah Zakat 
Indonesia, dari kuasa hukum pemohon (Heru Susetyo, Evi 
Risma Yanti, Nasrullah Nasution), saksi dari pemohon (M. 
Arifin Purwakananta, Ali Yasin, Juperta Panji Utama. Dari 
pihak DPR hadir adalah Ruhut Sitompul, Sedangkan dari 
pihak pemerintah yang hadir, 

1. Mubarak (Karo Hukum Kementerian Agama) 
2. Nasaruddin Umar (Wakil Menteri Agama) 


3. Wahidudin Adams (Dirjen Peraturan Perundang- 
Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 

4. Hamka (Kementerian Agama) 


Mualimin Abdi ( Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia) 


Untuk lebih jelasnya tentang proses risalah sidang 
Undang-Undang Zakat tersebut, maka peneliti akan 
menguraikan keterangan dari pihak DPR, Pemerintah, 
maupun keterangan saksi. Adapun keterangan dari DPR 
yang yang pada waktu itu diwakili oleh Bapak Ruhut 
Sitompul sebagai berikut 

Keterangan Dewan Perwakilan Republik Indonesia 
atas permohonan pengujian materiil Undang-UndangNo 23 


136 Risalah Sidang hlm. ii 
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Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat terhadap Undang- 
Undang Dasar negar Republik Indonesia Tahun 1945,dalam 
perkara Nomor 86/PUU/X/2012, Sebagai berikut: para 
pemohon dan pemohon agua mengajukan pengujian atas 
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 
dan Pasal 41 Undang-Undang Pengelolan Zakat. Hak atau 
kewenangan konstitusional yang dianggap para pemohon 
telah dirugikan oleh berlakunya pasal Undang-Undang 
pengelolaan Zakat. Kami langsung keterangan DPR RI. 


a. 


Kedudukan hukum (legal standing). “Terhadap 
kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, 
DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk 
mempertimbangkan dan menilai, apakah pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau 
tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 52 ayat (1) 
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasar 
putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/ 
PUU-1I1.2005 dan perkara No 011/ PUU-V / 2007. 


Pengujian Undang-Undang pengelolaan Zakat. 

Terhadap padangan-pandangan para pemohon dalam 

permohonan a gua DPR memberi keterangan sebagai 

berikut 

1. Bahwa konstitusi memerintahkan negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk serta beribadah menurut 
agamanya masing-masing. Bagi umat Islam, zakat 
adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan 
oleh seorang Muslim atau badan usaha yang 
telah memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam 
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untuk kemudian zakat tersebut diberikan atau 
disalurkan kepada yang berhak menerimanya. 


Bahwa zakat merupakan ibadah memiliki posisi 
sangat penting, strategis, dan menentukan 
bagi pembangunan kesejahteaan umat. Ajaran 
ini memberikan landasan bagi tumbuh dan 
berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. 
Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi 
yang luas dan kompleks, bukan saja mengandung 
nilai-nilai ibadah, moral, spritual, dan ukhrawi 
melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi. 
Beragamnya nilai-nilai yang terkandung dari 
ajaran zakat tersebut memberikan landasan 
yang kuat dan rasional bagi memperdaya 
dan mengembangkan kehidupan masyarakat 
secara menyatu dan menyeluruh dari potensi 
zakat. Dengan demikian, zakat dalam Islam 
merupakan pranata keagamaan yang bertujuan 
untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan 
masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. 

Bahwa mengingat begitu pentingnya pelaksanaan 
kewajiban zakat dan kemanfaatan bagi 
kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan 
kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan 
daya guna, dari hasil guna, serta efektifitas dan 
efiseinsi pelayanan dalam pengelolaan zakat harus 
dikelola secara kelembagaan yang berasaskan 
pada syariat Islam, amanat kemanfaatan keadilan, 
kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. 


Bahwa berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945 yang mengamanatkan negara Indonesia 
adalah negara hukum, maka dalam pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan bermasyarakat dan bernegara 
tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara 
hukum, yaitu harus berdasar pada peraturan 
undang-undangan sebagai hukum positif guna 
menciptakan serta menjamin adanya kepastian 
hukum. 


Bahwa untuk memberikan perlindungan, 
pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, 
mustahik, dan pengelolaan zakat, serta menjamin 
adanya kepastian hukum dalam pengelolaan 
zakat, maka  disusunlah — Undang-undang 
pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur 
perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. 


Bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan 
zakat, maka ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan 
Pasal 7 Undang-undang pengelolaan zakat telah 
mengamanatkan kepada pemerintah untuk 
membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 
yang berkedudukan di ibukota negara. Baznas 
merupakan lembaga pemerintah nonstruktural 
yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab 
kepada presiden melalui menteri. 


Bahwa pembentukan Baznas, sebagaimana 
diatur pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang- 
Undang pengelolaan zakat sama sekali tidak 
dimaksudkan untuk sentralisasi dan subordinasi 
dalam pengelolaan zakat secara nasional berada 
sepenuhnya ditangan pemerintah. Masyarakat 
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tetap dapat membantu dan berperan serta dalam 
melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan 
membentuk lembaga Amil Zakat (LAZ). 


Bahwa hak masyarakat untuk membantu 
dan berperan serta dalam pengelolaan 
zakat diatur dalam ketentuan Pasal 17 
Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang 
menyebutkan, "Untuk membantu Baznas dalam 
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat 
membentuk LAZ. 


Pembentukan — Undang-Undang menyadari 
sepenuhnya bahwa untuk memaksimalkan 
pengelolaan zakat dengan potensi yang begitu 
besar, tidak dapat dilakukan sendiri oleh Baznas 
tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat. 
Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat berperan 
serta membantu Baznas dalam pengelolaan 
zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) yang secara mandiri dapat melaksanakan 
kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. Dengan demikian, kata 
membantu dalam pasal 17 Undang-undang 
pengelolaan zakat adalah tidak tepat jika dimaknai 
bahwa LAZ yang dibentuk oleh masyarakat 
adalah subordinasi dari Baznas, sebagaimana 
didalilkan para pemohon. Pembentukan LAZ oleh 
masyarakat dapat dimaknai sebagai pemberian 
hak kepada masyarakat untuk membantu atau 
berperan serta secara mandiri dalam pengelolaan 
zakat. 


Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


10. 


11. 


Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan 
dan kepastian hukum kepada muzakki, 
mustahik, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
dalam melaksanakan pengelolaan zakat, maka 
ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 
pengelolaan zakat mengatur secara tegas bahwa 
untuk pembentukan LAZ wajib mendapat izin 
menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. 
Mekanisme perizinan dalam pembentukan LAZ 
adalah merupakan penerapan asas kepastian 
hukum dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya 
kepastian hukum, maka kepentingan-kepentingan 
dari muzakki, mustahik, dan Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) dalam pelaksanaan pengelolaan zakat akan 
terlindungi. 


Bahwa dalam mekanisme pemberian izin 
pembentukan LAZ diatur persyaratan minimal 
yang harus dipenuhi oleh LAZ agar dapat 
diberikan izin oleh menteri atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh menteri. Persyaratan minimal yang 
harus dipenuhi oleh LAZ tersebut tercermin dari 
frasa pada apabila memenuhi persayaratan paling 
sedikit . Dalam klausal syarat memberi pemberian 
izin sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) 
Undang-Undang pengelolaan zakat bahwa frasa 
memenuhi persyaratan paling sedikit bermakna izin 
menteri atau pejabat lain yang ditunjuk menteri 
sudah dapat atau wajib diberikan kepada LAZ 
yang telah memenuhi syarat minimal sebagaimana 
disebut dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang 
pengelolaan zakat. Jika ada persyaratan lain akan 
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dirumuskan dalam peraturan pelaksanaanya, 
maka hal tersebut adalah persyaratan tambahan 
yang tentunya harus tidak boleh memberatkan 
dalam pemberan izin dalam pembentukan LAZ. 


Bahwa dengan demikian, pendapat para pemohon 
yang menyatakan adanya frasa memenuhi 
persyaratan paling sedikit dalam klausal syarat 
pemberian izin sebagaimana diatur dalam Pasal 
18 ayat (2) Undang-undang pengelolaan zakat 
adalah merupakan pasal karet yang membuka 
kesempatan bagi negara untuk bertindak 
sewenang-wenang dalam mengeluarkan izin bagi 
lembaga amil zakat, di antaranya dengan cara 
menambahkan syarat-syarat lain yang tidak atau 
belum tercantum dalam Undang-undang Zakat 
adalah tidak benar dan tidak berdasar. 


Bahwa DPR berpendapat ketentuan sanksi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 juncto 
Pasal 41 Undang-undang pengelolaan zakat 
adalah suatu ketentuan yang dirumuskan untuk 
penegakan hukum dari mekanisme perizinan 
dalam pembentukan LAZ sebagaimana diuraikan 
diatas. Disamping itu ketentuan sanksi juga 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
hukum dan kepastian hukum kepada muzakki, 
mustahik, dan lembaga amil zakat (LAZ) dalam 
melaksanakan pengelolaan zakat dari perbuatan 
melawan hukum yang mungkin saja dilakukan 
orang atau badan yang tidak bertanggungjawab. 


Bahwa terhadap kekhawatiran para pemohon 
yang menyatakan adanya ketentuan Pasal 38 
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juncto Pasal 41 undang-undang a guo akan 
menyebabkan semua amil zakat dan lembaga 
amil zakat yang beroperasi tanpa izin meski 
memiliki kredibilitas tinggi dan karenannya 
mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat 
akan dikriminalisasi. DPR berpandangan kepada 
lembaga amil zakat yang beroperasi tanpa izin 
meski memiliki kredibilitas tinggi dan karenanya 
mendapat kepercayaan tinggi dan masyarakat 
telah diberikan waktu yang cukup, yaitu selama 
lima tahun untuk menyesuaikan dengan 
undang-undang a guo. Diharapkan dalam waktu 
yang cukup tersebut lembaga amil zakat yang 
beroperasi tanpa izin meski memiliki kredibilitas 
tinggi harus tetap mengurus perizinannya guna 
tercipta perlindungan dan kepastian hukum bagi 
pihak-pihak terkait dengan pengelolaan zakat. 


15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, DPR-RI 
berpandangan ketentuan Pasal 55, Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 Undang- 
undang pengelolaan zakat telah sejalan dengan 
Pasal 48C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E 
ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) dan 
ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. 
Dengan demikian, DPR memohon kiranya ketua 
Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar 
putusan sebagai berikut. 


1. Menyatakan permohonan a guo ditolak untuk 
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan 
permohonan a guo tidak dapat diterima. 
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Menyatakan keterangan DPR-RI diterima untuk 
seluruhnya. 

Menyatakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 
41 Undang-undang Pengelolaan Zakat tidak 
bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) , dan 
Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang 
Dasar Tahun 1945. 

Menyatakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 
Undang-undang Pengelolaan zakat tetap memiliki 
kekuatan hukum mengikat. 


Dengan demikian keterangan tertulis dari 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan 
Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil 
keputusan. 


Bab 3 


UPAYA MENSEJAHTERAKAN 
MASYARAKAT 


A. Teori negara sejahtera 


sejahteraan merupakan amanah 

konstitusi tertuang pada alinea ke 4 

embukaan UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 “ kemudian dari pada itu untuk 

membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan perdamaian 

abadi dan keadilan sosial'”. Selanjutnya pada Bab XIV pasal 

33 ayat (3) Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Amanah konstitusi dalam pembukaan UUD 1945 alinea 
ke 4 berbunyi: kemudian dari pada itu untuk membentuk 
pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 


137 UUD NRI Tahun 1945, Sekretaris Jenderal MPR RI 2015 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Pada 
alinea ke empat tersebut merupakan amanah konstitusi 
negara untuk mensejahterakan rakyat 


Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 pasal 33 ayat (4) menyebutkan perekonomian 
nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional. “pasal tersebut memuat pirnsip 
kebersamaan seperti yang tercantum dalam UU No 20 
tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan 
UU No 25 tentang penanaman Modal 


Pasal28 CUUD 1945 ayat(1)menyebutkanbahwasetiap 
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 
memperoleh manfaat dariilmu pengetahuan danteknologi, 
seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 
demi kesejahteraan umat manusia. Pasal (2) setiap orang 
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negara 


Pasal-pasal tersebut diatas meletakkan landasan 
negara kesejahteraan, pembadanan negara kesejahteraan 
tidak dapat dipisahkan dari hukum administrasi negara. Hal 
ini merupakan konsekuensi logis dari peran negara yang 
terikat oleh kewajiban konstitusional untuk memenuhi 
hak-hak fundamental warganya. Cara berpikir hukum 
ini memberikan ruang pada peran negara/pemerintah 


138 UUD NRI Tahun 1945 pasal 33 ayat (4) perubahan ke 4 
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yang semakin dominan dalam pendistribusian pelayanan 
publik". 

Perkembangan negara kesejahteraan ini merupakan 
reaksi yang ditujukan untuk menjauhi Darwinisme sosial 
dari kapitalisme laissez-faire (semangat kebebasan)" 


Upaya ini bergerak kepada keyakinan kolektif 
masyarakat akan pentingnya kesejahteraan individu yang 
direalisasikan pada kekuatan pasar. Dalam perkembangan 
laissez-faire (semangat kebebasan) menimbulkan gap 
karena kerangka hukum didasarkan prinsip kebebasan 
sehingga memungkinkan pihak-pihak yang kuat 
mengeksploitasi pihak yang lemah oleh karena itu peran 
pemerintah yang lebih besar dipandang sebagai solusi 
untuk memperbaiki fungsi pasar dan mengoreksi gap 
sebagai akibat dari kapitalisme yang berbasis laissez-faire 
(semangat kebebasan). 


Peran kebijakan pemerintah ini dapat diwujudkan 
dalam bentuk regulasi nasionalisasi gerakan serikat buruh, 
kebijakan fiskal, pertumbuhan yang tinggi dan kesempatan 
kerja penuh 

Negara kesejahteraan memang merupakan suatu 
konsep perkembangan yang patut disambut hangat 
dikalangan Negara-negara kapitalis. Ia juga momentum, 
pertama setelah depresi besar dan kemudian setelah 
Perang Dunia Kedua, sebagai respon terhadap tantangan 
kapitalisme dan kesulitan-kesulitan yang tejadi karena 


139 Lihat Juniarso Ridwan , Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 
Pelayanan Publik, Nuansa Bandung, 2012 , hlm. 53 

140 Menurut jhon Locke, manusia lahir dengan persamaan dan kebebasan, 
ia melukiskan manusia dalam keadaan alami, kekmudian bernegara setelah melalui 
proses perjanjian bersama dalam keadaan alami manusia berada dalam kebebasan. 
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141 


depresi dan perang” tujuan jangka pendeknya adalah 
untuk menghapuskan eksistensi kapitalisme yang paling 
mencolok dan mengurangi daya tarik sosialisme. 


Falsafah yang mendasari menunjukkan suatu 
gerakan menjauhi prinsip-prinsip Darwinisme-sosial dari 
kapitalisme laissez-faire dan menuju kepada kepercayaan 
bahwa kesejahteraan individu merupakan sasaran yang 
teramat penting, yang realisasinya diserahkan kepada 
operasi kekuatan-kekuatan pasar. Falsafah ini berarti 
merupakan pengakuan formal — aliran-aliran utama 
ekonomi bahwa kemiskinan dan ketidakmapanan 
seseorang memenuhi kebutuhannya tidaklah berarti bukti 
anggapan individu tersebut.'? Negara kesejahteraan tidak 
mengakui perlunya melakukan perubahan-perubahan 
radikal dalam sistem pasar untuk mewujudkan tujuan- 
tujuannya. Peran pemerintah yang lebih besar dipandang 
telah memadai untuk memperbaiki fungsi pasar dan 
mengoreksi ketidakmerataan akibat kapitalisme Laissez- 
faire. Ada enam alat Negara untuk mewujudkan suatu 
kesejahteraan yaitu: regulasi, nasionalisasi, gerakan serikat 
buruh, kebijakan fiskal, pertumbuhan yang tinggi, dan 
kesempatan kerja penuh, 


Regulasi ini dapat ditujukan terhadap prilaku dan 
manuver perusahaan swasta guna menjamin terciptanya 
kompetisi yang sehat, terpeliharanya tatanan dan standar 
perlindungan terhadap hak-hak pekerja maupun hak 
masyarakat yang lebih luas.'” 


141 Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, 2000, 
hlm. 113 

142 Ibid hlm. 115 

143 Regulasi perusahaan-perusahaan swasta penting bagi terjaminnya 
kompetisi, terpeliharanya tatanan dan standar, dan perlindungan hak-hak orang 
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Nasionalisasi ini dapat menjadi solusi walaupun 
dianggap ekstrim dan kontroversi dalam kebijakan 
perdagangan internasional, namun diakhir ini dapat 
mereivitalisasi dunia usaha nasional yang dieksploitasi 
secara tidak patut dan melawan hukum. Hal ini dapat 
ditujukan terutama pada perusahaan asing yang nyata- 
nyata melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan hak- 
hak fundamental rakyat. 


Gerakanserikatburuhseyogyanya dapatmeningkatkan 
kaum buruh memperbaiki kondisi kinerja dan menjadikan 
program keamanan ekonomi, namun disadari gerakan 
serikat buruh saat ini menjadi panasea (obat mujarab) 
dalam meningkatkan pendapatan kaum buruh menghadapi 
tantangan dengan adanya inflasi dan tingkat pengangguran 
yang tinggi. 

Keenam alat negara untuk mewujudkan masyarakat 
sejahtera mulai dari regulasi, dalam hal ini peraturan yang 
terkait dengan zakat dari tingkat Pusat sampai daerah 
melaksanakan dan memperhatikan regulasi, maka regulasi 
tentang pengelolaan zakat sangat penting untuk dilakukan 
penyempurnaan maupun amandemen terhadap beberapa 
pasal yang dianggap bertentangan dengan pasal-pasal yang 
lain dengan memperhatikan budaya masyarakat setempat. 


lain. Tetapi regulasi menuntut kriteria dan nilai-nilai itu tidak bersedia atau 
secara universal tidak diakui, maka dalam masyarakat pluralis yang setiap orang 
mengedepankan kepentingan dirinya sendiri, Negara menjadi ssebuah papan netral 
bagi semua kelompok yang berkepentingan, dan segala aktivitasnya menjadi sasaran 
tawar menawar dan perlombaan politik 

144 Nasionalisasi industri-industri utama juga telah kehilangan 
momentumnya disebabkan karena kemunduran umum kinerja industri-industri 
yang dinasionalisasi, tetapi karena besarnya subsidi yang diserap oleh industri-industri 
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan kadang karena keterbatasan- 
keterbatasan politik yang menahannya untuk mematok harga berdasarkan interaksi 
pasar 
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Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana 
memberikan kesejahteraan bagi warganya, agar tujuan 
ini tercapai maka dalam menggerakkan perangkat yang 
sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing, 
dengan demikian secara akademik dikemukakan oleh 
Van Volenhoven yang dikutip oleh Moch Koesnardi dan 
Hermaily Ibrahim. “ badan- badan Negara tanpa hukum tata 
Negara itu lumpuh bagaikan sayap, karena badan-badan itu 
tidak ' mempunyai wewenang sehingga keadaanya tidak 
menentu. Sebaliknya badan-badan Negara tanpa adanya 
hukum andministrasi Negara menjadi bebas tanpa batas, 
karena mereka dapat berbuat menurut apa yang mereka 
inginkan.” Negara kesejahteraan berusaha membebaskan 
rakyatnya dari ketergantungan pada mekanisme pasar 
untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) 
dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang 
bisa diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang 
disediakan Negara. 


Sebagai konstitusi yang berorientasi keadilan sosial 
UUD 1945 berisi pasal-pasal dan bab khusus tentang 
kesejahteraan sosial, yaitu pada Bab XIV ,bab XIV ini 
semula “Kesejahteraan Sosial”, sehingga semua pasal 
mengenai perekonomian harus dibaca dan dipahami 
dalam kerangka konsep kesejahteraan sosial seperti yang 
di idealkan dalam cita-cita keadilan sosial.” Namun sejak 
perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, para 
perumus UUD 1945 mempertegaskan keberadaan haluan- 


145 Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan kebijakan pelayanan 
Publik, Nuansa Bandung, 2012, hlm. 53 

146 Ibid hlm. 53 

147 Jimly Assidiegi, Gagasan Konstitusi Sosial Institusional Dan konstitusional 
Kehidupan Masyarakat Madani, LP3ES Anggota IKAPI, Jakarta, 2015, hlm. 96 
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haluan kebijakan konstitusional dibidang perekonomian 
bahwa semua kebijakan ekonomi nasional termasuk juga 
kebijakan ekonomi daerah hendaklah diselenggarakan 
berdasarkan haluan UUD 1945, karena itu sejak perubahan 
Keempat, judul pada bab XIV itu diubah menjadi 
“Perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial” namun 
demikian penyebutan keduanya, yaitu (i) perekonomian 
Nasional, dan (ii) kesejahteraan sosial tidak boleh dibaca 
atau dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah 
secara sendiri-sendiri. Disamping itu penyebutan perkataan 
“perekonomian Nasional” lebih dulu dari “Kesejahteraan 
Sosial” juga tidak dimaksudkan untuk lebih mengutamakan 
“Perekonomian Nasional” dari pada “Kesejahteraan 
Sosial.” 


UUD 1945 adalah konstitusi ekonomi (Economic 
Constitution) — dan sekaligus Konstitusi Sosial (Social 
Constitution) dan sekaligus Konstitusi Kesejahteraan 
Sosial (Social Welfare constitution). Sila kedua pancasila, 
“Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima 
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pasal 33 ayat 
(1) UUD 1945 “ Perekonomian nasional disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan “, termasuk 
dalam pengertian mikro hubungan kerja industrial, setiap 
unit usasha merupakan suatu kesatuan susunan usaha 
yang berdasar atas kekeluargaan atau kebersamaan 
atau hubungan kemitraan (partnership)'” karena itu jika 
dikaitkan dengan persoalan hubungan antara pekerja dan 
pengusaha, maka UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi 
Indonesia tidak hanya berpihak kepada para pengusaha, 


148 Ibid hlm. 97 
149 Jimly Assidiegi, hlm. 101 
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tetapi juga para pekerja. Bahkan juga dapat disebut 
sebagai konstitusi para pekerja Indonesia, “The worker 
constitution” Pasal 27 (2) UUD 1945 “ Tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan”, pasal 28D (2) setiap orang berhak utuk 
bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 
layak dalam hubungan kerja. disebutkan pada bukunya 
jimly Assiddieegi halaman." 


B. Teori kewajiban dan paksaan 


Salah satu dari hakikat hukum adalah hukum dapat 
dipaksakan berlakunya, bila perlu dengan campur tangan 
negara, karena dalam hukum terdapat unsur kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk 
pada hukum." Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak 
terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem 
keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan 
dengan baik dan tertib sehingga muncul konsep ketertiban 
hukum. 


Dapat dikatakan bahwa karekteristik — dari suatu 

ketertiban hukum (legal order) antara lain: 

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan 
dengan sanksi tertentu 

2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa 
perintah, larangan maupun anjuran. 

3. Berlaku prinsip persamaan perlakuan diantara sesama 
anggota masyarakat (egualite before the law) 


150 Ibid,hlm 103 
151 Munir Fuadi, Teori-teori besar dalam hukum, Kencana, PrenadaMedia 
Grouf, Jakarta, 2014 hal 105 
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4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak 
ada hukum yang kosong, karena hukum selalu dapat 
ditemukan atau ditafsirkan dari kaidah-kaidah hukum 
yang ada 

5. Berlaku prinsip internal hukum, jika terdapat berbagai 
macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, 
maka hukum itu sendiri menyediakan berbagai model 
penyelesaianya. Misalnya dengan memberlakukan asas 
lex specialist derogat lex generalis 


6. Objek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan 
kaidah hukum. 

7. Hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu 
ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari 
paksaan-paksaan dalam bentuk sanksi-sanksi hukum, 
ini pula yang membedakan ketertiban hukum dengan 
ketertiban sosial lainnya. 


Teori — paksaan/imperative  (imperative — theory) 
merupakan dasar berpijak dari teori John Austin tentang 
Analytical Jurisprudence maupun para penganut paham 
positipisme yang lain. Menurut Hans Kelsen, hukum tidak 
lain merupakan norma utama yang mengandung sanksi 
didalamnya (law is the primary  norm wich stipulates the 
sanction). 

Teori paksaan ini juga telah diterapkan pada zaman 
khalifah Abu Bakar , sehingga orang-orang yang tidak 
membayar zakat, yakni memerangi orang-orang yang tidak 
membayar zakat dan mengkategorikan mereka sebagai 
orang murtad 
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C. Konsep Negara kesejahteraan 


Negara Kesejahteraan lahir dari paham liberalisme 
bahwa negara harus turut bertanggung jawab atas 
rakyatnya. Selain itu Negara kesejahteraan ini juga lahir 
dari sosialisme, dimana dengan Negara kesejahteraan akan 
dapat mengatasi kemiskinan, memajukan kesetaraan sosial 
dan stabilitas sosial ekonomi. Dengan demikian, Negara 
kesejahteraan ini juga dapat dikatakan mengandung 
asas kebebasan, kesetaraan hak, asas persahabatan / 
kekeluargaan, dan kebersamaan. Inilah yang dinamakan 
sebagai Negara Kesejahteraan liberalis-sosialisme 


Negara Indonesia merupakan penganut Negara 
Kesejahteraan. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 bidang 
sosial ekonomi. Prinsip Negara kesejahteraan tersebut 
berada dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 33 ayat 3 
dan pasal 34, sedangkan setelah diamandemen tercantum 
pada Bab XIV tentang perekonomian dan kesejahteraan 
sosial dimana isinya mengandung tentang ekonomi-sosial. 
“Sebagai konstitusi yang berorientasi keadilan sosial, UUD 
1945 berisi pasal-pasal dan bahkan bab khusus tentang 
kesejahteraan sosial, Bab XIV tentang perekonomian 
Nasionanal dan kesejahteraan sosial (social welfare), dua 
konsep yang harus dipahami tidak boleh terpisah, kedua 
kalimat tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan jiwa 
keadilan sosial 

Negara kesejahteraan sebenarnya sangat tergantung 
dengan paradigma besar yang menjadi filosofi dari suatu 
negara pada suatu periode. 

Negara kesejahteraan menurut Deacom adalah: suatu 
masyarakat dimana pemerintahanya bertanggung jawab 
menjamin bahwa setiap warganya menerima pendapatan 
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minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin yang 
ia mampu raih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Kebutuhan hidup tersebut meliputi perawatan kesehatan, 
perumahan dan tempat tinggal, pendidikan, dan layanan 
sosial personal. 


M. Syarif Chaudhry dalam buku Sistem Ekonomi 
Islam mengatakan ciri-ciri negara sejahtera antara lain: 
Pertama, penyediaan jaminan sosial bagi semua orang 
terhadap kecelakaan, sakit, pengangguran, usia lanjut, dan 
cacat. Kedua keadilan sosial dan distribusi pendapatan 
yang adil dan merata diantara semua warga negara dengan 
meminimalkan celah antara kelompok kaya dengan 
kelompok miskin. Ketiga, penyediaan layanan pendidikan 
dan kesehatan gratis atau disubsidi (healt-subsidised) oleh 
negara. Keempat, dipertahankannya tingkat full empoyment 
bagiangkatankerjadenganmenjadikannegara bertanggung 
jawab penuh atas ketersediaannya pekerjaan bagi mereka 
yang mampu bekerja. Kelima, pemilikan publik atau 
fasilitas umum sehingga dapat diberikan kepada kelompok 
berpendapatan rendah dengan harga yang disubsidi, Semua 
tanggung jawab tersebut disampaikan kepada masyarakat 
melalui berbagai macam layanan sosial (soscial services). 


D. Upaya mensejahterakan rakyat. 


Dalam Pengelolaan zakat, Nabi memberikan contoh 
dan petunjuk operasionalnya, hal ini dapat dilihat dari 
adanya konsep pembagian tugas amil yang dibagi menjadi 
beberapa bagian antara lain (1) Katabah, yaitu petugas 
mencatat para wajib zakat, (2) Hasabah, petugas menaksir 
dan menghitung zakat, (3) Jubah, petugas untuk mencari, 
mengambil zakat dari para muzakki. (4) Khazanah, petugas 
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untuk menghimpun dan memelihara harta, (5) Oasamah, 
petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik'? 


Setelah Nabi SAW. Wafat maka pimpinan pemerintahan 
dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddig yang bernama lengkap 
Abdullah ibn Abu Kuhafah Al-Tamimi terpilih sebagai 
khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin 
agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Pada masa 
pemerintahannya yang hanya berlangsung dua tahun, 
banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal 
dari kelompok murtad, nabi palsu dan pembangkan zakat, 
Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang 
menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar. 
Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat 
memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat serta 
mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang 
yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan 
mereka sebagai orang murtad.”” seterusnya pada masa 
tabiin dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah 
melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional 
zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.”“ketika 
terpilih sebagai khalifah Abu Bakar pernah berkata ” 
seluruh kaum muslimin telah mengetahui bahwa hasil 
perdaganganku tidak mampu mencukupi keluarga, namun 
sekarang aku dipekerjakan untuk mengurus kepentingan 
kaum Muslimin”, sejak menjadi khalifah Abu Bakar diurus 
dengan menggunakan harta Baitul Mal. Sebuah riwayat 
Abu Bakar hanya boleh mengambil 2,5 atau 44 dirham 


152 Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Ekonomi Islam, Jakarta Kencana 
2006,hlm. 214 

153 Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar, al Zakah wa 
tathbigatuhaal-muasshirah Dar al-Wathan, Riyadh, cet 11, 1414, hlm.36 

154 Abdurrahman Oadir, hlm. 49 
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setiap harinya dari Baitul mal dengan tambahan makanan 
berupa daging domba dan pakaian biasa, setelah berjalan 
beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang 
mencukupi, oleh karena itu tunjangan untuk Abu Bakar 
ditambah menjadi 2000 sampai 2500 dirham bahkan 6000 
dirham pertahun” 


Selanjutnya pada masa Umar bin al-khattab yang 
berlangsung selama sepuluh tahun, Umar ibn al-Khattab 
banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi 
jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syiria, 
Palestina dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia 
termasuk Irak. Karena perluasan daerah terjadi dengan 
cepat Umar ibn al Khattab segera mengatur administrasi 
negara dengan mencontoh Persia. Administrasi negara 
diatur menjadi delapan wilayah Provinsi, Makkah, Madinah, 
Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, palestina dan Mesir. 


Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan 
Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, 
pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat 
signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk 
mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, 
efektif, dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan 
para tokoh/pemuka sahabat, khalifah Umar ibn al Khattab 
mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta 
baitul mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap 
sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya 
disediakan dana cadangan. Cikal bakal lembaga Baitul Mal 
yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah 
Saw. dan di diteruskan oleh Abu Bakar al-shiddig, semakin 


155 Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Raja 
Grapindo Persada, Jakarta, 2004 : 55 
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dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan 
khalifah Umar ibn Al-Khattab sehingga menjadi lembaga 
yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi Baitul 
Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang 
tertata baik dan rapi merupakan konstribusi terbesar yang 
diberikan oleh khalifah Umar ibn al-Khattab kepada dunia 
Islam dan kaum Muslimin." 


Dalam catatan sejarahpembangunaninstitusi BaitulMal 
dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika 
itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa 
harta hasil pengumpulan pajak al-kharraj sebesar 500.000 
dirham. Halini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena jumlah 
tersebut sangat besar, khalifah Umar mengambil inisiatif 
memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat 
terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut, 
setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah 
Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta 
Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk 
keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun 
berbagai kebutuhan umat lainnya. "” 


Menurut Khalifah Umar, Baitul Mal dianggap sebagai 
harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil 
berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, 
negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan 
bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, 
membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar 
utang orang-orang yang bangkrut, membayar uang diat 
untuk kasus-kasus tertentu. 


156 Adiwarman A Karim..hlm.59 
157 Ibid hlm. 60 
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Khalifah Umar bin Khattab juga membuat ketentuan 


bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam 
mengelola harta Baitul Mal. Ditingkat provinsi, pejabat yang 
bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung 
pada Gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh 
dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab 
langsung pada pemerintah pusat. 


Untuk mendistribusikan harta baitul Mal, khalifah 


Umar ibn Khattab mendirikan beberapa departemen yang 
dianggap perlu seperti: 


1. 


Departemen Pelayanan Militer, berfungsi untuk 
mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang 
yang terlibat dalam peperangan, besarnya jumlah 
bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga 
setiap penerima dana 


Departemen kehakiman dan Eksekutif, bertanggungjawab 
pada pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif, 
besarnya gaji ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji 
yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya 
agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang 
diberikan harus sama dan kalaupun terjadi perbedaan. 
Hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran. 


Departemen pendidikan dan pengembangan Islam, 
memberikan bantuan dana bagi penyebar dan 
pengembang ajaran Islam beserta keluarganya seperti 
guru dan juru dakwah. 


Departemen jaminan sosial, berfungsi untuk 
mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir- 
miskin dan orang-orang yang menderita. 
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Bersamaan dengan reorganisasi lembaga Baitul Mal, 
sekaligus sebagai perealisasian salah satu fungsi negara 
Islam, yakni jaminan sosial, khalifah Umar membentuk 
sistem diwan yang menurut pendapat terkuat, mulai 
dipraktikkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H, 
dan menunjuk sebuah komite nasab ternama yang terdiri 
dari Agil bin Abi thalib, Mahzamah bin Naufal, dan Jabir 
bin Mut'im untuk membuat laporan sensus penduduk 
sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongan. Daftar 
tersebut disusun secara berurutan dimulai dari orang- 
orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan 
Nabi Muhammad Saw, kaum wanita, anak-anak dan para 
budak juga mendapat tunjangan sosial. Jumlah tunjangan 
yang diberikan bervariasi setiap tahun sebagaimana pada 
tabel berikut: 


No Penerima Jumlah 


1 Aisyah dan Abbas ibn Abdul Muttalib Masing-Masing: TA0OG. 


dirham. 

2 Para Istri Nabi selain Aisyah Masing-Masing. 10060 
dirham 

n : : Masing-masing 5.000 
3 Ali, Hasan, Husain, dan para pejuang Badar dirkam 


Masing-masing — 4.000 


4 Pejuang Uhud dan Migran ke Abshina dirham 


Kaum Muhajirin sebelum peristiwa fathu Masing-masing 3.000 
Mekkah dirham 


Para putra-putri pejuang Badar, orang- 
orang yang memeluk Islam, anak-anak 


6 kaum muhajirin dan Anshor, para pejuang Masingamasing:. “2900 


perang Oadisiyyah, Uballa,dan orang-orang Sina 
yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah 
8 Orang Mekkah yang bukan Muhajirin 800 dirham 
9 Warga Madinah 25 dinar 
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Kaum muslimin yang tinggal di Yaman, 
Syiria dan Irak 


200-300 dirham 
11 Anak-anak yang baru lahir 100 dirham “ 

Dengan demikian khalifah Umar ibn Khattab 
menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan 
harta Baitul Mal, berpendapat bahwa kesulitan yang 
dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam 
menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan 
karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta 
tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan 
Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik- 
baiknya. 

Kebijakan khalifah umar tersebut mengundang reaksi 
dari salah seorang sahabat yang bernama hakim bin 
Hizam. Menurutnya, tindakan Umar memicu lahirnya sifat 
malas dikalangan para pedagang yang berakibat fatal bagi 
kelangsungan hidup mereka. "" 


Beberapa peraturan yang ditetapkan oleh khalifah 
Umar. memiliki pendirian tegas dan pemberani, ia 
menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas diantaranya 
menghapus zakat bagi Muallaf, mengenakan zakat Kuda 
yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. 


Pada zaman Rasulullah saw, jumlah kuda di Arab 
sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum 
muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi 
dan jihad, misalkan pada perang Badar, pasukan kaum 
muslimin yang berjumlah 313 orang hanya memiliki 2 
ekor kuda, pada saat pengepungan suku Bani Ouraizha (5 
H), pasukan kaum muslimin memiliki 36 kuda, pada tahun 
yang sama, di Hudaibiyah mereka mempunyai sekitar 200 


158 Adiwarman A Karim, 64 
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kuda karena dibebankan terhadap barang-barang yang 
memiliki produktivitas, seorang budak atau seekor kuda 
yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu dikenakan zakat.” 


Pada periode selanjutnya, kegiatan beternak dan 
memperdagangkan kuda dilakukan secara besar- 
besaran di Syiria dan diberbagai wilayah kekuasaan 
Islam lainnya. Beberapa kuda mempunyai nilai jual yang 
tinggi, bahkan pernah diriwayatkan seekor kuda Arab 
Taghlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang 
Islam terlibat dalam perdagangan ini, karena maraknya 
perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu 
Ubaidah, Gubernur Syiria tentang kewajiban membayar 
zakat kuda. dan mendistribusikan kepada para fakir-miskin 
serta budak-budak. 


Selanjutnya Umar ibn Khattab mengklasifikasikan 
pendapatan negara menjadi empat bagian antara lain: 


1. Pendapatan zakat dan 'Ushr, pendapatan ini 
didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus 
sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat 
dan dibagikan kepada delapan ashnaf sesuai ketentuan 
Alguran. 


2. Pendapatan Khums'" dan sedekah. Pendapatan ini 


didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk 
membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan 
apakah ia seorang Muslim atau bukan. 


161 


3. Pendapatan Kharaj '", Fai, Jizyah? ushr (pajak 
perdagangan), dan sewa tanah, pendapatan ini 


159 Adiwarman A karim. Hlm 69 

160 Khums (arab) artinya satu perlima atau seperlima, yakni harta waijib yang 
diambil dari orang-orang kaya sebanyak seperlima 

161 Kharaj artinya :cukai hasil tanah yang dikenakan ke orang-orang Islam. 

162 Jizyah, pajak perkapita yang diberikan oleh ppenduduk non Muslim 


166 » Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana 
bantuan serta untuk menutupi biaya operaional 
administrasi kebutuhan militer. 

4. Pendapatan lain-lain digunakan untuk para pekerja, 
pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial 
lainya. 

Berdasarkan pendapat Saidina Umar bahwa Kuda dan 
Unta saat itu dipakai sebagai alat transportasi, maka untuk 
saat ini pemilik usaha transportasi apapun bentuknya 
dikenakan zakat sesuai nisab zakat usaha (tijarah) 


Zakat pada masa Uthman bin Affan dibagi menjadi 
dua (1) zakat harta benda yang tampak (al-amwaal al- 
zahirah) seperti binatang ternak dan hasil bumi, (2) zakat 
yang tidak nampak atau tersembunyi (al-amwaal al- 
batiniyah) seperti uang dan barang perniagaan. Sedangkan 
pada zaman Ali pernah bertemu memberikan zakat kepada 
fakir dan pengemis buta non Muslim (Nasrani), Saidina Ali 
menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung oleh bayt 
al-maal. '? 


Dalam hal pengelolaan zakat, khalifah Utsman ibn 
Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang 
dizakatikepada pemiliknya masing-masing, halini dilakukan 
untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan 
masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh 
beberapa oknum pengumpul zakat, disamping itu khalifah 
Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan 
terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh 
utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat 


pada suatu negara dibawah peraturan Islam 
163 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Pustaka 
Pelajar, Jogjakarta, 2010, hlm.76 
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dari dana pensiun. Selama menjadi khalifah, Utsman 
bin Affan menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, 
disamping memberikan tambahan berupa pakaian. Ia juga 
memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di 
masjid untuk para fakir miskin dan musafir. 


Untuk meningkatkan pengeluaran dibidang 
pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun 
dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, 
negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, 
khalifah Utsman ibn Affan membuat beberapa perubahan 
administrasi tingkatatas danpergantian beberapa gubernur. 
Sebagai hasilnya, jumlah pemasukan kharaj dan Jizyah yang 
berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat, yakni dari 2 juta 
dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan penggantian 
gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Saad. "“ 


Dengan harapan dapat memberikan tambahan 
pemasukan bagi Baitul Maal, khalifah Utsman menerapkan 
kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu- 
individu untuk tujuan reklamasi. Dari hasil kebijakan ini, 
negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham 
atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa 
Umar ibn al Khattab. '” 


Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan 
Utsman ibn Affan, tidak mendapat perubahan situasi 
ekonomi yang cukup signifikan, berbagai kebijakan 
Khalifah Utsman ibn Affan yang banyak menguntungkan 
keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang 
mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya 
pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai 


164 Adiwarman A karim, hlm 81 
165 Ibid hlm. 81 
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kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang 
khalifah. 


Masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi thalib yang 
berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan 
ketidak stabilan kehidupan politik, Ia harus menghadapi 
pemberontakan Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, dan 
Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibn Affan. 
Berbagai kebijakan tegas yang diterapkan menimbulkan 
api permusuhan dengan keluarga Bani Umayah yang 
dimotori oleh Muawwiyah ibn Abi Sofyan. Pemberontakan 
juga datang dari golongan khawarij, mantan pendukung 
khalafah Ali ibn Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan 
tahkim pada perang Shiffin. 


Sekalipun demikian, Khalifah Ali ibn Abi Thalib 
tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan 
yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat 
Islam, menurut sebuah riwayat secara sukarela menarik 
diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal, bahkan 
Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap 
tahun. Apapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana 
dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. 
Suatu contoh juga bahwa saudaranya yang bernama Agil 
pernah mendatangi khalifah Ali ibn Abi Thalib untuk 
meminta bantuan keuangan dari Baitul Mal, namun 
Ali menolak permintaan tersebut, juga khalifah Ali 
pernah memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya 
melakukan tindak pidana korupsi. 


Selama pemerintahannya khalifah Ali ibn Abi Thalib 
menetapkan pajak pada pemilik hutan sebesar 4000 dirham 
dan mengizinkan ibn Abbas (gubernur Kuffah) memungut 
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zakat terhadap sayuran segar yang digunakan sebagai 
bumbu masakan. 


Praktik serupa berlaku pada masa kekhalifahan Ali bin 
Abi Thalib, saat pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz yang 
tak sampai dua tahun namun tidak ditemukan masyarakat 
miskin yang membutuhan bantuan dari dana zakat. 
Memperhatikan kebijakan dalam menetapkan peraturan 
zakat dan model pendistribusiannya, rekosntruksi hukum 
zakat sudah dimulai sesuai dengan kondisi saat itu. Secara 
urut pengaturan zakat menurut Islam sebagai berikut". 


Pada masa tabi'in, priode Daulah Bani Umayyah 
yang berlangsung selama hampir Sembilan puluh tahun 
(41-127H) tampil salah seorang khalifah Umar bin Abdul 
Azis (717 M) masa pemerintahannya diwarnai oleh faktor 
reformasi dan perbaikan, diantara sekian reformasi yang 
yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, 
baik sektor jasa atau profesi saat itu wajib dikenakan zakat 
sebagai solusi dalam problematika kemiskinan.'“Ta terkenal 
karena kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam 
memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk 
dalam penanganan zakat, sehingga zakat melimpah dari bayt 
al mal bahkan petugas amil zakat, menemukan kesulitan 
dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan 
harta zakat. 


E. Pola pengembangan zakat di indonesia 


Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia. 


166 Bagan sumber hukum zakat menurut Islam ini dibuat dan didesain oleh 
peneliti 
167 Muhammad Hadi yang dikutip dariTarikh al Islami 1999, hlm.104 


170 » Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


Sebelum membahas tentang strategi pengembangan 


zakat di Indonesia terlebih dahulu penulis menyampaikan 
hambatan dalam pengelolan antara lain: 


(1) 


(2) 


(3). 


Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, 
suatu contoh lulusan alumni fakultas syariah dan 
ekonomi Islam belum tentu mau menjadi seorang amil 
atau pengurus zakat, karena mereka lebih condong 
berkarir diperkantoran, instansi Pemerintah, dunia 
bisnis, perbankan atau dunia usaha lainnya. 
Pemahaman Figh amil yang belum memadai. 

Masih minimnya pemahaman figh zakat dari 
amil menjadi hambatan dalam pengelolaan zakat, 
pemahaman yang masih bersifat tradisional, 
seharusnya mengambil ide dasarnya dari pengelolaan 
zakat yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat 
serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat, 
mampu merubah status mustahik menjadi pribadi 
yang mandiri tidak tergantung pada orang lain yang 
pada akhirnya menjadi muzakki 


Rendahnya kesadaran masyarakat. 


Kesadaran masyarakat membayar zakat masih 
rendah, karena masih melekat dalam benaknya 
bahwa kewajiban zakat hanya pada bulan Ramadlan 
saja sedangkan bulan lain tidak penting. Hal ini 
bisa kita lihat contoh bahwa pada bulan Ramadlan 
banyak umat Islam yang mengadakan acara dengan 
mengumpulkan anak-anak yatim, setelah itu jarang 
sekali mengumpulkan anak yatim fakir miskin setelah 
bulan Ramadlan. 
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(9. 


(3). 


Zakat yang dikeluarkan baru sebatas zakat fitrah, 
sedangkan zakat penghasilan yang lain belum banyak 
mengeluarkannya. Hal ini juga pernah disampaikan 
oleh kepala BAZNAS Kota Mataram. 

Teknologi yang digunakan. 

Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan 
maupun pendayagunaan haruslah menggunakan 
teknologi terbaru agar dapat menjangkau segala 
kelompok masyarakat terutama kalangan menengah 
keatas yang notabene memiliki harta yang lebih. 

SIZ (Sistem Informasi Zakat) 


Lembaga amil zakat yang ada belum mampu 
menyusun suatu sistem imformasi zakat yang terpadu 
antara amil, sehingga para Lembaga Amil zakat saling 
integrasi satu dengan yang lainnya. 


Melihat kondisi pengelolaan dan pengembangan zakat 


dengan berbagaihambatan, maka diharapkan kepada semua 
pihak termasuk swasta dan pemerintah menyusun strategi 
dalam pengelolaan. Adapun strategi “pengembangan 
pengelolaan zakat sebagai berikut 


1. 
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Membudayakan kebiasaan membayar zakat. Kebiasaan 
membayar zakat harus mulai dicanangkan dengan 
sosialisasi di berbagai media sosial, media masa 
(Koran, Buletin), mediasosial dan media elektronik, 
pengumuman dan brosur-brosur atau pamflet-pamflet, 
bukan hanya menunggu orang yang menyerahkan 
zakat tapi bagaimana menjemputnya. 


Penghimpunan yang cerdas. Di era sekarang 
penghimpunan tradisional sudah bisa dikurangi, 
namun bisa menggunakan transfer ke rekening ke 
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Nomor Baznas atau orang yang ditunjuk oleh baznas 
diberbagai tingkatan. 


3. Dalam penyaluran hendaknya bersifat produktif atau 
berbagai pelatihan dan kursus-kursus untuk memotivasi 
agar para mustahik memiliki semangat untuk menjadi 
muzakki, kecuali yang sudah jompo atau usia lanjut 
yang tidak memungkin untuk bekerja, maka itu yang 
diprioritaskan. 


4. Sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan 
kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat 
utama agar LAZ semakin berkembang dan mampu 
mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki agar 
berguna bagi kemaslahatan umat. 


Lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan 
penghargaan yang seimbang sesuai dengan prestasi kerja 
para staf pengelola, agar mereka mau menjadikan amil 
tersebut menjadi profesi yang bergensi dan menyenangkan. 
Karena profesi amil mempunyai dua dimensi yang berbeda 
disatu sisi mereka mencari materi untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan disisi lain mereka bekerja 
sambil beribadah mengamalkan ilmunya untuk umat 
manusia. Sehingga perubahan paradigma pengelolaan 
dana zakat tidak berdasarkan lillahitaala semata melainkan 
manajemen yang profesional, akuntabel, amanah, dan 
memiliki integritas yang tinggi, dimana nilai-nilai tersebut 
telah masuk kedalam jiwa pengelola. 

Fokus Dalam Program, sering kali lembaga pengelola 
zakat memiliki ambisi untuk menjangkau seluruh asfek 
kehidupan, hal ini berakibat pada tidak fokusnya program 
yang mereka lakukan, sehingga dapat mengakibatkan 
tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan 
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mustahik dari jurang kemiskinan justru tidak menjadi 
optimal. 


Ada beberapa kriteria pegelola zakat agar mampu 


menjadi suatu lembaga zakat yang profesional antara lain, 
(1) Amanah, (2) Manajerial Skill(3) Ikhlas, 4 (Leadership 
Skill), (5) Inovatif, (6) No Profit Motives 


Selanjutnya Nurul Huda menyebutkan beberapa 


persoalan zakat yang muncul di zaman sekarang antara 


lain: 


1. 


Besarnya gap antara potensi zakat dan realisasinya, 
diidentifikasikan dan disebabkan karena masalah 
pengelolaan zakat, kesadaran masyarakat, sistem 
manajemen yang belum terpadu. Maka strategi yang 
dilakukan adalah perlunya prioritas kebijakan yang 
perlu dilakukan penerapan sanksi bagi muzakki yang 
tidak berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia untuk meningkatkan keprofesionalismse, 
kredibilitas, akutabilitas, dan transparansi OPZ, 
skenario terbaik dalam meningkatkan potensi zakat 
yaitu melalui reformasi perundang-undangan. 


Muzakki membayarkan zakatnya langsung pada yang 
berhak menerima zakat/mustahik sehingga tidak 
terdata pihak lembaga zakat. Sebenarnya tidak ada 
yang salah dengan muzakki yang tidak membayarkan 
zakatnya pada lembaga zakat, hanya saja jika dikaitkan 
dengan konsep pemberdayaan tentu akan menjadi 
sangat berdaya jika pembayaran zakat dilakukan pada 
lembaga zakat. 


168 Nurul huda dkk, Zakat persfektif Mikro-Makro, Pendekatan Riset, 


Prenada Media Group, Jakarta, 2015: 31 
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3. Kepercayaan pada lembaga zakat masih sangat 
minim, hal ini disebabkan oleh profesionalisme dan 
hasil pengelolaan zakat yang tidak dipublikasikan 
kemasyarakat luas 

4. Pendayagunaan zakat belum maksimal, banyak 
mustahik belum menerima dana zakat karena birokrasi 
untuk mendapatkannya sangat sulit. 

5. Rendahnya pemahaman tentang kewajiban zakat, 
hal ini perlu dilakukan edukasi oleh pemerintah agar 
terjadi peningkatan pemahaman yang utuh tentang 
zakat. 

6. Kualitas SDM pengelola zakat yang masih rendah 
terutama diberbagai daerah.'” 


Dalam mengurus dan mengembangkan zakat di 
Indonesia sangat diperlukan kepengurusan yangprofesional 
dan bekerjasama dalam mengurangi angka kemiskinan 
dan meningkatkan kesejahteraan. 


Memperhatikan berbagai persoalan, hambatan dan 
kelemahan dalam pengelolaan zakat di Indoneseia antara 
lain : Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, 
Pemahaman Figh amil yang belum memadai, Rendahnya 
kesadaran masyarakat, Teknologi yang digunakan, dan 
SIZ (Sistem Informasi Zakat) yang belum terpadu. 

Berdasarkan haltersebutpenulis merasaperlu berupaya 
untuk mengembangkan strategi pengelolaan zakat agar 
penerimaan dana zakat maksimal dan pengelola menjadi 
lebih oftimal. Selanjutnya penulis menguraikan strategi 
pengembangan zakat di Indonesia antara lain: 


169 Nurul Huda halaman, hlm. 32 
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Agar pengembangan zakat lebih maksimal bisa 
mengikuti sistem pegelolaan yang dilakukan oleh 
Saudi Arabia karena dibawah menteri keuangan 
bersamaan dikelola pajak dan zakat sehingga lebih 
mudah kordinasinya. 


Adat dan budaya masyarakat yang terkait dengan 
pengumpulan dana zakat dan pendistribusi cara lama 
yang dimotivasi oleh Keimanan, kesadaran, kepastian, 
sasaran, dan diterima langsung perlu dikembangkan 
selama tidak menyalahi peraturan perundang- 
undangan 

Berdasarkan impelementasi tersebut dipandang perlu 
melaksanakan hal-hal berikut ini: 


1. Amandemen terhadap beberapa pasal antara lain: 
Pasal 1 (4), Pasal 4. Pasal 38 Pasal 41 


2. Menambah nishab zakat fitrah dari 2,5 menjadi 
3,5 kg dengan memperhatikan bentuk dan jenis 
makanan pokok daerah setempat. 

3.  Pengelolaanzakatsatupintudengan pajaksehingga 
sehingga lebih mudah mengkoodinasikan, karena 
dana tersebut sama-sama berasal dari masyarakat 
untuk kepentingan masyarakat 


4. adat dan Budaya masyarakat terkait dengan 
motivasi dalam mengelola dan mendistribusikan 
zakat tetap dilaksanakan dengan memperbaiki 
sistem administrasi dan pelaporanya kepada 
BAZNAS diwilayahnya 

5. Memperbaiki Sumber Daya Manusia sebagai 
pengelola zakat dari beberapa unsur antara lain: 
tokoh Agama dari berbagai organisasi seperti NU, 
Muhammadiah, dan NW, demikian akan lebih 
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cepat melaksanakan sosialisasi peraturan zakat 
dan memperoleh data muzakki dan mustahik 
serta tokoh Masyarakat maupun ahli Ekonomi 
akuntansi dan Manajamen. 


F. Melalui Pendistribusian zakat secara adil dan 
merata. 


Dalampasal6dan7 UUNo23menjelaskan tugas Baznas 
adalah merencanakan , melaksanakan, mengendalikan 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat.' pengurus Baznas merupakan lembaga amil yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur pendistribusian 
zakat secara adil dan merata. Adil disini sesuai dengan 
tingkatan kebutuhan masyarakat, misalnya bantuan dana 
pendidikan antara S1, S2, S3 harus disesuaikan. Merata yang 
dimaksud dapat dirasakan oleh semua orang yang berhak 
tanpa melihat dari aliran dan organisasi mana. Dalam hal 
penndistribusian zakat harus diperhatikan kebutuhan yang 
sangat mendesak (lebih utama) dan prioritas. Sebagai contoh 
ketika terjadi Gempa bumi bulan juli 2018 di pulau lombok 
dengan skala 7,0 SR, maka yang dibutuhkan paling utama 
tempat tinggal dan makanan pokok. Begitu pula ketika 
terjadi wabah corona (Covid-19) yang melanda dunia," 
maka yang perlu diberikan bantuan adalah kebutuhan 
dan perlengkapan seperti alat-alat kebersihan (sabun cuci, 
ember, masker, disinfektan), sedangkan bantuan berupa 
biaya pendidikan dana pembangunan tempat ibadah 
didistribusikan belakangan. Untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut penulis perlu memberikan urutan-urutan yang 


170 Pasal 6 dan 7 UU No23 Tahun 2011tentang pengelolaan zakat. 
171 Indonesia terkena wabah corona sejak pertengahan bulan maret 2020 
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sangat mendesak dan prioritas dalam pendistribusian dana 
zakat. kebutuhan tersebut secara urut sebagai berikut, 


1. Kebutuhan dharuriat 


Kebutuhan (need) merupakan konsep yang lebih 
bernilai daripada keinginan (want). Keinginan hanya 
ditetapkan berdasarkan konsep utility, tetapi kebutuhan 
didasarkan atas konsep maslahah. Hal itu terkait dengan 
tujuan utama Allah Swt. Menurunkan syariat Islam. 
Mensejahterakan seluruh makhluknya melalui aturan 
agama yang dibawa oleh para Nabi dan berpedoman pada 
kitab suci yang diyakininya. Kitab suci yang diyakini oleh 
umat Islam menjelaskan tentang tata cara bermuamalah 
dan memelihara harta, salah satu cara pemeliharaan harta 
adalah dengan pemerataan dan keseimbangan sebagaimana 
yang disebutkan dalam algur'an yang artinya: bahwasanya 
harta itu tidak boleh berputar dikalangan orang-orang 
tertentu saja atau sekelompok saja. Berdasarkan hal 
tersebut melalui pola pendistribusian zakat yang sesuai 
dengan ketentuan dalam Islam merupakan bagian dari 
upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 


Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan pola-pola 
pendistribusian zakat yang dipraktikan oleh masyarakat di 
Indonesia sebagai berikut: 

2. Pendistribusian melalui perorangan 

Cara ini dilakukan setelah anggota masyarakat 
(perorangan) menghitung sendiri jumlah harta dan 
penghasilannya kemudian mendistribusikannya langsung 
kepada anggota masyarakat ataupun anggota keluarga 
yang dianggap berhak menerimanya, karena kalau 
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diserahkan ke BAZNAS kabupaten/kota, maka besar 
kemungkinan anggota masyarakat yang berdomisili sekitar 
muzakki tidak mendapatkan. Dan yang tau tentang kondisi 
masyarakat tersebut adalah orang-orang yang tinggal 
disekitarnya, sementara jarak tempuh antara masyarakat 
pedesaan dengan pengurus baznas sangat sulit dijangkau 
Hal ini yanag menjadi pertimbangan sebagian masyarakat 
mengumpulkan dan mendistribusikan melalui perorangan 


3. Pendistribusian melalui lembaga resmi pemerintah 
(BAZNAS). 


Pendistribusian yang dilakukan oleh baznas kota 
Mataram disesuaikan dengan ashnaf yang sangat prioritas 
dan basis data mustahik. Sebagai contoh pendistribusian 
zakat yang dilakukan di Kota Mataram. Penyaluran dana 
zakat infak dan sedekah sebanyak Rp. 4.850.000.000,- 
dana tersebut dibagi dua yakni penyalura dana zakat 
dan penyaluran dana infak/sedekah. Penyaluran dana 
zakat sebanyak 2,4 milyar sedangkan penyaluran dana 
infak/sedekah 2,4 milyar. Adapun rincian penyaluran 
dana zakat sebagai berikut untuk fakir Rp 600.000.000,- 
miskin Rp 600.000.000,-, amil Rp 300.000.000,-, muallaf 
Rp.300.000.000,-fi sabilillah Rp 500.000.000,- dan Ibnu sabil 
100.000.000.”? sedangkan penyaluran dana Infak/ sedekah 
dengan rincian sebagai berikut fakir Rp 500.000.000, Miskin 
Rp.800.000.000,- amil Rp.300.000.000,- dan fisabillah Rp 
700.000.000, dan 50.000.000,- penyaluran untuk lain-lain, 
sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 4.850.000.000,- 


172 Data RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahun) terdapat pada Lampiran 3, 
Surat Keputusan Baznas Kota Mataram nomor 17 / Baznas/SK/XII/ 2016 tentang KAT 
Baznas Kota Mataram tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 
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Sedangkan — rencana penyaluran berdasarkan 
program periode I bulan januari S/D 31 Desember 2017 
sebagai berikut: penyaluran dana zakat untuk pendidikan 
Rp. 200.000.000, untuk kemanusiaan/tanggap bencana 
Rp. 1.700.000.000,-untuk ekonomi Rp. 200.000.000, untuk 
dakwah dan advokasi Rp 300.000.000,- 


Kemudian penyaluran dana Infak/ sedekah sebagai 
berikut: untuk pendidikan Rp 350.000.000,-kesehatan 
Rp. 100.000.000, untuk kemanusiaan tanggap bencana 
Rp 550.000.000,-untuk ekonomi Rp. 300.000.000, untuk 
dakwah dan advokasi Rp 700.000.000,- penyaluran untuk 
lain-lain Rp 50.000.000,-"” 


Realisasi penghimpunan dan pendayagunaan Zakat 
infak dan Sedekah BAZNASse provinsi NTB padatahun 2017 
berjumlah 71.695.895.694 (71,67 Mlyar) sedangkan jumlah 
yang ditarget 83.682.344.150,-(83, 6 Milyar), penerimaan 
dana tersebut bersumber dari sepuluh Kabupaten/kota 
yakni Kota Mataram, kabupaten Lombok Barat, Lombok 
Tengah, Lombok Timur, KLU, sumbawa, Dompu, Bima, 
Kota Bima dan dua lainya dari BANAS Provinsi NTB dan 
Dari DASI NTB. 


4. Pendistribusian melalui lembaga amil zakat yang 
direkomendasikan oleh baznas. 
5. Pendistribusian melalui lembaga masyarakat. 


Sebelum didistribusikan — lembaga/masyarakat 
dimasing-masing kampung setiap musim panen ada petugas 


173 Data tersebut diambil dari lampiran 4 Baznas Kota Mataram, penyaluran 
berdasarkan program priode I januari S/D 31 Desember 2017 

174 Data Realisasi penghimpunan dan pendayagunaan ZIS BAZNAS se 
Provinsi NTB tahun 2017, sedangkan mengenai pendistribusian ke beberapa ashnaf 
dalam penelusuran penulis 
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yang mendata jumlah zakat yang harus dikeluarkan, 
sebagian diberikan kepada fakir miskin, sebagian lagi 
kepada pengurus masjid untuk pembangunan masjid.'” 
Lembaga ini tidak dibentuk oleh pemerintah, tidak ada 
izin dan rekomendasi dari Baznas, namun berdiri sendiri 
berdasarkankesepakatan masyarakat kemudian ditunjuklah 
orang-orang yang mau bekerja dan amanah, mereka tidak 
ada SK apalagi gaji yang didapatkan. 

Selain itu juga pengumpulan pendistribusian yang 
dilakukan oleh masyarakat dilingkungan taman kelurahan 
karang baru untuk zakat fitrah, cukup diumumkan oleh 
penghulu atau imam masjid bahwa pada tanggal 20 sampai 
27 Ramadlan peneyerahan dan pengumpulan zakat fitrah 
di masjid, kemudian pada tanggal 28 atau 29 Ramadlan 
akan disalurkan dan di didistribusikan, dan masyarakat 
semuanya berbondong-bondong membawa zakat fitrah 
kemasjid / kemushalla / kepondok pesantren. 

Selain itu juga beberapa praktik yang dilakukan 
oleh kalangan pondok pesantren antar alain : pimpinan 
pondok pesantren” bercerita tentang gedung yang sedang 
dibangun /masjid nya belum jadi, guru-guru madrasyah 
tidak punya gaji. 

Dari pengumuman pimpinan pondok pesantren 
tersebut jamaah pengajian langsung membawa sebagian 
zakat fitrah ke pondok pesantren (tempat anaknya 
Mondok) menditribusikan sendiri dan langsung diterima 
oleh pengurus pondok /panita pembangunan. 


175 Cara ini juga dilakukan oleh masyarakat Desa Barabali Kecamatan 
Batukliang Lombok tengah. 

176 PP Uswatun Hasanah Cempaka Putih Desa Aik Darek kecamatan 
Batukliang Lombok Tengah 
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Beberapa bulan setelah didistribusikan sendiri oleh 
jamaah zakat fitrahnya nampak bahwa pembangunan 
gedung madrasah/ perkembangan pembangunan masjid 
sudah ada perubahan dan bahkan sudah bisa dilihat dan 
dirasakan sendiri hasilnya oleh putra putirnya yang sekolah 
di pondok pesantren. Sehingga pendistribusian melalui 
perorangan dan melalui lembaga masyarakat lebih praktis 
dan tepat sasarannya. 


Penempatan agama sebelum jiwa adalah ketentuan 
Alguran, dalam hierarkinya penempatan agama, agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini berdasarkan Os Al- 
Anfaal ayat 28 yang artinya: ' ketahuilah bahwa hartamu 
dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan 
sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar" 


Allah SWT menerangkan dalam surat an- Nisa ayat 24 
bahwa hendaklah kecintaan kepada harta dan anak-anak 
tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Dalam ayat 
ini ditegaskan bahwa agama menempati urutan pertama, 
sebelum harta dan keturunan. 


Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 14 yang 
berkaitan dengan kebutuhan manusia akan keturunan dan 
harta yang kemudian ditutup dengan ungkapan bahwa ” 
Allah adalah sebaik-baik tempat kembali” yang menempati 
kebutuhan keempat menempati kedudukan dibawah 
pemenuhan pemeliharaan agama. 


Membaca adalah kegiatan akal, dengan proses 
membaca manusia akan mengenal Tuhannya. Karena akal 
merupakan sarana utama pada manusia untuk mengetahui 
penciptaanya, denganakal pulamanusiadapatmembedakan 
yang hak dan batil dan dengan kemajuan akal pula manusia 
dapat berkreasi meningkatkan peradaban. 
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1. Kebutuhan Hajiyat 


Prinsip dasar komunitas dalam Islam sangatsederhana, 
Sumber dana yang dimiliki seseorang pertama kali akan 
dialokasikan kepada kebutuhan yang penting (esentials, 
dharuriyyat). Jika seseorang telah memenuhi kebutuhan 
pokok maka ia dapat memenuhi kebutuhan pelengkapnya 
(hajiyyat) jika sumber dananya masih tersedia maka ia 
dapat mengalokasikan kepada kebutuhan pemeliharaan 
(tahsiniyyat). Klasifikasi ini memberikan hierarkis yang 
berkelanjutan. Aturan ini merupakan tahapan yang 
alamiah. 


2. Kebutuhan tahsiniyyat 


Kebutuhan tahsiniyyat adalah kebutuhan yang 
menyempurnakan kebaikan dan kesejahteraan dalam 
kehidupan. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada 
pemenuhan dharuriyyat dan hajiyat, semuanya berkaitan 
dengan tujuan syariat. 


Kemaslahatan tahsiniyyat adalah penggunaan segala 
sesuatu yang layak, pantas, dan dibenarkan oleh adat 
kebiasaan. Segala sesuatu yang baik, indah, serta mulia. 
Atas dasar itu maka pemanfaatan alokasi sumberdaya 
dilakukan menurut skala prioritas kebutuhan. 


Pendistribusian zakat sangat erat kaitannya dengan 
hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi 
pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk 
kesejahteraan suatu komunitas, karena kesenjangan 
distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi 
sosial politik. Oleh karena itu pada bagian ini penulis akan 
menguraikan bagaimana pola pendistribusian zakat di 
Indonesia. 
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Bagan : Bagan pendistribusian zakat berdasarkan Prioritas. 


Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat 
penting. Penyelesaiannya secara adil akan mewujudkan 
kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh komponen 
masyarakat.'” Sebaliknya bila dalam pendistribusiannya 
dilakukan tidak adil akan berdampak pada ketimpangan 
ekonomi, kesenjangansosial. Dalamhalpendistribusianzakat 
undang-undang zakat telah mengaturnya. Sebagaimana 
dinyataka Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2011” Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai 
dengan syariat Islam, selanjutnya pasal 26 pendistribusian 
zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan 
berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 
pemerataan, keadilan dan kewilayahan. 


Adanya kaya dan miskin merupakan kenyataan sosial 
yang tidak dapat dipungkiri, ajaran Islam mengajarkan 
penataan hubungan harmonis berdasarkan prinsip keadilan 
sosial sehinggaantarakeaduanya tidakterdapatkesenjangan 
yang terlalu jauh agar tidak menimbulkan komplik sosial. 
Beberapa dasar filosifis dalam pendistribusian zakat antara 
lain: saling memahami (saling mengenal) karena dengan 
saling memahami dan mengenal akan melahirkan sifat 


177 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam, 
Erlangga, 2002, hlm. 44 
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empati, dan kasih sayang yakni merasakan apa yang 
dirasakan orang lain, saling menolong, prinsip ini lahir dari 
kesadaran keterbatasan manusia serta kebutuhan hidup 
terhadap orang lain. Memperhatikan prinsip persaudaraan 
pada dasarnya lahir dari kedekatan keturunan atau 
pertalian darah. Prinsip keberpihakan pada yang lemah, 
keberpihakan pada kaum lemah merupakan empati pada 
mereka, dan prinsip pemerataan pendapatan. 


Salahsatukewajibandasarnegaraadalahmengusahakan 
pemerataan pendapatan dan pembagian pendapatan yang 
wajar untuk memajukan kesejahteraan umum." 


Sebelum melaksanakan pendistribusian zakat 
kepada mustahik, terlebih dahulu pihak baznas (ILAZ) 
melaksanakan pendataan dengan memperhatikan skala 
prioritas, berapa jumlah fakir miskin, muallaf, panti 
asuhan, berapa jumlah lembaga pendidikan yang menerima 
dana zis, berapa jumlah pelajar mahasiswa yang berhak 
mendapatkan bantuan pendidikan. Setelah ditentukan 
jumlah baru dibuatkan pengumuman lewat media cetak 
atau surat kabar diimformasikan secara terbuka. 


Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan 
individu dan masyarakat dari penyakit sosial kefakiran 
dan kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran 
terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak 
terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa 
membedakan suku, ras, dan kelompok.” 


178 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, 
Erlangga,Jakarta, 2009. Hlm. 197 

179 Zainurrahman, http/pemuda genius.blogspot, oftimalisasi distribusi 
zakat, diunduh pada tanggal 17 Maret 2017, hlm 1 
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Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam 
bidang sosio ekonomi yang tidak terhindarkan untuk 
memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa 
harus melakukan beban pada kas negara semata, seperti 
yang dilakukan oleh sosialisme dan negara kesejahteraan 
modern. '" Dalam kenyataan yang terjadi di Indonesia saat 
ini, zakat yang diterima oleh badan atau Lembaga Amil 
Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk Muslim 
yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh BAZNAS 
bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan 
agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. 


Setiap menjelang idul fitri mendengar dan melihat pola 
pendistribusian pembagian bingkisan yang menyedihkan. 
Ribuan orang berdesak-desakan sampai beberapa orang 
pingsan untuk berebut zakat mal dari seorang pengusaha 
atau pejabat publik, tentu tidak diinginkan terulang kembali, 
warga miskin kadang mempertaruhkan jiwanya untuk 
mendapatkan uang antara 10 sampai 25 ribu rupiah. 


Memperhatikan kondisi yang memprihatinkan 
tersebut, ada beberapa ketentuan dalam pendistribusian 
dana zakat kepada mustahik. 

a. Mengutamakan distribusi domistik, dengan melakukan 
distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima 
zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan 
lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan 
pendistribusian untuk wilayah lain. 

b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah 
sebagai berikut 


180 Ibid hlm. 1 


186 » Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI 


1. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyognya setiap 
golongan mendapat bagiannya sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing. 


2. Pendistribusian harus menyeluruh ke asnaf yang 
sudah ditentukan 


3. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat 
kepada beberapa golongan penerima zakat saja, 
apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada 
golongan tersebut memerlukan penanganan 
secara khusus 


4. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai 
golongan pertama yang menerima zakat, karena 
memenuhi kebutuhan mereka dan membuat tidak 
bergantung pada golongan lain, inilah maksud 
dari zakat produktif. 


5. Menjadi kebijakan umum bahwa dalam 
menentukan bagian maksimal untuk diberikan 
kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam 
mengumpulkan maupun mendistribusikannya. 


c.  Membangunkepercayaanantarapemberidanpenerima 
zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya 
keyakinan dan juga kepercayaan bahwa sipenerima 
adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui 
atau menanyakan hal tersebut orang-orang adil yang 
tinggal dilingkungannya.'" 

Agar jumlah penerimaan zakat bertambah dan 
pendistribusianya merata dan tepat sasaran, maka ada 
beberapa langkah yang harus dilaksnakan antara lain: 


181 Zainur Rahma, hlm. 2 
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1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima 
zakat orang-orang yang benar dan tepat sasaran. 


2. Pengelompokan peserta kedalam kelompok 
kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, 
ekonomi dan usia kemudian dipilih ketua 
kelompok, diberi bimbingan dan pelatihan. 


3. Peberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam 
pelatihan harus berfokus untuk melahirkan 
perbuatan usaha produktif, manajemen usaha, 
pengelolaan keuangan usaha. 


4. Dana diberikansetelah materi tercapai danpeserta 
dirasa telah dapat menerima materi dengan baik, 


Dalam Alguran ada tiga sektor penting dalam 
perekonomian antara lain: (1) sektor riil (jual beli) yaitu 
bisnis dan perdagangan, (2) sektor keuangan dan moneter, 
(3) zakat, infak dan Sedekah (ZIS).' 


ZakatInfakdanSedekahmerupakansatupilartersendiri 
terkait dengan perannya dalam distribusi pendapatan dan 
kelompok agniya (orang yang memiliki kelebihan harta) 
kepada kelompok yang mengalami kekurangan harta. 
Esensi zakat tidak hanya sebatas materi yang dikeluarkan 
2,5 persen, kemudian setelah itu masalah kemiskinan dan 
ketimpangan menjadi berkurang. Tapi lebih jauh lagi zakat 
menjadi penggerak dalam roda perekonomian sehingga 
dengan zakat ekonomi bisa tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan makna zakat itu sendiri'. 


182 Nurul Huda dkk, Zakat Persfektif Mikro-Makro Pendekatan Riset, 
Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 107 
183 Ibid hlm. 168 
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UntukmelaksanakanpendistribusianzakatdiIndonesia, 
yang lebih utama dilakukan adalah pendataan sumber dana 
zakat, sumber penerimaan baik lembaga maupun individu. 
Adapun sumber penerimaan zakat dan infag pada tahun 
2016 di BAZNAS Republik Indonesia sebagaimana pada 
taberl dibawah, berdasarkan penerimaan tiap bulan. 

Penerimaan zakat Nasional tahun 2016, selama 12 
bulan sebanyak 111.449.939.350,- (seratus sebelas milyard 
empat ratus empat puluh sembilan juta) dengan rincian 
pendapatan perbulan sebagai berikut. 


No Pendrimaan Zakat Infag Jumlah 
tiap bulan 
1 Januari 5.266.950.264,- 799.491.907,- 6.066.422.171,- 
2 Februari 5.178.377.337,- 990.186.061,- 6.168.563.399,- 
3 Maret 5.946.868.407,- 7153.785.299,- 6.700.653.776,- 
4 April 6.205.248.813 723.980.710,- 6.929.229.523,- 
5 Mei 6.536.074.829,- | 1.010.445.009,- 7.546.519.838,- 
6 Juni 20.460.180.167,- | 1.616.681.201,- | 22.076.861.368,- 
7 Juli 16.518.327.462,- | 1.337.502.323,- | 17.855.829.785,- 
8 Agustus 8.312.194.393,- | 2.058.258.256,- 8.370.452.650,- 
9 September 5.828.507.919,- | 1.376.792.938,- 7.205.300.857,- 
10 Oktober 5.659.404.178,- 759.250.318,- 6.418.654.496,- 
11 November 5.457.588.544,- 720.969.310,- 6.176.557.854,- 
12 Desember 8.056.280.964,- | 1.876.592.873,- 9.932.873.627,- 
Total. Seratus sebelas Milyard 
empat ratus empat puluh 
sembilan juta sembilan ratus 111.449.939.350,- 
tiga puluh sembilan ribu tiga 
ratus lima puluh rupiah) 


Semua dana tersebut sebanyak 111.449.939.350,- 
(seratus sebelas Milyard empat ratus empat puluh sembilan 
juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima 
puluh rupiah) 
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Berikut ini penulis menyampaikan contoh Penerimaan 
zakat di kabupaten Sumbawa. 


Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat 
(baznas KSB) terus memaksimalkan upaya pengumpulan 
zakat masyarakat pada tahu 2017 ini baznas menargetkan 
penerimaan zakat dan infak mencapai 100 juta/ perbulan. 


Ketua baznas KSB Ust. Ja far Yusuf, S.Sos mengatakan, 
target penerimaan tersebut khusus diperoleh dari Aparatur 
Sipil Negara (ASN) yang dikumpulkan melalui satuan 
perangkat kinerja daerah (SKPD), target itu sementara 
berasal dari pegawai mulai dari SKPD, UPDT sampai guru 
disekolah-sekolah, dari target yang ditetapkan tersebut 
langsung masuk ke rekening baznas melalui potongan 
gaji, sementara pegawai vertikal belum dapat diakomodir, 
pendapatan tersebut baru berasal dari internal pemerintah 
KSB, dana tersebut kemudian disalurkan ke fakir miskin 
sebanyak 250 orang kategori fakir, penerima ini ditetapkan 
setiap bulan, selain itu juga diberikan kepada permohonan 
pendamping berobat lanjut (rujukan)'” 


Secara umum didistribusikan pada lima bidang antara 
lain: Bidang sosial, Bidang pendidikan, Bidang kesehatan, 
Bidang Ekonomi, Bidang keagamaan'” 


Pada bidang sosial sebaiknya memperhatikan penyebab 
kemiskinan antara lain. 


1. Kesalahan sistem distribusi. Islam sangat menjaga milik 
individu seperti hukum waris namun memperhatikan 
juga kepentingan orang banyak. Buktinya zakat 
ditempatkan sebagai rukun Islam ketiga sesudah sholat. 


184 Koran hari sabtu, suara NTB 27 januari 2017, hlm. 7 
185 Data di ambil dari internet pendapatan perbulan yang kemudian diolah 
dan dijumlahkan oleh peneliti pada bulan januari 2017 
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Zakat adalah bentuk jaminan pengamanan sosial dalam 
Islam untuk kebutuhan orang banyak. Jika sistem 
distribusi tidak berjalan dengan baik maka yang terjadi 
adalah ketimpangan. Contohsebagian besarmasyarakat 
hari ini tidak punya beras untuk makan, sebagian yang 
lain masyarakat memiliki harta sampai triliunan rupiah. 
Keadaan ini menggambarkan penyebab kemiskinan 
bukannya kurang sumber daya alam namun karena 
cara pendistribusian atau pengaturan kepemilikan 
yang tidak tepat". Contoh lain di Nusa tenggara Barat 
kabupaten Lombok timur jumlah angka gizi buruk di 
tahun 2016 sebanyak 300 orang, 10 orang diantaranya 
meninggal dunia. 


2. Adanya paham sufisme. Banyak umat Islam di 
"ninabobokan” oleh faham sufisme yang sesat. Yang 
menyuruh kaumnya duduk-duduk sambil berzikir 
kepada Allah SWT Dan mereka tidak mencari nafkah, 
Faham ini dihembuskan oleh orang kafir dan orientalis 
agar umat Islam menjadi lemah dan miskin. 


3. Adanya faham sekularisme. Kurangnya ilmu-ilmu dunia 
usaha dikalangan kaum muslimin membuat mereka 
tertinggal dengan non muslim, akibatnya sekularisme 
di Indonesia. Pemisahan sekolah agama dengan sekolah 
umum. Sekolah agama Kaya dengan pengetahuan figh 
ibadah tapi kurang paham figih muamalah. Keadaan 
seperti ini membuat mereka kurang menguasai ilmu 
usaha sehingga sulit mendapat kesempatan bekerja 
dan menjadi miskin. Sebaliknya seseorang lulusan 
umum, sangat ahli tentang dunia usaha, namun kurang 


186 Gusfahmi, Rekonstruksi Praktik Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi 
Kemiskinan, makalah halaman 4 
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memahami tentang figih ibadah, merekapun ahirnya 
menjadi manusia yang kosong kering secara rohani dan 
tidak berakhlak. 


4. Ada juga yang berpendapat Karena ujian dari Allah. 
Ada manusia yang dari lahirnya cacat, lemah fisik atau 
pikiran, lumpuh, tidak punya ayah dan ibu, tidak punya 
saudara, kematian suami/istri, tua renta tak punya 
anak, atau sudah berusaha dengan keras namun masih 
saja miskin. Hal ini dijelaskan dalam surat an Nahl 71 
yang artinya ” Dan Allah melebihkan sebahagian kamu 
dari sebagian yang lain dalam hal rezkei, tetapi orang- 
orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan 
rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, 
agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa 
mereka mengingkari nikmat Allah” 


Dari penyebab tersebut, maka beberapa solusi 
menurut Islam. 


Islam dengan tegas menolak kemiskinan dan 
menganggapnya sebagai suatu penyakit yang berbahaya 
bagi keselamatan dan keutuhan akidah, maka Islam sudah 
memaklumatkan perang melawan kemiskinan. 


Jika kemiskinan sebagai suatu penyakit maka 
Allah menurunkan obatnya, jika kemiskinan sebagai 
suatu tagdir Allah maka upaya untuk melepaskan diri 
dari cengkeramannya adalah juga tagdir Allah. Dalam 
memberikan solusi atas masalah kemiskinan Islam 
membagi fakir miskin menjadi tiga kelompok, masing- 
masing kelompok akan berbeda solusinya. 


187 Al-guran dan terjemahan, OS 16:71 
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1: 


Dengan mewajibkan bekerja bagi orang yang fisiknya 
kuat, bekerja bagi yang kuat wajib hukumnya dan 
merupakan senjata yang pertama untuk memerangi 
kemiskinan. Rizki yang sudah dijanjikan oleh Allah itu 
tidak bisa dicapai kecuali dengan mengerahkan segala 
upaya dan usaha. sesuai dengan firman Allah yang 
artinya: ” Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi 
kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 
sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah 
kamu (kembali setelah) dibangkitkan” 


Mengeluarkan infak untuk karib kerabat, kaum miskin 
yang lemah dan tidak mampu bekerja, seperti jompo, 
anak-anak, janda tua, tapi masih mempunyai kerabat, 
mereka itu mendapat jaminan dari anggota keluarga 
berupa nafkah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah 
swt yang artinya: ” Mereka bertanya tentang apa yang 
mereka nafkahkan. Jawablah: ”Apa saja harta yang kamu 
nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang- 
orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja 
kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahuinya.'” 

Mengeluarkan Zakat untuk kaum miskin yang tidak 
kuat bekerja dan tidak punya karib kerabat. Untuk 
kelompok ini Allah SWT telah menetapkan hak yang 
telah pasti berupa zakat.” Dan pada harta-harta mereka 
ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin 
yang tidak mendapat bagian. 


188 Terjemahan OS.al Mulk, 67: 15 
189 Terjemahan Os al Bagarah, 2 : 215 
190 Terjemahan OS Adz Zaariat 51 :19 
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Untuk menjembatani kedua hal tersebut Allah telah 
menetapkan suatu penghubung, solusi, jaminan bagi yang 
miskin dan lemah kepada yang kaya yakni mengeluarkan 
zakat, infak dan sedekah. 


Memperhatikan UU No 23 tahun 2011 tentang peran 
dan fungsi BAZNAS. 


Antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengendalian 
dan pelaporan. Sebelum masuk pada perencanaan terlebih 
dahulu melakukan pendataan atau identifikasi muzakki 
dan mustahik baru dilanjutkan pada tahapan sebagaimana 
di sebutkan pada Pasal 7 ayat (1) meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan pengelolaan zakat. 


Pengelolaan zakat secara umum diupayakan dapat 
mengubah fungsi fungsi manajemen modern yang 
meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi 
merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan 
program kerja yang terdiri dari penghimpunan) fundraising, 
pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian 
meliputi: tugas dan wewenang penyusunan personalia, 
perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksasanaan dan 
pengarahan terdiri dari : pemberian motivasi, komunikasi, 
model kepemimpinan, dan pemberian reward dan sangsi. 
Sedangkan pengawasan meliputi: tujuan pengawasan, 
tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan 
pengawas. 

Pengelolaan zakat dan pengalokasian zakat profesional 
dan produktif dalam literatur zakat, baik literatur klasik 
maupun modern, selalu ditemukan bahwa pengumpulan 
zakat adalah kewajiban pemerintah di negara Islam. 
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Penguasa berkewajiban memaksa warga Negara yang 
beragama Islam dan mampu membayar zakat atas harta 
kekayaanya yang telah mencapai nishab haul. 


a. Pola Pendistribusian Zakat 


Pelaksanaan pendistribusian zakat di Indonesia 
mengacu pada Pasal 17 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang 
Pegelolaan Zakat menyatakan ' untuk membantu BAZNAS 
dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk 
LAZ. LAZ dimaksud sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 
(1) ” pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri 
atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, ayat (2) izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 
apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: 

1. Terdaftar sebagai organiasi kemasyarakatan Islam 
yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan 
sosial 
Berbentuk lembaga berbadan hukum 
Mendapat rekomendasi dari BAZNAS 
Memiliki pegawas syariat 


Ku s3 9 


Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan 


keuangan untuk melaksanakan kegiatanya 


Bersifat nirlaba”! 


NX 


Memiliki program untuk mendayagunakan zakat 
bagi kesejahteraan umat 


8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara 
berkala. '? 


191 Organisasi Nirlaba atau nin profit yaitu suatu organisasi yang berssasaran 
pokok untuk mendukung suatu isu dalam menarik perhatian public untuk tujuan 
yang tidak komersil tanpa ada perhatian atau tujuan untuk mencari laba 

192 UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
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Selanjutya Pasal 25 zakat wajib didistribusiakan 
kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, selanjutnya 
pasal 26 Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud 
pada pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas 
dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan 
kewilayahan. 


Untuk mencapai prinsip pemerataan, keadilan dan 
kewilayahanpengurusBAZNASdisemuatingkatanmemiliki 
data jumlah mustahik yang lengkap, peran BAZNAS bukan 
saja mengumpulkan dan mendistribusikannya, tapi yang 
lebih penting memperhatikan pola-pola pendistribusiannya 
untuk lebih merata disemua wilayah. Pola pendistribusian 
hendaknya memperhatikan kondisi waktu, tempat dan 
keadaan. Sehingga pada saat pendistribusian tidak terjadi 
kemudharatan, kelalaian berdesak-desakan apalagi sampai 
ada yang sakit. 


Menurut Siah Khosyiah'” tentang disribusi kekayaan 
mengatakan, kapitalisme religius merupakan Free market 
Enterprise system, yaitu aktivitas ekonomi para pelakunya 
yang meliputi produksi, alokasin konsumsi, dan distribusi 
kekayaan, dituntun oleh etika, moral dan semangat 
keagamaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kapitalisme 
religius adalah yang holistik yang dituntun oleh prinsip nilai, 
dan norma etika agama sistem ekonomi yang diangun atas 
dasar keadilan dan kebaikan bagi kemanusiaan (al adl wa'l 
ihsan). Sistem ini tidak hanya mekanisme aktivitas ekonomi 
yang mengatur alokasi sumber daya untuk memenuhi 


193 Siah Khosyiah, Figh Muamalah perbandingan, Pustaka Setia, Bandung, 
2014:240 
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kebutuhan material dan fisik masyarakat, tetapi juga untuk 
melengkapi kebutuhan spritual dan intelektual.” 


Agar pendistribusian zakat tepat sasaran, maka perlu 
pengklarifikasian pola-pola pendistribusian serta jenis zakat 
yang harus diprioritaskan. 


1) Konsumtif Tradisional 


Penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional 
adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung 
untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian 
zakat fitrah berupa sembako, dan uang kepada fakir miskin 
setiap idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung 
oleh muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan, 
karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola 
ini merupakan jangka pendek dalam rangka mengatasi 
permasalahan umat. 


Contoh permasalahan yang melanda umat manusia 
sekarang ini sepeti tsunami pernah terjadi di Aceh, banjir 
di Bima, di Sumbawa, dan musibah lainya. Kemudian 
Gempa bumi di pulau lombok yang berpusat di Kabupaten 
Lombok Utara.'” mengakibatkan Ratusan meninggal", 
ribuan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. 


Penyaluran secara konsumtif tradisional sangat 
tepat dilakukan dalam kondisi keberadaan individu dan 
masyarakat tidak normal seperti sedang sakit, tertimpa 
musibah dan bencana yang saat itu sangat membutuhkan 
bantuan. 


194 Ibid hlm. 241 

195 Gempa bumi pada hari Ahad tanggal 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 
7,0 SR yang disusul dengan gempabumi pada hari kamis tanggal 9 Agustus 2018,dua 
kali gempa bumi tersebut dirasakan langsung dampaknya oleh peneliti 

196 Bertia Koran Lombok Post tanggal 9 Agustus 2018, tercatat sebanyak 
391 orang meninggal 
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Menurut H. Muktamar Ibrahim, penyaluran zakat 
secara konsumtif tradisional — yang dilakukan oleh 
sebagian masyarakat di desa kediri kecamatan Kediri 
Lombok Barat, dilakukan sesuai kehendak muzakki 
dengan memperhatikan keluarga terdekat lebih dahulu. '” 
memperhatikan banyaknya korban yang meninggal dunia, 
kerusakan tempat tinggal maka sistem pedistribusian 
yang lebih tepat sasaranya yakni pendistribusian secara 
konsumtif tradisional Emergency. Kebutuhan pokok yang 
dibutuhkan saat itu adalah tenda/terpal, air mineral dan 
makanan pokok. 


2. Konsumtif kreatif. 


Pembagian zakat secara konsumtif kreatif adalah 
zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif 
dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam 
mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang 
dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa: alat 
sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan alat pertanian, 
bantuan sarana ibadah dan sebagainya. 


Contoh: bantuan buku-buku sekolah, al gur'an, fasilitas 
dan tempat ibadah seperti sajadah, tempat Wudhu, kamar 
mandi, MCk dan lainya.'” 


3. Produktif konvensional. 


Pendistribusian zakat secara produktif konvensioanal 
adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barangproduktif, 
dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut 


197 Wawancara tanggal 31 Januari 2018 dengan H. Muktamar Ibrahim tokoh 
Agama di desa Kediri sekaligus sebagai pengasuh pondok Pesantren Islahudiini 
Kediri Lombok Barat. 

198 Zainurrahman, Oftimalisasi Disrtribusi Zakat, pemuda Geniurs, www 
Blogspot.co.id, 05/2011 
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para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti 
pemberian bantuan ternak, bantuan alat pengolahan lahan 
pertanian seperti traktor, penggilingan padi bantuan alat- 
alat kerajinan tangan termasuk mesin jahit, peralatan 
kain tenun, alat pertukangan, pengolahan es tebu, alat 
kebersihan. 


4. Produktif kreatif. 


Pemberian zakat secara produktif kreatif adalah zakat 
yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, 
baik untuk permodalan proyek sosial, sepertipembangunan 
sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat 
ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu 
bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha 
kecil. Pedangan kaki lima. Hal ini dilakukan agar usaha 
dari penerima bantuan dapat berkembang lebih maju 
seperti pedagang UMKM, nelayan, petani buah, petenak, 
juga para pengrajin. 

Pendistribusian secara Produktif kreatif pernah 
dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram berupa pelatihan 
teknis bertani hidroponik, dilengkapi dengan alat untuk 
bertani, setelah kegiatan tersebut diharapkan bisa 
dikembangkan oleh — masyarakat sehingga mereka 
mendapatkan penghasilan setelah mengikuti kegiatan 
pelatihan yang sudah diberikan.” 

Pendistribusian seperti ini juga masih membutuhkan 
modal, karena bahan-bahan untuk membuat tempat 
tanaman tersebut banyak membutuhkan bahan seperti 


199 Pelatihan Pertanian Modern (budidaya hidropenik) yang dilakukan oleh 
BAZNAS Kota Mataram bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Mataram, bertia 
Koran radar Lombok, 8 Februari 2018 halaman 10. 
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Pipa Air, mesin Air, dan tenaga yang standby mengurus 
tanaman tersebut. 

Cara pendistribusian seperti ini juga masih dianggap 
kurang efektif disebabkan: 1) Kurang adanya transparansi 
mengenai SOP pendistribusian, 2) Kurangnya sosialisasi 
mengenai adanya program pemberdayaan ekonomi 
produktif, karena hanya beberapa orang/lembaga yang 
mengetahui program tersebut, 3) Dana zakat yang 
terhimpun masih sangat kecil bila di bandingkan dengan 
potensinya, karena kemampuan umat Islam yang belum 
memadai. 


Keempat cara pendistribusian zakat tersebut seperti 
konsumtif tradisional, — konsumtif kreatif, produktif 
konvensional dan produktif kreatif ' masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangan. 


Pendistribusian secara konsumtif tradisional bila suatu 
masyarakat terjadi bencana alam, banjir, gempa bumi atau 
kebakaran yang sangat membutuhkan bantuan sesaat, atau 
orang tua jompo yang tidak memiliki keluarga. Sedangkan 
pendistribusian secara konsumtif kreatif seperti bantuan 
referensi bagi pelajar mahasiswa, bantuan tempat ibadah, 
mand cuci kaus (MCK) dan lainnya untuk kepentingan 
umum. 


Adapunpendistribusian secara produktif konvensional, 
zakat diberikan kepada para petani diberikan bantuan 
pengolahan sawah, alat penggilingan padi, alatpertukangan, 
dan alat-alat kebersihan. Selanjutnya pendistribusian secara 
produktif kreatif seperti pemberian dana bergulir seperti 
pedagang kaki lima atau kelompok-kelompok UMKM. 
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Berdasarkan keempat cara pendistribusian tersebut, 
analisa penulis bahwa yang lebih tepat untuk situasi 
sekarang adalah pemberian dana bergulir kepada pedagang 
kecil atau pedagang kaki lima, setelah diberikan ke 
pedangan kaki lima, dibuatkan kelompok-kelompok agar 
dilakukan pendampingan, yang diharapkan dari pengurus 
Baznas yang memiliki keahlian bisa meningkatkan aset 
atau modalnya. 


Setelah membentuk ketua kelompok agar mereka 
diarahkan untuk memiliki tabungan/simpanan, agar 
mereka tidak lagi dikuasai oleh para rentenir. Dengan 
demikian maka pedagang tersebut bisa mandiri dan 
terbebas dari pinjaman di bank konvensional. 
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